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ABSTRAK

Nama : Kristianto Soedjatmiko
Program Studi : Pusat Studi Timur Tengah dan Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Alih Mudharib Pada Akad Pembiayaan

Mudharabah Menurut Hukum Perikatan Islam

Untuk memenuhi tuntutan profesionalitas dan merespon perkembangan
kontemporer bidang ekonomi, maka kebutuhan regulasi yang berkaitan dengan
kebolehan dalam melakukan transaksi-transaksinya pada prakiek di lembaga-
lembaga keuangan syariah sangat diperlukan, schingga mampu memenuhi
kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi dengan Bank Syariah.

Tesis ini membahas mengenai alih mudharib dengan mencari ketentuan hukum atau
dasar kebolehan dalam melakukannya alih mudharib pada pembiayaan
mudharabah. Pepelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tidak
terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai alih mudharib, namun jika
ditinjau dari sisi asas-asas serta kaidah-kaidat dalam Hukum Perikatan Islam, dapat
disimpulkan bahwa alih mudharib bisa dilakukan. Hasil penelitian ini menyarankan
agar dikeluarkan suatu fatwa yang menepaskan tentang kebolehan dalam
melakukan alih mudharib dan selanjutnya teknis pelaksanaannya agar diatur oleh
Peraturan Bank Indonesia.

Kata Kunci :
Pembiayaan Mudharabah, alih mudharib, akad.

viii

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



ABSTRACT

Name : Kristianto Soedjatmiko
Study Program : Islamic and Middle East Studies
Topic : A Juridical Perspective upon Transferal between Customer (Alih

Mudharib) on Agreement of Mudharabah Financing According to
Islamic Jurisdiction Contract

In fulfilling demands on becoming profesional and responding the contemporer
progress on economics, the needs of regulation which related to legal practice on
banking transaction upon Islamic financial institution is crucial in order to fulfill,
customer’s needs on doing transaction with Sharia Bank.

This theses elaborates about the transferal process between customer by looking at
Jjuridical certainty or legal rules on doing transferal process on mudharabah
financing. This research is based n a qualitative method with normative juridical
approach. It is a knowladged from research’s result that there is not any certainty
on transferal proces between costomers. However transferal process between
customer is able to dome according fo base and principle Islamic Jurisdiction
Contract. This research, it’s suggested that there should be guidence from Islamic
Scholar (fatwa) which clarify the legal practice Bank Indonesia wil be able to
regulate this suggestion on rules they have.

Keywords  : mudharabah financing, transferal between customer, agreement
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RINGKASAN EKSEKUTIF

perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya
merupakan lembaga intermediasi kevangan (financial intermediary institution)
yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simparan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang
membutuhkan dalam benfuk kredit atau pembiayaan. Pada dasamya produk
yang ada pada perbankan syariah sama dengan produk yang ada pada perbankan
konvensional,' yakni terdiri dari produk penghimpunan dana (fiunding), produk
penyaluran dana (lending), dan produk jasa (fee based product). Adapun yang
membedakannya adalah bahwa pada produk yang ada di bank syariah tidak
beleh mengandung unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam, yaitu
unsur perjudian (maisyir), unsur ketidakpastian (gharar), unsur bunga (riba),
unsur suap-menyuap (rysiwah), dan unsur bathil. Sebagai gantinya dapat
diterapkan akad-akad tradisional Istam atau yang lazim disebut prinsip syariah
ke dalam produk perbankan dimaksud.

Ketika akad telah ditandatangani dan kredit atau pembiayaan telah
dikucurkan kepada debiturnya atau nasabahnya, maka detik itu pula bank harus
menanggung suatu resiko atas kredit/pembiayaan yang diberikannya. Resiko
yang harus ditanggung oieh bank yaitu pembayaran bahwa kredit/pembiayaan
tidak dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau
bahkan sampai pada resiko tidak terbayarkan kembali atas kredit /pembiayaan

tersebut.

Selanjutnya bagaimana halnya jika temyata ada pihak ketiga yang
menawarkan untuk memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan yang
terjadi antara bank dengan nasabahnya misalnya dengan bersedia menggantikan
kedudukan peminjam fama (bank konvensional) atau nasabah lama (bank
syariah). Pada bank konvensiona! berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata
penggantian kedudukan debitur diperbolehkan. Pada bank konvensional dapat
dimungkinkan adanya pihak ketiga menggantikan posisi sebagai debitur sebagai
peminjam dikenal adanya novasi subyektif pasif yaitu penggantian peminjam
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lama digantikan dengan peminjam baru, dengan melepaskan kewajiban
peminjam lama. Mekanisme ini memberikan solusi jika terjadi permasalahan-
permasalahan berkaitan dengan ketidakmampuan suvatu debitur dalam
menyelesaikan suatu kewajiban misalkan karena sakit, meninggal atau karena
suatu hal dimana debitur tidak lagi dapat menjalankan usahanya, sementara
prospek usaha masih mungkin untuk dilanjutkan.

Selanjutnya bagaimana jika hal tersebut terjadi pada nasabah bank
syariah, sementara prospek bisnis/usaha masih mungkin dijalankan, apakah
secara Hukum Perikatan Islam dimungkinkan bisnis/usaha tersebut diambil alih
oleh pihak lain. Sementara itu disisi lain sebeparnya bisnis masih memiliki
prospek untuk dilanjutkan dan terdapat solusi yang bisa menjadi salah satu
penyelesaian dalam hal terjadi kendala-kendala tersebut. Misalkan dengan
adanya pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan nasabah. Sehingga -
usaha yang masih memiliki prospek tersebut masih mungkin pula untuk
dilanjutkan oleh pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan nasabah
lama dengan menjalankan usaha/bisnis tersebut.

Pembiayaan mudharabah sengaja dipilih sebagai obyek penelitian,
dengan alasan bahwa antara mudharabah dengan pinjaman pada dasarnya
terdapat kesamaaan, yeitu adanya sejumiah modal atau vang yang diserahkan
kepada nasabahnya. Pada perbankan konvensional, pihak bank selaku kreditur
memberikan suatu pinjaman kepada debiturnya berupa sejumlah uang.
Sementara itu pada perbankan syariah pihak bank selaku shahib al -mal atau
pemilik modal mempercayakan sejumlah uang kepada mudharib atan
penguszha sebagai pengelola untuk menjalankan modal tersebut.

Pada penelitian ini akan lebih dibatasi atau lingkup penelitiannya lebih
fokus pada akad pembiayaan mudharabah dan tidak lagi membahas jenis
pembiayaan lainnya, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang ditakukan
dapat lebih fokus, schingga didapatkan penelitian yang mendalam.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata/KUHPerdata yang memungkinkan terjadinya perubahan pada subyek
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peminjam (alih debitur) bahkan diatur secara tegas diatur bagaimana akibat jika
terjadi alih debitur atau yang sering dikenal dengan Novasi Subyektif Pasif.
Demikian pula yang terjadi pada akad mudharabah maka alih mudharib juga
dimungkinkan dilakukan dan diperkenankan menurut Hukum Perikatan Isiam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apa hukum
dari sebuah peristiwa dalam hal ini peristiwa alih mudharib pada pembiayaan
mudharabah. Dengan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
sampai saat ini, ketentuan baik yang berbentuk Fatwa maupun regulasi lainnya
yang dikeluarkan oleh pemerintah undang-undang atau ketentuan lainnya
maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak otoritas Bank Indonesia baik
berupa Peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, maupun peraturan lainnya
yang mengatur mengenai alih mudharib/nasabah khususnya pada pembiayaan
mudharabah memang belum ada.

Berpijak pada kenyataan bahwa memang hingga saat ini memang tidak
ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kebolehan dalam
melakukan alih mudharib. Namun demikian didatam Hukum Perikatan Islam
yang menjadi sandaran kebolehan dalam melakukan alih mudaharib didasarkan
pada asas-asas dan kaidah-kaidah dasar dalam bermuamalah, khususnya dalam
meiakukan hubungan Hukum Perikatan Islam diantara para pihak seperti asas :
1). Asas kebebasan berkontrak™ (mabda’ hurriyah al-ta’agud). Asas ini penting
untuk dielaborasi lebih lanjut dalam akad yang dilakukan dalam alih mudharib
mengingat hal tersebut diharapkan dapat menampung kebutuhan nasabah bank
syariah terhadap swatu konsep dan bentuk iransaksi atau akad yang tidak
terdapat dalam kitab-Kitab figih, karena tanpa ada keleluasaan kaum muslimin
untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan masyarakat di masa kini, maka nasabah akan mengambil
alternatif lain yang bisa jadi tidak didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. 2).
Asas Kerelaan, Alih mudharib dilakukan atas dasar suka sama suka atau
kerelaan antara masing-masing pihak yang berada didalam perikatan tersebut,
tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipwan dan mis statement. 3). Asas
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Kemanfaatan dan Kemaslahatan, dalam pelaksanaan alik mudharib ini sangat
relevan dengan tujuan Hukum Islam secara universal. Dengan maslahat

dimaksudkan memenuhi dan melindungi kepentingan para pihak.

Selanjutnya dalam Hukum Perikatan Islam mengenai kebolehan dalam
melakukan alih mudharib disandarkan kepada kaidah-kaidah hukum yang dapat
digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah-masalah hukum yang
timbul dalam masayarakat individu bahkan negara, Kaidah-kaidah ini berasal
dari dari prinsip-prinsip umum di Al Qur’an, teks Hadist maupun atsar sahabat
dan tabiin. Kaidah fikih ini juga merupakan hasil rumusan para ulama sebagai
hasil pemikiran induktif dengan tetap mengukur akurasinya berdasarkan Al
Qur’an dan Hadist kaidah-kaidah tersebut antara lain : 1). kaidah mengenai
kelenturan hukum yang menyatakan “keluasan hukum harus ada pada saat
menghadapi kesulitan. Misalnya dalam menghadapi berbagai kesukaran,
keluasan dan kelenturan hukum harus diperlihatkan”. 2). kaidah mengenai
umum dalam bermuamalah yang menyatakan : “pada dasarnya segala bentuk
muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya3).
kaidah mengenai kedudukan hukum bagi yang menggantikan. Dalam melakukan
alih mudharib, maka kedudukan mudharié mempunyai kedudukan hukum yang
sama dengan mudharib lama terhadap bank, hal ini berarti hak dan kewajiban
yang ada pada mudharid lama juga berpindah kepada mudharib baru adapun
teks kaidah tersebut adalah : “pengganti menempati posisi mubdal (yang
diganti) dan mempunyai hukum seperti hukum perkara yang diganti”.

Selanjutmya dalam pemberian pembiayaan mudharabah meskipun figth
tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari
mudharib, dalam kenyataannya, bank-bank Islam umumnya benar-benar
meminta beragam bentuk jaminan, baik dari mudharib sendiri maupun dari
pihak ketiga. Namun mercka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk
memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja
mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Menyikapi persoalan ini, untuk
menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syari’ah harus menerapkan
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asas prudential, di antaranya dengan mengenakan jaminan kepada nasabah

penerima pembiayaan,

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan : 1).bahwa hingga
saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai alih
mudharib pada pembiayaan mudharabah, baik dalam Fatwa Lembaga Dunia
(Maj 'ma Buhus), fatwa DSN, maupun kajian figih klasik maupun kontemporer
yang membahas mengenai aturan kebolehan melakukan alih mudharid.
2).Sementara itu hal-hal yang menjadi dasar kebolehan dalam melakukan alih
mudharib pada pembiayaan mudharabah disandarkan pada asas-asas dan
kaidah-kaidah yang berlaku dalam Hukum Perikatan Islam. 3).Eksistensi
terhadap perjanjian yang mengikuti (accesoir) pada alih mudharib, mengacu
pada KHUPerdata pasal 1422 dan pasal 1423 pada prinsipnya hapus.

Sementara dari penelitian yang dilakukan saran untuk menyelesaikan
terhadap permasalahan yang ada adalah : 1).Ulama-ulama melakukan kajian
secara mendalam mengenai alih Mudharib pada pembiayaan mudharabah
sehingga dikeluarkannya suatu fatwa dari DSN tentang alih Mudharib. 2).pada
tatanan pelaksanaan diperiukan petunjuk teknis dalam suatu ketentuan Peraturan
Bank Indonesia yang mengatur bagaimana teknis pelaksanaan alih mudharib
dimaksud.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegtatan ekonomi dan bisnis,
yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang
dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela
(an taraddin minkum), dan tidak boleh ada pitak yang mendzolimi atau
didzolimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam
bidang ekonomi dan bisnis, terrasuk dalam praktek perbankan.

Adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini,
diharapkan- mampu menata kembali sektor perbankan yang mengalami
goncangan akibat krisis yang terjadi di Indonesia dan yang lebih penting lagi
diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor
perbankan di negeri ini. Dengan uadang-undang ini maka cikal bakal bagi
lahiraya industri-perbankan syariah' di Indonesia.  Undang-undang ini
mengatur mengenai pembedaan prinsip operasionainya bank menjadi dua
yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Adanya bank
dengan prinsip syariah di samping bank konvensional menandakan
dimulainya“era baru dalam sistem. perbankan.nasional, yakni era sistem

perbankan ganda (dua! bangking systen).

Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 secara resmi undang-undang
nomor 21 tahun 2008/tentang perbankan syariah diberlakukan di indonesia,
ini adalah merupakan bentuk keseriusan Pemerintah terhadap industri
perbankan syariah di Indonesia, karena dengan undang-undang inilah
eksistensi keberadaan perbankan syariah lebih dipertegas.

Dengan undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan
syariah semakin menunjukkan bagaimana perbankan syariah ternyata tidak
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2
hanya mendapat perhatian di kalangan pelaku ekonomi tetapi juga dari

kalangan pemerintah. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut
diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi dunia perbankan
maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka diharapkan perbankan
syariah mendapat panduan yang jelas dalam menjalankan fungsinya sebagai
bank yang menjalankan fungsinya dengan prinsip bagi hasil. Hal ini berbeda
dengan bank konvensional dimana, dalam menjalankan fungsinya,
menggunakan prinsip bunga. Adanya regulasi tersebut maka penyelesaian
yang berkaitan' permasalahan perbankan syariah diharapkan acuan yang
digunakan semakin jelas.

Namun demikian dalam menjalankan fungsinya terkadang
perbankan syariah masih harus dihadapkan pada ketentuan atau aturan yang
belum jelas dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain dalam menjalankan
fungsi perbankan syarizh mau tidak/ man masih harus mengacu Kketentuan
vang masih tunduk pada produk-produk ketentuan yang dibuat untuk
keperluan perbakan konveasional. Sebut saja dalam membuat perjanjian-
perjanjian ikutannya seperti “mengenai pengikatan agunanmya o (hak
tanggungan, fiducia, gadai), acuan yang digunakan masih mengacu pada
ketentuan yang berlaku pada perbankan konvensional.

Hal lain yag terjadi adalah penyelesaian sengketa dalam perbankan
syariah sampai dengan saat ini masih dianggap belum dapat memberikan
solusi final bagi para pihak, sebagai contoh ketika penyelesaian sengketa
para pihak dari awal'telah memilih Badan. Arbitrase Syariah Nasional, dan
pada saat penyelesaian sengketa telah diputus oleh Badan Arbiitrase Syariah
Nasional, maka tidak dengan serta merta putusan tersebut dapat dilakukan
eksekusi, hal tersebut dikarenakan bahwa Badan Arbitrase tidak mempunyai
kewenangan atan memiliki perangkat dalam melakukan eksekusi seperti
dalam penetapan sita, pelaksanaan lelang atau proses pengosongan atas
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sebuah bangunan sengketa. Selanjutnya Putusan Badan Arbitrase harus
diikuti dengan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kemudian

dilakukan proses hukum selanjutnya (sita, lelang, pengosongan,dil).

Hal tersebut merupakan sedikit gambaran bahwa masih regulasi
yang ada sebagian pada paparannya masih harus tunduk pada ketentuan-
ketentuan yang bersifat umum atau dapat dikatakan bahwa pengaturan
undang-undang no 21 tahun®2008 tentang perbankan syariah pada
pelaksanaannya masih belum memenuhi semua kebutuhan dalam praktek di
perbankan syariah serta 'masih memerlukan - ketentuan-ketentuan
pelaksanaanya sebagai penunjangnya.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya
sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution)
yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang
membutuhkan daflam bentuk kredit. Dalam menjalankan fungsinya tersebut
maka_muncullah suatutambahan dalam menyimpan atau meminjam uvang
tersebut dalam bentuk bunga (infercst), dalam hat ada pihak yang
menyimpan uang maka Bank akan memberikan bunga sebaliknya jika ada
pihak yang meminjam uang rmaka Bank akan memungut bunga. Selisih dari
bunga vang dipungut dengan yang dibayarkan inilah, maka bank akan
memperoleh keuntungan.

Sementara itu perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan
pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuvangan (financial
intermediary institution)” yakni' lembaga yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk
kredit atau pembiayaan. Pada dasarnya produk yang ada pada perbankan
syariah sama dengan produk yang ada pada perbankan konvensional, yakni
terdiri dari produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana
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(lending), dan produk jasa (fee based product). Adapun yang
membedakannya adalah bahwa pada produk yang ada di bank syariah tidak
boleh mengandung unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam,
yaitu unsur perjudian (maisyir), unsur ketidakpastian (gharar), unsur bunga
(riba), unsur suap-menyuap (rysiwah), dan unsur bathil. Sebagai gantinya
dapat diterapkan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut prinsip
syariah ke dalam produk perbankan dimaksud.

Ketika akad telah ditandatangani dan kredit atau pembiayaan telah
dikucurkan kepada debiturnya atau nasabahnya, maks detik itu pula bank
harus menanggung suatu resiko atas kredit/pembiayaan yang diberikannya.
Resiko yang harus ditanggung oleh bank yaitu pembayaran bahwa
kredit/pembiayaan tidak dapat dikembaliikan sesuai dengan wakiu yang telah
disepakati atau bahkan sampai pada resiko tidak terbayarkan kembali atas
kredit /pembiayaan tersebut. Untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi
resiko maka sebelom kredit/pembaiyaan direalisasi, diperlukan langkah-
langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan “timbulnya resiko
tersebutl Bank sebelum suatu kredit/pinjaman direalisasi maka pihak bank
melakukan serangkaian analisa yang sering dikenal dengan analisa terhadap
faktor 5 C yaitu sering disebut pula “The Five C Analisis” atau yang lebih
dikenal dengan analisa 5 C yang meliputi :

a.w Caracter (Penilaian terhadap watak).

b.  Capital {Pecnilaian terhadap modal)

¢. Capacity (Penilaian terhadap kemampuan).

d. Collateral (Penilaian terhadap agunan)

e. Condition {Penilaian terhadap prospek usaha nasabah /debitur).

Dengan dilakukan ‘analisa tersebut diharapkan baik bank
konvensional maupun syariah dapat menperoleh gambaran tentang kondisi
debitur/nasabah dan usahanya. Namun analisa yang dilakukan oleh Bank
konvensional dan bank syariah tersebut tidaklah dapat dijadikan tolok ukur
bahwa apa yang telah diberikan (kredit pada bank konvensional atau
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pembiayaan pada pembiayaan bank syariah) tersebut dapat dikembalikan
oleh nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selanjutnya bagaimana dengan kredit atau pembiayaan yang telah
berjalan, hal apa yang diperhatikan oleh bank dalam mengelola terhadap
resiko tersebut. Yang perlu diperhatikan bagi bank adalah bagaimana resiko
yang mungkin timbul tersebut gejalanya dapat diketahui. Dengan suatu
“sistem peringatan dini” (early warning system). Sistem peringatan ini
adalah suatu sistem deteksi/pengenalan terhadap gejala-gejala/tanda-tanda
awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi/ menyebabkan kemungkinan
terjadi kegagalan pasabah dalam memenuhi kewajibannya, Dengan adanya
sistern tersebut tersebut maka diharapkan pihak bank dapat mengenali dan
menetapkan tanda/peringatan dini atas kondisi debitur yang diperkirakan
akan berdampak negatif terhadap kelancaran pemenuhan kewajiban atas
kredit/pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah serta melakukan
langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelamatan kondisi usaha nasabah,

Dengan sistem. ini suatu gejala yang mungkin timbul: dengan
memburuknyad suatu usaha nasabah dapat diantisipasi, sehingga bank
diharapkan mampu memberikan solusi atau masukan, berharga serta
langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh nasabah,
Untuk mengetahui-kondisi nasabzh salah satu cara yang dapat dilakukan
adalahspengawasan. Pengawasan yang dapat dilakukan oieh bank adalah
pengawasan on sile maupun off sife. Pengawasan on site adalah bentuk
pengawasan secara.vlangsung ke - fokasi usaha_ nasabah. Sementara
pengawasan off site adalah' bentuk pengawasan tidak secara langsung ke
lokasi usaha tetapi dari data-data yang diserahkan oleh nasabah seperti
laporan keuangan, laporan laba-rugi dan neraca. Dengan pengawasan baik
secara on site maupun off site yang dilakukan secara rutin untuk memantau
kondisi usaha nasabah merupakan vpaya meminimalisasi resiko yang akan
timbul.
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Dengan melakukan hal tersebut pihak bank tentunya dapat

melakukan upaya-upaya penyelamatan atau memberikan solusi bagi nasabah
jika nasabah menghadapi suatu permasalahan. Sebagai contoh adalah ketika
nasabah mengalami penurunan omzet, macetnya piutang nasabah pada
agennya yang menyebabkan penurunan kemampuan dalam memenuhi

kewajibannya.

Dalam hal terjadi hal tersebut maka bank biasanya melakukan hal-
hal penyelamatan yang' dapat dikenal dengan restrukturisasi dengan
beberapa aliemaiif penyelamatan seperti dengan penundaan jangka waktu
pembayaran (rescheduling), atau perubahan syarat-syarat dalam perjanjian
(reconditioning) dengan keringanan bunga (pada bank konvensional) dan
upaya lainnya. Selanjutmya jika dirasa hal-hal tersebut tidak mungkin
dilakukan, maka bank akan menempuh cara penyelesaian baik penyeslesaian
damai (jual agunan/asset secara bawah tangan) atau dengan cara upaya
hukum (melalui pengadilan atau lelang).

Ada beberapa altemnatif ketika suatu bank konvensional dihadapkan
dengan kondisi yang dialami oleh nasabahnya, dalam melakukan tindakan-
tindakan biasanya bank melakukan analisa dan evaluasi untuk menentukan
langkah tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut *

Prospek usaha

Baik Tidak baik
i
2 Negosiasi Negosiasi
u Baik -~ ‘
Z Restrukturisasi Penyelesaian
3 —
: egosiasi
= Tidak baik o Saluran Hukum

Saluran Hukum

Tabel 1.1 alternatif penyelesaian
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Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bakiwa terhadap kategori
nasabah :

a. Nasabah yang masih mempunyai itikat baik dan prospek usaha masih
baik masih baik dilakukan langkah-langkah restrukturisasi. Hal ini jika
nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yaitu

dengan cara antara lain :

a.1) Perubahan tingkat suku bunga kredit

a.2) Pengurangan tunggakan bunga dan /atau denda/penaity
a.3) Penjadwalan kembali

a4) Deffered interest payment

a.5) Penjualan sebagian aguran

b." 'Nasabah yang mempunyai itikat baik namun prospek wsaha tidak baik
dilakukan langkah-langkah yvang sering disebut dengan Penyelesaian
Secara Damai. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan ,_setelah/negosiasi
dengan nasabah Bank dapat melakukan hal-hal sebagi berikut :

b.1) Pencbusan agunan oleh pihak ketiga yang hasilnya digunakan
untuk mengurangi kewajiban nasabah
b.2) Penjualan sebagian/seluruh agunan kepada pihak ketiga melunasi
sebagian atau seluruh kewajiban nasabah.
¢. Nasabah yang_tidak mempunyai itikat baik namun prospek usaha masih
baik, yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan langkah-
langkah pendekatan, jika memang sudah tidak dapat dilakukan maka
diselesaikan melalui saluran hukum
d. Nasabah yang tidak mempunyai itikat baik dan prospek usaha juga tidak
baik maka penyelesaian yang dilakukan oleh bank adalah penyelesaian

melalui saluran hukum.

Selanjutnya bagaimana halnya jika ternyata ada pihak ketiga yang
menawarkan untuk memberikan solusi bagi penyelesalan permasalahan
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yang terjadi antara bank dengan nasabahnya misalnya dengan bersedia

menggantikan kedudukan peminjam lama (bank konvensional} atau nasabah

lama (bank syariah).

Pada bank konvensional berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata
penggantian kedudukan debitur diperbolehkan. Pada bank konvensional
dapat dimungkinkan adanya pihak ketiga menggantikan posisi sebagai
debitur sebagai peminjam dikenal adanya novasi subyektif pasif yaitu
penggantian peminjam_lama digantikan dengan peminjam baru, dengan
melepaskan kewajiban peminjam }ama. Mekanisme ini memberikan solusi
jika terjadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan ketidakmampuan
suatu debitur dalam menyeclesaikan suatu kewajiban misalkan karena sakit,
meninggal atau karena suvate hal dimana debitur tidak lagi dapat
menjalankan usahanya, sementara prospek usaha masih mungkin untuk
difanjutkan. Bahkan pada kredit dengan pola pir-trans kepada pemsahaan
inti dan plasma sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor | Tahun
1986 tanggal 3 Maret 1986 Pengembangan Perkebunan dengan Pola
Perusahaan Inti Rakyat vang dikaitkan dengan program transmigrasi dan
Peraturan Bank Indonesia nomor 6/12/PBI/ 2004 itentang Kredit Investasi
Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang
dikaitkan dengan Program Transmigrast (PIR-TRANS) pra konversi.
Pengalihan hutang perusahaan inti kepada petani plasma dengan melakukan
konversi. Konversi adalah pengalifian kepemilikan Kebun Plasma yang telah
memenuhi persyaratan dari Perusahaan Inti kepada Petani disertai dengan
pengalthan KI vntuk pembangunan Kebun Plasma yang semula merupakan
beban Perusahaan Inti menjadi-beban masing-masing Petani melalui KIK
Pasca Konversi./pasal 1,12, Pada kredit dengan pola ini bank memberikan
pinjaman kepada perusahaan inti (nasabah lama) selanjutnya ketika masa
konversi, maka pinjaman tersebut dialihkan kepada petani plasma (sbg
nasabah baru) dalam bentuk KIK dengan mekanisme novasi. Contoh lain
adalah ketika perusahaan yang semula berbentuk badan usaha perseorangan
selanjutnya dan telah mendapat pinjaman dari bank. Ketika kredit berjalan
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kemudian nasabah memutuskan untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas,
Maka atas hutang nasabah perorangan tersebut dialihkan kepada Perseroan

Terbatas yang didirikan. Dengan mekanisme novasi.

Sementara itu pengalihan pembiayaan pada bank syairiah khususnya
pembiayaan mudharabah sangat mungkin terjadi sebagaimana pengalihan
hutang yang terjadi dalam industri perbankan konvensioral. Selanjutnya
bagairmana jika hal tersebut.terjadi pada nasabah bank syariah, sementara
prospek bisnis/'usaha masih mungkin dijalankan, apakah secara Hukum
Perikatan Islam dimungkinkan bisnis/usaha tersebut diambil atih oleh pihak
lain. Sementara itu disisi lain sebenarnya bisnis masih memiliki prospek
untuk dilanjutkan dan terdapat solusi yang bisa menjadi salah satu
penyeclesaian dalam hal terjadi kendala-kendala tersebut. Misalkan dengan
adanya pihak ketipa yang bersedia menggantikan kedudukan nasabah.
Sehingga usaha yang masih memiliki prospek tersebut masih mungkin pula
untuk dilanjutkan oleh pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan
nasabah lama dengan menjalankan usaha/bisnis tersebut. Selanjutnya jika
hal tersebut dibiarkan maka usaha yang telah dibiayai dengan dengan
mudharabah * tersebut ‘menjadi terhenti. Dampaknya bagi bank adalah
kolektibilitas pembiayaar semakin memburuknya bahkan menjadi macet.

1.2 Permasalahan

Dalam industri perbankan konvensional peralihan tanggung jawab atas
kewajiban hutang debitur lama kepada debitur bara tersebut, diatur dalam
Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP)  dengan istilah novasi subyektif

pasif.

Selanjutnya bagaimana ketika nasabah/mudharib yang telah
menandatangani akad pembiayaan mudharabah, tidak lagi bisa melanjutkan
proyek atau usaha yang dibiayai oleh bank syariah dengan skema
mudharabah tersebut. Dimana ketidak sanggupan nasabah dalam
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melanjutkan kewajibannya bukan dikarenakan ketidakmampuannya dalam

menjalankan usahanya, melainkan lebitt dikarenakan hal-hal yang non
teknis, seperti misalnya harus berada ditempat lain/berpindah dan sebab
lainnya. Dengan kata lain terdapat suatu kejadian yang menyebabkan
seorang nasabah secara tetap atau permanen tidak lagi bisa memenuhi

perjanjian atau akad yang telah dibuatnya.

Disisi lain sebenamya terdapat suatu pihak atau seseorang (diluar
pihak yang melaksanakan akad) yang ingin menggantikan kedudukan
sebagal nasabah dengan menggantikan kedudukan nasabah lama tersebut
yang tidak lagi bisa meneruskan perjanjian atau akad tersebut menjadi
nasabah baru.

Permasalahan yang terjadi saat ini belum ada fatwa atau peraturan
Bank Indonesia yang mengaturnya secara “tegas mengenai alih
nasabah/mudharib di perbankan syariah, maka pada praktek yang terjadi di
masing-masing perbankan syariah tidak sama, bahkan upaya yang dilakukan
oleh perbankan syariah lebih kepada menunggue sampai pembiayaan menjadi
semakin memburuk kolektibilitasnya yang pada akhirnya menjadi macet dan
melakukan eksekusi atas agunan yang ada.

Pembiayaan mudharabah sengaja dipilih scbagai obyek penelitian,
dengan alasan-bahwa antara Mudharabah dengan pinjaman pada dasarnya
terdapat kesamaaan, yaitu/adanya sejumlah modal- atau uang yang
diserahkan kepada nasabahnya. Pada perbankan konvensional, pihak bank
selaku kreditur .memberikan suatu pinjaman. kepada debiturnya berupa
sejumlah vang. Semehtara itu pada perbankan syariah pihak bank selaku
shahib al -mal atau pemilik modal mempercayakan sejumlah uang kepada
mudharib atau pengusaha sebagai pengelola untuk menjalankan modal

tersebut.

Pada pembiayaan syariah lainnya seperti murabahah pada prinsipnya
kedudukan bank syariah sebagimana layaknya seorang penjual, sementara
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itu disisi lain kedudukan nasabah layaknya dalam jual beli yaitu scbagai
pembeli. Pada pembiayaan musyarakah kerjasama yang dilakukan adalah
adanya sharing modal dan tenaga kerja secara bersama. Demikian pula pada
pembiayaan istisna dan salam hal yang dilakukan hampir sama dengan
murabahah yaitu adanya jual beli sehingga jika timbul suatz masalah
solusinya adalah sama seperti yang dilakukan pada pembiayaan murabahah.

Untuk itu maka kiranya penenelitian yang dilakukan akan lebih
fokus pada pembiayaan Mudharabah dengan mencoba meneliti TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP ALIH NASABAH/MUDHARIB PADA AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT HUKUM PERIKATAN
ISLAM.

1.3  Pertanyaan Penclitian

1. Apakah terdapat. ketentuan _yang mengatur terhadap alih
nasabah/mudharib pada akad pembiayaan mudharabah.

2. Jika tidak terdapat ketentuan yang mengatur, apa yang menjadi dasar
kebolehan dalam melakukan alih nasabah/mudharib.

3. Selanjutnya jika secara syariah alih Mudharib diperbolehkan bagaimana
dengan akibat hukumnya, tethadap akad-akad yang mengikuti akad
pembiayaan mudharabah seperti hak tanggungan, fidusia dan pengikatan

lainnya .
1.4. Tujuan Penelitian

Unfuk mengetahui ketentean yang mengatur terhadap alih debitur pada akad
pembiayaan mudharabah menurut Hukum Perikatan Islam

1.5. Lingkup/ Batasan Penelitian

Pada penelitian ini akan lebih dibatasi atau lingkup penelitiannya lebih
fokus pada akad pembiayaan mudharabah dan tidak lagi membahas jenis
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pembiayaan lainnya, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian yang

dilakukan dapat iebih fokus, sehingga didapatkan penelitian yang

mendalam.

1.6  Manfaat Penclitian

Manfaat penelitian dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. - Penelitian ‘ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pustaka
dibidang ilmu Hukum Perikatan Isiam,

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas
bagaimana ketenfuan umum: mengatur mengenai alih debitur pada
bank konvensional dengan membandingkan bagaimana secara Syariah
apakah dimungkinkan.

¢.  Sebagai referensi bagi kalangan perbankan syariah dalam hal terjadi
permasalahan alih nasabah/mudharib pada pembiayaan mudharabah.

1.6.2 Manfaat Praktis.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan
dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya
dan dapat dijadikan salah satu referensi atau pedoman bagi pengembangan
ketentuan__yang berlaku bagi " Industri, perbankan syariah khususnya
manakala terjadi permasalahaniyang berkaitan dengan alih debitur pada
transaksi mudharabah di perbankan syariah .

1.7  Kerangka Pemikiran

Industri perbankan syariah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam
menghadapi tuntutan dari nasabah agar dapat mengimbangi keberagaman
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transaksi sebagaimana pada industri perbankan konvensional. Deputi
Gubernur BI, Siti Ch Fadjrijah di acara seminar akhir tahun perbankan
syariah 2007 di gedung BI, Jalan MH Thmarin, Jakarta, Selasa
(28/11/2007). Menyatakan antara lain :

............................... Jjadi perbomkan syariah juga harus melakukan
riset untuk melihat keinginan konsumen sehingga dapat menciptakan
produk-produk yang sesuai, " katanya.

Dalam perkembangan dunia industri. perbankan saat ini, funtutan
kefleksibiltasan transaksi sangat diharapkan oleh nasabah, apalagi jika hal
tersebut dapat dirasakan lebih menguntungkan bagi Bank maupun bagi
nasabahnya, sebagai salah satu contoh adalah dalam hal terjadi halangan
secara ictap (permanen) pada debitur bank konvensional, sementara itu
disisi lain ada pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan debitur
yang berhalangan secara tetap tersebut dan menjadi debitur baru. Bagi bank
konvensional .~hal dapat dirasakan lebih . menguntungkan dengan
pertimbangan :

1. _ Pinjaman/pembiayaan yang diberikan kepada debitur tama masih tetap
dipertangungjawabkan oleh debitor baru

2. ;Memburuknya kolektibilititas, pinjaman/pembiayaan nasabah pada
waktn itn dapat dihindarkan.

3. Kemungkinan membengkaknya biaya pencadangan PPAP
pinjaman/pembiayaan & dapat _ditckan' karena memburuknya
kolektibilitas pinjaman/pembiayaan,

4, Kemungkinan " akan :mendapatkan keuntungan dari pendapatan
bunga/atau nisbah akan lebih besar jika dibandingkan dengan solusi
lainnya seperti penjuatan agunan dengan membiarkan debitur lama
dalam kondisi memburuk koletibilitas pinjaman atau pembiayaannya.
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Sementara itu bagi debitur baru hal ini juga dapat menguntungkan

dengan pertimbangan :

1. Mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari bank.
2. Dapat mengembangkan usaha dengan pinjaman tersebut sehingga
kemungkinan mendapatkan kenntungan baginya akan lebih besar.

Perubahan subyek peminjam atau yang biasa disebut Novasi
Subyektif Pasif dalam perbankan konvensional tersebut sudah lazim terjadi
dan dilindungi. oleh undang-undang, bahkan_didalam pasal 1413 Kitab
Undang-Undang Hukum ' Perdata (KHUPerdata) perubshan subyek
nasabah/debitur secara jelas dan tegas diakomodasi, bahkan konsekuensi
pada perjanjian ikutannya (perjanjian accesoir) seperti hak tanggungan,
gadai, fiducia diatur juga.

Ayat 2 pasal 1413 KUPerdata mengatur tentang novasi subyektif
pasif dimana ‘novast jenis ini yang berganti adalah debiturnya .
Penggantian debitur ini dimaksudkan dalam arti Iuas, artinya tidak
hanya lerbatas pada penggantion debitur dengan debitur lain,

tetapi meliputi pula berubahnya komposisi debitrr contoh : dalam
suatu perjanjian kredis, debiturnya adaleh A,B,dan C suatu saat
atas atas persetujuan bank sebagai kreditur pihak debitwr berubah
menjadi A dan B saja bahken bertambah menjadi 4,B,C dan D.

Perubahan komposisi debitur yang demikian termasuk dalam
kategori novasi subyektif pasif.

Akibat-akibet ‘hukum berkaitan  dengan jominan hutang atas
terjadinyd nevasi diatur lebin lanjut dalam pasal-pasal 1421, 1422,
1423 KUHPerdata. Khususnya untuk novasi kredit, pasal-pasal
yang mengatur tentang eksistensi jaminan hutang
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Bagaimana hal terjadi kondisi dimana terjadi alih nasabah /mudharib
adakah ketentuan hukum perikatan mengaturnya lebih lanjut sebagimana
halnya pada perbankan konvensional.

Sementara itu seiring dengan berkembangnya ekonomi berbasis
syarigh tentunya funtutan terhadap transaksi-transaksi sebagaimana terjadi
pada bank konvensional juga dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah,
Seperti bagaimana jika terjadivperubahan pada subyek pada nasabah
pembiayaan di bank syariah. Permasalahannya adalah hingga saat ini
regulasi yang mendukung tethadap transaksi pada bank syariah masih sangat
terbatas. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN dan MUI serta peraturan Bank
Indonesia masih belum bisa memenuhi sefuruh transaksi pada bank syariah
tersebut. Demikian pula regulasi yang mengatur terhadap alih nasabah
terutama pada pembiayaan mudharabah hingga saat ini belum diatur.

Untuk itu pada penelitian ini/akan mencoba mengulas mengenai
terobosan terhadap kemungkinan terjadinya alih mudharib pada pembiayaan
mudharabah dengan mencoba melihat bagaimana Hukum Perikatan Islam

menjawab kebutuhan tersebut.

Di dalam menjalankan suatu aktivitas yang bersifat muamatah Islam
mengenal suatu kaidah fighiyah yang artinya,”Pada asasnya segala sesuatu
itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. (Imam Musbikin 2001,
Syamsui Anwar 2006 halaman 12) Kaidah dezlam bermuamalah tersebut
menjadi salah satu kaidah yang dapat mendukung kebolehan adanya alih
nasabah/mudharib pada pembiayaan mudharabah, sebagimana tersebut
dalam kaidah :

gl o Jidd Jy e s WY Qa8 Joal)

“Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali
ada dalil yang melarangnya”
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Kaidah diatas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh

atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang
melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada
yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi

baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,

Dalam Hukum Perikatan Islam dikenal pula adanya asas
Kemanfaatan dan Kemaslahatan dimana asas ini mengandung pengertian
bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan
kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri
dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat
ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis. M.Tamyiz Muoharrom (2003),
Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan
hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa
lampau  sepertial-Ghazali (w.505/t111) dan_asy-Syatibi (w 790/1388)
merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan al-
Hadis sebagai_ mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan
memenuhi dan melindungi  lima kepentingan “ pokok manusia' yaitu
melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat, diri dan keluarga,
serta harta kekayaan.

Disamping itn Hukum Perikatan Islam juga dikenal dengan asas
keridhoany " sebagaimanaydisebutkan_dalam 'QS An-Nisa (4) ayat 29
dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan hanus atas dasar suka
sama ‘suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada
tekanan, paksaan, penipuan dan missiatement. Jika hal tersebut tidak
dipenubi, maka transaksi tersebut/dilakukan dengan cara batil (a/ ak! bil
bathil).

Dari kaidah-kaidah dan asas-asas yang telah diuraikan tersebut,
maka sudah scharusnya alih nasabah/mudharib pada pembiayaan
mudharabah juga dibolehkan.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



17

1.8 ASUMSI

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata/KUHPerdata yang memungkinkan terjadinya perubahan pada
subyek peminjam (alih debitur) bahkan diatur secara tegas diatur bagaimana
akibat jika terjadi alih debitur atau yang sering dikenal dengan Novasi
Subyektif Pasif. Demikian pula yang terjadi pada akad mudharabah maka
alih mudharib juga dimungkinkan dilakukan dan diperkenankan menurut
Hukum Perikatan Islam.

1.9 SISTEMATIKA PENELFITAN

Sistematika dalam penulisan Tesis ini secara garis besar akan
diuraikan sebagai berikut :

BAB1 :PENDAHULUAN

Bab-ini akan mernaparkan tentang latar belakang penelitian,
permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, Jdingkup
pene]itiah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, asumsi dan
sistematika penelitian.

BAB I :LANDASAN TEORI

Bab ini_memaparkan tentang Perjanjian menurut KHUP dan
bagaimana Akad menvrut Hukum Perikatan Islam pada
umummya yang terdiri dari pengertian petjanjian dan akad,
syarat sahnya perjanjian dan akad, asas-asas dalam perjanjian
dan akad berakhirnya perjanjian dan akad serta mudaharabah
dari sisi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta
batalnya.
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BAB III

BAB IV

BAB IV

18
: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang metodologi penelitaian yang
meliputi : jenis Penelitian, Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini baik itu data primer maupun data sekunder, metode
pengumpulan data baik dengan interview maupun studi
kepustakaan Perjanjian menurut KHUP dan bagaimana akad
menurut Hukum Perikatan Islam pada umummya yang terdiri
dari pengertian perjanjiandan akad, syarat sahnya perjanjian dan
akad, Beberapa Asas Hukum Perjanjian dan akad.

: PEMBAHASAN

Pada bzb ini akan membahas_proses pemberian pembiayaan
mudharabah, pengertian alih debitur (novgsi subyektif pasif),
bagaimana Hukum Perikatan Islam mengatur mengerai alih
debitur (novasi subyektif pasif) pada akad mudharabah dengan
mencoba mengkaitkan dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada
hukum perikatan Islam.

: PENUTUP

Menyimpulkan apa yang telah diuraikan sebelumnya disertai

depgan saran-saran
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BAB 2
LANDASAN TEORI

PERJANJIAN DALAM TINJAUAN HUKUM UMUM POSITIF DAN
MENURUT HUKUM PERIKATAN ISLAM SERTA PENGERTIAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH.

2.1  Pengertian Perjanjian menuorut Hnkum Pesitif
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian perjanjian menurut

KHUPerdata, asas-asas perjanjiam,ysyarat sahnya perjanjian dan berakhirnya
perjanjian.

2.1.1, Definisi Perjanjian

Sebagaimana discbutkan dalam buku IIf KUHPerdata mengatur mengenai
Verbintenissenrecht yang mana tercakup pula overeenkoms:. Verbinteris didalam
bahasa Indonesia diartikan sebagai perikatan yaitu suatu bubungan antara dua
pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban yaifu svatu hak untuk menuntut
sesuatu dan disebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan itt.

Perikatan sebagaimana dimaksudkan diatas, merupakan suaty peristiwa
dimana dua orang atau para pihak saling menjanjikan sesuatu, Peristiwa ini paling
tepat dinamakan "Perjanjian® yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian
janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan “perjanjian™ sudah populer
dikalangan masyarakat. {Subekti, 1984, halaman 12)

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan “persetujuan”, yang tentu
saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau
perternuan kehendak antara dua orang atau dva pihak untuk melaksanakan sesuatu
dan perkataan “persetujuan’” kalau hanya dilihat dari segi terjemahan saja
memang lebih sesvai untuk perkataan Belanda "overeenkomst™ yang dipakai oleh
KUH Perdata, tetapi karena perkataan perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan
sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji
yang pemenuhannya dijamin oleh hukum, sehingga banyak para ahli condong
pada pemakaian istilah “perjanjian”.
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Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, harus melihat

pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, "Perjanjian adalah suatu
perbuatan yang mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih lainnya”, Ketentuan pasal ini sebenamya kurang begitu memuaskan, karena
ada beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut sebagai berikut :hanya
menyangkut sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus,
pengertian perjanjian terlalu luas, tanpa menyebut tujuan. (Abdulkadir, halaman
78)

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka periu
dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan
alasan-alasan tersebut maka “perjanjian ” adalah suatu persetujuan dengan mana
dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam
lapangan harta kekayaan”, Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan
tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat
pula berbentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis
(akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian. Apabila diperhatikan perumusan
perjanjian tersebut diatas tadi tersimpulah unsur-unsur perjanjian tersebut seperti
berikut ini:

Ada para pihak paling sedikit dua orang.
Ada persetujuan para pihak.
Ada tujuan yang akan dicapai.

a e & p

Ada prestasi yang dilaksanakan.
Ada bentuk tertentu, lisan ataupun tertulis.

o

Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian,

2.1.2 Asas Hukum Perjanjian
Dalam perjanjian secara umum dikenal beberapa asas yang perlu diketahui antara

tain asas kebebasan berkontrak asas konsensualitas dan lain-lainaya. Dalam hal
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ini penulis hanya membatasi pada asas yang penting dalam hukum perjanjian,

yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak
Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang
bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja yang baik yang sudah diatur dalam
undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang asalkan
perjanjian itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan tidak melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam
pasal 1337 KUHperdata bahwa suatu scbab adalah terlarang apabila dilarang oleh
undang-undang atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
Sedangkan asas kebebasan berkontrak disebutkan dalam pasal 1338
KUHPerdata yaity semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sehubungan dengan itu maka hukum petjanjian memberikan kebebasan
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi
apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dan pasal-
pasal dalam KUHPerdata hanya merupakan pelengkap saja.

Kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas yang sangat penting
di dalam suatu perjanjian karena kebebasan ini merupakan perwujudan dari
kehendak yang bebas merupakan pancaran hak asasi manusia.Asas kebebasan
berkontrak menurut hukum perjaniian Indonesia adalah sebagai berikut
(Sjahdeni, hal, 47) :

1). Kebebasan untuk membuat ataw tidak membuat perjanjian

2). Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian

3). Kebebasan untuk menentukan atau memilih kiausula dan perjanjian yang
akan dibuat;

4). Kebebasan untuk menentukan obyek dan perjanjian

5). Kebebasan ustuk menentukan bentuk suatu perjanjian opsional
(aanvuland, optional)
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6). Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketetntuan undang-undang

yang bersifat

b.  Asas konsensualitas

Yang dimaksud asas kensensualitas adalah suatu perjanjian lahir cukup dengan
adanya suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti
dengan perbuatan hukum fain. Dengan demikian adanya kata sepakat tersebut
sudah timbul suatu perjanfian sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian
yang terjadi atau sudah ada telah mempunyai akibat hukum ataw sudah mengikat
sejak tercapainya kata sepakat. Hukum perjanjian mengambil asas konsensualitas
yang berarti perkataan sudah mengikat menurut Prof Eggens adalah suatu tuntutan
kesusilaan (Subekti, halaman 5). Menurutnya bahwa perkataan sudah mengikat
tersebut merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang dimaksudkan
bahwa dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataan orang, orang tersebut
ditingkatkan martabatnya setinggi tingginya sebagai manusia, Karena kalau orang
ingin dihargai sebagai manusia ia harus dipegang perkataannya atau ucapannya.

Tetapi didalam hukum untuk menyelenggarakan ketertiban dan
menegakkan keadilan dalam masyarakat. Asas konsensualitas ini merupakan
suatu tuntutan kepastian hukum. Karena orang yang hidup dalam masyarakat
yang teratur harus dipegang perkataannya atau ucapannyz yang merupakan suatu
tuntutan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut merupakan suatu sendi yang
mutlak dari suatu tata hukum yang baik .

Kesepakatan tersebut terjadi bila diantara pihak-pihak yang bersangkutan
tercapai suatu persesuaian kehendak yang artinya apa yang dikehendaki pula oleh
orang lain. Dan kedua kehendak tersebut bertemu dalam sepakat. Tercapainya kata
sepakat itu harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan
perkataan-perkataan misalnya : setuju, oke dan lain-lain. Ataupun dengan
bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pemyataan pernyataan tertulis
sebagai tanda bahwa keduabelah pihak telah menyetujui segala sesuatu yang
tertera dalam dalam tulisan tersebut.
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Ukuran untuk menentukan telah terjadinya persetujuan kehendak atau
konsensus itu diukur dengan pernyataan-pernyataan yang secara timbal balik telah
dikeluarkan. Berdasarkan pemyataan bertimbal balik telah dikeluarkan.
Berdasarkan pernyataan bertimbal balik itu dianggap sudah lahir sepakat yang
sekaligus melahirkan perjanjian yang mengikat sifathya seperti undang-undang,
Dan dari sepakat itu dianggap ada maka hakimlah yang akan menafsirkan apa
yang telah disetujui, perjanjian apa yang telah dilahirkan dan apa saja hak dan
kewajiban para pihak.

¢. Asas kekuatan mengikat

Yang dimaksudkan dengan asas kekuatan mengikat adalah suatu perjanjian yang
dibuat, yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang melakukan
perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata. Adapun bunyi pasai
1338 KUHPerdata yaitu semua persefujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,

Dari pasal tersebut diatas jelas bahwa perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh
pihak-pihak yang melakukan perjanjian berlaku sebagai undang-undang sehingga
mengikat para pihak untuk mematuhi perjanjian tersebut.

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat syaratnya.
Seperti telah discbutkan dalarn pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya
suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) macam syarat yakni :

2. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam hal ini kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak untuk
mengikatkan diri. Dalam perjanjian para pihak tidak terdapat paksaan, penipuan,
dan kekeliruan pada waktu perjanjian di adakan. Pengertian sepakat digambarkan
sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak mengenai hal-hal
pokok yang berhubungan dengan perjanjian. Pernyataan kehendak dari pihak
yang menawarkan dinamakan tawaran atau offerte, dan pihak yang menerima
tawaran dinamakan akseptasi atau acceptatie (Badrulzaman, 1983, hal 98)
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Bertolak dari kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana terdapat

dipasal 1321 KUH Perdata disebutkan beberapa hal yang merupakan faktor
penyebab cacat pada kesepakatan itu, yaitu tiada sepakat yang sah apabila sepakat
diberikan karena kekhilafan atau diperclehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat snaim perjanjian.

Pada dasamya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia oleh
undang-undang dinyatakan tidak cakap. Mereka yang termasuk cakap tersebut
(Suryodiningrat, 1982 halaman 115) adalah :

b.l Orang yang telah dewasa

Menurut Undang-undang Perkawinan No.l tahun 1974 pasal 47 disebutkan
bahwa kedewasaan ditetapkan 18 tahun atau sudah pernah kawin, sedangkan
dalam KUHPerdata disebutkan dalam pasal 330 bahwa usia kedewasaan
ditetapkan 21 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan.

b.2 Mereka yang tidak dibawah pengampuan.

Seorang istri termasuk golongan orang yang mampu untuk melakukasn perbuatan
hukum berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974. Sedangkan
orang-orang yang tidak termasuk tidak cakap membuat perjanjian disebutkan
dalam pasal 1330 KUHPerdata, bahwa tidak cakap untuk membuat persetujuan-
persetujuan adalah :

a. Orang yang belum dewasa.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

c. Orang-orang perempuan, dalam hal - hal yang telah ditetapkan oleh undang-
undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah
melarang untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Yang termasuk orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapai usia 21 tahun atav belum pernah melangsungkan perkawinan. Apabila
perkawinan dibubarkan sebelum genap berumur 21 tahun maka mereka tidak
kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, hal ini ditetapkan olch
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KUHPerdata. Sedangkan menurut undang-undang No.l tahun 1974 kedewasaan
ditetapkan 18 tahun. Mereka yang diletakkan dibawah pengampuan menurut pasal
334 KUHPerdata adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu,
sakit jiwa atau mata gelap dan boros. eorang perempuan yang telah bersuami
dinyatakan tidak cakap melakukan perjanjian menurut KUHPerdata, tetapi setelah
adanya Undang-undang No.l tahun 1974 scorang istri tidak lagi masuk orang
yang tidak cakap tetapi termasuk orang yang mampu untuk melakukan perbuatan
hukum berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974.

¢ Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian menjadi sah apabila memenuhi syarat mengenai objeknya yaitu
harus tertentu. Seperti dinyatakan dalam pasal 1333 KUHPerdata bahwa suatu
persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit
ditentukan jenisnya.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian haruslah
mempunyai obyek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.
Obyek tersebut dapat berupa benda yang sedang ada dan nanti akan ada.Yang
dapat menjadi obyek suatu perjanjian adalah barang-barang yang dapat
dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain jalan umum, pelabuhan umum
dan sebagainya tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

d. Suatu sebab yang halsl.

Perjanjian yang dilakukan para pihak haruslah adanya suatu sebab yang
dibolehkan, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang
tidak dilarang oleh peraturan-peraturan, bertentangan dengan keamanan dan
ketertiban umum dan bertentangan dengan kesusilaan.

2.1.4 Berakhirnya Perjanjian
Suatu peérjanjian dapat pula berakhir adapun hal-hal yang menyebabkan perjanjian
berakhir adalah karena (Setiawan, halaman 68) :

a.  Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
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b.  Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
¢. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya

peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus;

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (overmachf) yang
diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu
keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang
disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena
adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi
menjadi dua macam yaitu : ¢.]1 keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan
di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada
kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (force
majeur). Akibat keadaan memaksa absolut (force majeur) :

1) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata};

2) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapl sekaligus demi
hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi,
kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

¢.2 keadasn memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan
debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan
prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak
seimbang atau menggunakan kekuvatan jiwa yang di lvar kemampuan
manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.
Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya
masalah waktn pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur,

d. pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan
oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang
bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;

e.  putusan hakim;
tujuan perjanjian telah tercapai;

g.  dengan persetujuan para pihak (herroeping).

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



27

2.2 Pengertian Akad menurut Hukum Perikatan Islam

2.2.1 Definisi akad

Sementara akad berasal dari bahasa arab al-agdun dalam bentuk jamak disebut ai-
ugud yang berarti ikatan atau simpul tali, jadi secara bahasa pengertian akad
adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ijkatan adalah menghimpun atau
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya
hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu (Dewi,
Wiryaningsih, Barlinti, halaman 45)

Didalam AlQur’an pergertian yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu al-
‘agdu (akad) dan al-‘ahdu (janji). Pengertian akad secara terminofogi hukum
figih adalah : Perikatan antara lijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan)
secara yang dibenarkan Sycra’ (Hukum Islam) yang menetapkan keridhaan
(kerelaan) keduabelah pihak (Shidieqy, halaman 8 )

Menurut Fathurahman Djamil, istilah al-agdu ini dapat dipersamakan
dengan istilah perikatan atan vebintenis dalam KHUPerdata. Sedangkan istilah al-
ahdu dapat dipersamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst yaitu suatu
pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu
vang tidak berkaitan dengan orang lain (Dewi, Wiryaningsih, Barlinfi, halaman
45). Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 pasal 13
definisi dari Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan
pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak

sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.2 Asas akad

Dalam Hukum Perikatan Islam kata asas berasal dari kata asasun yang berarti
dasar, basis dan fondasi yang terdiri dari tujuh hal yaitw (Dewi, Wiryaningsih,
Barlinti, halaman 30) :
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a. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) atau Asas Kebebasan Berkontrak

(Mabda’ Hurriyah AlTa’aqud)

Dalam Qur’an Surat Al- Maidah (5) ayat 1 :
“ap . B e A e ,¢ 4% Fate e 2 f . w0 e _gE
P I VR QP [ P (..ﬂ cda-t asaall 1gsal Tl Zndll LoD
e 2549
@mfbriﬁdnl r‘):-rub Iulﬁ-J&cs.lG

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aged itu [388].
dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

[388]Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan
perjantjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.)

Istam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suaty
perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila
telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang
menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun
kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah
Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Azaz kebebasan berkontrak
ini perlu karena ia merupakan refieksi dari sistem terbuka (open system) dari
hukum kontrak tersebut.

b.  Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi
kebutuhan hidup Manusia. Seringkali terjadi, bahwa seseorang memliki kelebihan
dan yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam Qur’an Surat An Nahl (16) ayat
71:
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Dan Aliah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam
hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau
memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar
mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari
nikmat Allah?.

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing
memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang
tain hendaklah saling melengkapi atas kekurangan. Yang lain dan kelebihan yang
dimilikinya, Oleh karena itu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama
untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak
menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan
atau kesetaran tidak boleh ada suvatu kezaliman yang dilakukan dalam suatu
perikatan tersebut.

Sabda Nabi dalam hadis ‘Amr Bin Auf, yang dikonfirmasikan oleh hadis
Abu Hurairah disebutkan bahwa “As-Sulhu ja-iz baina al-Musiimin” menyatakan
bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam
pelaksanaan hak-hak mereka, namun kebolehan tersebut berlaku dalam batas-
batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram seperti dapat
dimengerti dari lanjutan sabdanya, *illa salhan harrama halalan aw challa

harraman”.

Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda beliau yang
merupakan lanjutan yaitu “wal muslimun ‘ala syurutihim ilia syartan halalan aw
ahalla harraman”. Di sini kaum muslimin dibenarkan memperianjikan syarat-
syarat dan perikatan/perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas
ketentuan halal dan haram. Kata syuwrut adalah bentuk jama’ yang diidafahkan
kepada kata ganti “mereka”. Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk Jafal
umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat
apa saja ke dalam perikatan/perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal
dan hgram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara’,
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¢. Asas Kerelaan (4/-Ridho)

Dalam QSAn-Nisa (4) ayat 29 dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan
harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak
boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis statement, Jika hal tersebut tidak
dipenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil (al akl bil bathil).
Dalam QS An-Nisa (4) ayat 29 Ailah berfirman :

* Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”

Ayat ini menujukkan bahwa melakukan suatu perikatan dalam
perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak
dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat dilakukan dengan pemaksaan
ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut.
Unsur sukarela ini menunjukkan keikiasan dan itikan baik para pihak.

d. Asas Tertulis (AL-Kitabah)
Dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 disebutkan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
funai untuk wakiu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya......

Dari Ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan
kepada manusia hendaklah suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh
saksi-saksi, dan diberikan tangpung jawab individo yang melakukan perikatan,
dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan
dilaksanakan secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminanya.
Adapun tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas
terjadinya perikatan tersebut.

Universitas indonesia

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



31

Selain asas-asas tersebut Islam juga mengenal adanya asas-asas yang

menjadi dasar bagi suatu kontrak syariah yang meliputi :

e. Asas Kebolehan (Mabda Al-Ibahah)

Terdapat kaidah fighiyah yang artinya,”Pada asasnya secgala sesvatu itu
dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. (Anwar 2006 halaman 12)
Kaidah figih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang
diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah
dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya Sungguh Allah itu
tidak melupakan sesuatupun’.

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan
kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka
Janganiah kamu langgar dia, dan Allah telah menghavamkan sesuatu
maka janganlah kamu pertengkarkan dia,dan Allah telah mendiamkan
beberapa hal, maka janganiah kamu perbincangkan dia.

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau
mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang
melarangnya. Hal ini berarti bahwa Istam memberi kesempatan luas kepada yang
berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai
dengan perkembangan zaman dan kebutuzhan masyarakat.

f. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan
harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang
mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun
tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis. M.Tamyiz Muharrom
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(2003), asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan

hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau
seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan
tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis sebagai
mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan
melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-
raga, akal-pikiran, martabat, diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

g. Asas Perjanjian ita Mengikat
Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw (Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi
dan al-Hakim} yang artinya:

“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-
Klausul) mereka, kecuali perjanjion (Klausul) yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang harvam ™.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan
perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain
dalam perjanjian. {(Anwar, halaman 12) Sehingga seluruh isi perjanjian adalah
sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri
dalam perjanjian.

2.2.3 Rukun dan Syarat Sahnya akad

Sahnya suatu akad menurut Hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan
syarat akad tersebut (Dewi, halaman 49) Dalam arti Bahasa, kata rukun diambil
dari bahasa arab Ruknun yang dalam bentuk jamak disebut ’arkan yang berarti
the strongest side of Something (Abdurahman halaman 72). Disini dapat dilihat
bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menetukan bagi terbetuknya sesuatu
dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Fathurahman Djamil, memberi
definisi rukun sebagai suatu unsur yang mutlak harus ada (inheren) dalam suatu
hal, peristiwa dan tindakan (Dewi halaman 12)
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Mengenai unsur yang harus ada yang dianggap essensial (rukun) dalam

svatu akad ulama berpendapat bahwa rukun akad yaitu :

Al muta’agidain (Pihak-pihak yang berakad/the contracting parties}
Mahallul ‘Aqd (Obyek Perikatan/The Subject Matters))

Maudhu 'ul Aqd (Tujuan Perikatan)

Sighat Al-Aqd (Pernyatan untuk mengikatkan diri/Format)

B & &P

Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi
bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Ini berarti,
bahwa apabila syarat tidak ada maka sesuatu tersebut juga tidak akan terbentuk,
namun adannya syarat belum tentu menunjukkan adanya hal tertentu tersebut.
Beda syarat dan rukun terletak pada apakah hal tersebut merupakan bagian inti
pembentuk dari sesuwatu tersebut atau tidak. Sebagai contoh, para pihak (the
contracting party) adalah rukun yang merupakan bagian inti dari suatu akad.
Sedangkan “kesadaran atau sehat akal” merupakan syarat bagi masing-masing
pihak tersebut Meaurut T.M Hasbi Ash —Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan
adanya empat komponen yang harus dipenuhi, yaitw (Dewi, Wirdyaningsih,
Barlinti, halaman 51) :

a. Al’Aqgidain (Subyek Perikatan ataun para pihak yang berakad)

Dua agid yang dinamekan thargfyil aqdi atau agidain sebagai subyek
perikatan/para pihak (the contraciing parties), dart sudut hukum adalah sebagai
subyek hukum. Subyek Hukum sebagai pelakn perbuatan hukum sering kali
diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Sementara itu subyek
hukum itu sendiri terdiri dari. dua macam yaitu Manusia dan Badan Hukum
dalam kaitannya dengan ketentuan Hukum Islam.

al. Manusia

Manusia sebagai subyek Hukum Perikatan adalah pihak yang sudah dapat
dibebani hukum yang disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang sudah mampu
bertindak bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun
dalam kehidupan sosial.
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Terhadap Manusia sebagai subyek perikatan/para pihak syarat yang harus

dipenuhi adalah:

a). Aqil (berakal/dewasa), hanya orang yang berakallah yang dapt melakukan
transaksi secara sempuma. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya
penipuan dan sebagainya, maka anak kecil dan orang gila tidak dibenarkan
melakukan akad tanpa kontrol walinya.

b). Tamyiz (dapat membedakan) orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan
dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai tanda kesadaran.

¢). Muhkiar (bebas dari paksaan) para pihak harus bebas dalam melakukan
transaksi/bebas memilih lepas dari paksaan dan tekanan.

a.2. Badan Hukum
Yang membedakan antara perorangan/manusia dengan badan hukum ketika
perhubungan dengan bank adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab
perorangan/manusia sampai dengan harta pribadinya. Sementara tanggung jawab
badan hukum terbatas hanya aset-aset yang dimiliki badan hukum tersebut.
Bentuk badan hukum dalam hukum positif adalah Perseroan Terbatas, Yayasan
dan Koperasi. Dalam Islam bentuk suatu badan Hukum tidak diatur secara
khusus. Namun terlihat pada beberapa dalil yang menunjukkan adanya badan
hukum dengan menggunakan istilah al-syirkah seperti yang tercantum dalam Q.S
An-Nisa (4) ; 12:
corerssssninane jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka
mereka bersekwtu dalam yang sepertiga itu, .................
Dalam QS Shaad(38) : 24
corveenemnndant - Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang
lain, kecuali orang-orang yang beriman ...........
b. Mahallul ‘Aqd (Obyek Perikatan)
Mahallul-Aqdi (ma’qud alaihi) yaitu sesuatu yang diakadkan sebagai obyek
perikatan (the subject matter) atau disebut juga obyek akad. Bentuk obyek akad
dapat berupa benda berwujud seperti ;mobil, rumah sementara itu dapat pula

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



35

benda tidak berwujud seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
Mahallul-Agdi (ma’qud alaihi) adalah sebagai berikut :

b.1 Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
b.2 Obyek akad dibenarkan oleh syariah

b.3  Obyek akad harus jelas dan dapat dikenali

b.4 Obyek akad dapat diserahterimakan

¢. Maudhu'ul Aqd (Tujuan Perikatan)

Maudhu'u al-Aqdi (Ghayatul akad), cara maksud yang dituju sebagai prestasi
yang dilakukan. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus
dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum
yaitu (Dewi, Wiryaningsih, Barlinti, halaman 63) ;

¢.] Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak
yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan,

¢.2 Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad

c.3 Tujuan akad harus dibenarkan oleh syarak.

d. sighat al-agad (Pernyataan untuk mengikatkan diri)

Shighat al-aqd sebagai rukun akad (¢ formatior) adalah suatu ungkapan para
pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pemyataan
janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu. Kabul adalah suatu pemyataan menerima dari pihak kedua atas
penawaran yang dilakukan oeth pihak pertama, Para ulama figih mensyaratkan
tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum yaitu
sebagai berikut:

d.1 Jala'ulma’na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu, jelas,
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki

d.2 Tawfug yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul;

d.3 Jaznml iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para
pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.
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[jab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara yaitu dengan (Dewi,

Wirdyaningsih, Barlinti, halaman 51) :

d.1

d.2

d.3

d.4

Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan
secara jelas.
Tulisan. Suatu perikatan yang dilakukan dengan tulisan dilakukan baik para
pihak itu bertemu secara langsung atau tidak bertemu. Dengan dilakukannya
cara ini maka akan memudahkan pihak membuktikan tentang apa yang
telah disepakati, dengan kata lain dapat tulisan tersebut dapat digunakan
sebagai alat bukti.adapun kaidah fiqih nya :

“tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”
Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang yang normal,
orang yvang cacatpun dapat melakukan svatu perikatan (akad). Apabila
cacatnya adalah berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akd dilakukan
dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut
memiliki pemahaman yang sama. Kaidah figihnya adalah :

“Isyarat yang jelas dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan

lisan”
Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini
perikatan dapat pula dilakukan dengan caraperbuatan saja, tanpa secara
lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini disebut ta’arhi atau mu'athah (saling
memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerimadari
para pihak yang telah saling memahami perbuatan periakatan tersebutdan
segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual-beli di

supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.

Konsekuensi akad adalah /rzum ( wajib dilaksanakan), maka barang siapa

yang telah melakukan akad baik dalam bab muamalah atau dalam bab yang lain
seperti orang yang berakad dalam dakwah maka ia harus melaksanakan segala
konsekuensi dari akad tersebut selama tidak ada perkara yang membatalkan
pengesahan (legality) akad, seperti gharar ( penipuan ) fasad (kerusakan) seperti
akad dengan barang haram atau akad yang mengandungi unsur riba,
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2.2.4 Berakhirnya Akad
Suatu akad dipandang berakhir apabila terjadi apabila; (Badruzzaman dkk,
halaman 259} berakhirnya masa berlaku akad, dibatalkannya oleh para pihak dan

salah satu pihak meninggal dunia.

a. Berakhirya masa berlaku akad

Suatu akad dipandang berkahir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam Jual beli
misalnya, akad dipandang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya
telah dibayarkan kepada penjual

b. Dibatalkan oleh pihak telah tercapai tujeannya.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh
(pembatalan). Fasakh (pembatalan ) terjadi karena (Dewi, Wirdyaningsih,
Barlinti, halaman 94) :

b.1 Di fasakh (dibatalkan ) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh
Syara’, seperti misal dalam akad. Misalnya jual-beli brang yang tidak
memenuhi syarat kejelasan.

b.2 Dengan adanya khivar baik khiyr rukyat, cacat, syarat atan majelis

b.3 Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa
menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh ini dengan cara
igalah. Dalam hubungan ini Hadist Nabi seperti yang diriwayatkan oleh
Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan
pembatalan orang yang menyesal atas akad jual-beli yang dilakukan, Alfah
akan menghilangkan kesukaran nya pada hari kiamat kelak.

b.4 Karena kewajiban yang ditimbulkan tidak dipenuhi oleh pihak lainnya

b.5 Karena tidak mendapat izin dari pihak berwenang.

¢. Salah satu pihak meninggal dunia

Mengenai kematian, terdapat perbedaan pendapat diantara fukaha apakah
kematian pihak-pihakyang melakukan akad mengakibatkan berakhimya akad.
Menusut ulama mazhab Hanafi kematian menyebabkan berakhirnya akad, namun
menurut ulama mazhab Syafi’i tidak. Pada Umumnya dapat disimpulkan (Dewi,
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Wirdyaningsih, Barlinti, halaman 96) bahwa apabila akad menyangkut hak-hak

perorangan, dan bukan hak-hak kebendaan maka kematian salah satu pihak
mengakibatkan berakhirnya akad.

23 Mudharabah

231 Pengertian

Dalam Figih mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Shahib
Al Mal atau investor yang mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain
(mudharib) yang berfungsi pengelola dengan suatu perjanjian. Istilah
mudharabah, oleh ulama figh Hijaz menyebutnya dengan Qiradh. Istitah Qiradh
diambil dari kata mugaradhah, yang artinya penyarnaan dan penyeimbangan,

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atan berjalan inilebih tepatnya adalah proses seseorang
memukul kakinya dalam menjalankan usahanya (Antonio, hal 95)

Secara terminologi, para ulama Figh mendefinisikan Mudharabah atau
Qiradh dengan (Haroen, hal 175-176): “Pemilik Modal (Investor) Menyerahkan
modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan
keuntungan dagang itu meniadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan

Mudharib meayumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi
kerjasama sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam syarat-syarat
kontrak yang ditetapkan dalarm akadnya. Syarat-syarat kontrak ini salah satunya
mengatur mengenai adanya pembagian dari hasil keuntungan (jika ada) akan
dibagi antara investor dan mudharib. Sementara jika terjadi kerugian maka resiko
akan menjadi beban Financial bagi investor. Walaupun sebenamnya bagi mudharib
suatu kerugian akan menjadi beban moril baginya, yaitu dengan adanya suatu
amanah yang dipercayakan kepadanya dan reputasinya sebagai mudharib (apalagi
hal tersebut ditimbulkan karena kesalahannya dalam langkah-langkah bisnis).

Skema Al Mudarabah dapat digambarkan sebagai berikut (Antonio, 2005) :
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Perjanjian
Bagi Hasil

N

Nasabah /Mudaharib Bank/Shahibul Mal |

F 3 F 3

skill modal

Y
Proyek/Usaha

Nisbah X % Nisbals X %

b

Pembagian
Keuntungan

¢

Modal

gambar 2.1. skema mudharabah

232 Dasar Hukam

Secara eksplisit dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum
Mudharabah, meskipun ia menggunakan kata dl-r-b  yang darinya kata
Mudharabah, diambil sebanyak limapulsh delapan kali

Akad Mudharabah dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan untuk
membantu antara pemilik modal dan orang yang mempunyai keahlian untuk
mengelola dananya. Demikian dikataan oleh Ibn Rusyd (.595/1198) dari mazhab
Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang
khusus. (Rusyd, hal 178).

Meskipun Mudharabah tidak secara langsung disebutkan dalam Al-
Quran atan sunnzh, ia adalah scbuah kebiasaan yang diakui dan dan -
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dipraktekkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus

hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan.

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fugaha tentang kebolehan
bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam :

a.  Surah al-Muzzammi! ayat 20:

r £ 3

................. A.Ul J.«p:.’u.a U}M&J%' (30_,-’.}\'4’0_,_)"1‘_,
...dan orang-orang yang betjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah

b.  Surat An-Nisa ayat 29

'J Jdl, ey ST ||3i’bf§§li,f‘.;1;.~.’,,jm.fm;
[ rJ J-z

ci....ui 1_,1:.‘.53

€3 &y s o3 o 5

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimuf287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamut.
¢.  Surat Al-Maidah ayat 1

2. L

L::I,:u.n'-"‘yu.r 2L 5,200 185 i ol gl

A p- - ‘9,,

dy G (ST O) rﬁﬁbmt& WS

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad ituf388].
dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang okan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu} dengan tidak menghalalkan berburu ketika
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kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat- ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad
mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah
SWT di muka bumi. Kemudian dalam Hadist Rasulutlah SAW. dijumpai sebuah
riwayat dalam kasus mudharabah yang dilakukan ofeh ,,Abbas Ibn al-Muthalib

yang artinya :

“Tuan kami ,Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya
(kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad
mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan
diperdageangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah,
dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak
atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal
dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan ,,Abbas Ibn Abd
al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul
membolehkannya”. (HR. Ath-Tabrani).

Dikatakan bahwa Nabi dan beberapa Sahabat pun terlibat dalam kongsi-
kongsi mudharabah (Shobirin, halaman 4). Menurut Ibn Taimiyyah, para fuqaha
menyatakan kehalalan mudhbarabah berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang
dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada Hadits sahih mengenai
mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi.

FLandasan Hukum lainnya sepeiti yang telah disampaikan sebelumnya
bahwa praktik mudharabah telah dilakukan ole¢h Nabi Muhammad SAW,
Berdasarkan ijma’ ulma juga membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnu Mundzir,
Ibu Hazm, Ibnu Taimiyah dan fainnya.

Melakukan mudharabah atau qiradh adalah boleh (mubah). Dasar
hukumnya ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib
r.a, bahwasanya Rasullulah telah bersabda (Suhendi, halaman 138 ) :

Universitas indonesia

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



42

“ada tiga perkara yang diberkati : jual-bel ivang ditangguhkan, memberi

modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk
dijual.”

Ibnu Hazm mengatakan “semua bab dalam figih selalu memiliki dasar
dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang kita ketahui alhamdullilah kecuali giradh
(mudharabah), Kami tidak mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al-Qur’an
dan Sunnah. Namun dasamya adalah [jma yang benar. Yang dapat kami pastikan,
hal ini ada pada zaman Nabi Shalalahu ‘alaihi wa sallam, beliau megetahui dan
menyetujuinya. Dan seandainya tidak demikian, maka tidak boleh”

Ibne Taimiyah menyatakan “sebagian orang menjelaskan beberapa
permasalahan yang ada Ijma didalamnya, namun tidak memiliki dasar nash,
seperti mudharabah. Hal itu tidak demikian. Mudharabah sudah mashur di
kalangan abangsa arab jahiliyah, apalagi pada bangsa Qurasy. Karena pada
umumnya, perniagaan merupakan pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan

hartanya kepada pengeiola (umaal)”

Akad mudharabah ini telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman
sebelumn turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW, berprofesi sebagai
pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian
ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik
menunut Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Dalam praktik mudharabah antara
khadijah dengan Nabi, saatt Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk
dijual ke uar negeri. Dalam Praktik ini, Kahdijah berperan sebagai p-emilik modal
(Shahib al-maal), sefdangkan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai pelaksana
usaha (mudharib) .

2.3.3 Rukun

Menurut Ulama Hanafiyah rukun mudharabah hanya ijab (dari shahibul al maal)
dan gabul (dari mudharib). Sedangkan jumhur ulama berpendapat lain, bahwa
rukun dan syarat mudharabah adalah :
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a. Pelaku (pemilik medal maupun pelaksana vsaha)

Dalam akad mudharbah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama selaku
pemilik modal (shahib al-mal), dan pihak kedua selaku pelaksana usaha
(mudharib atau ‘amil). Selaku pelaku yang dapat melankukan transaksi, harus
orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

b. Obyek mudharabah (modal dan kerja)
Para fuqaha mensyaratkan modai yang diserahkan haruslah berbentuk vang, jelas
jumiahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Modal berupa
barang dan hutang tidak diperbolehkan, karena barang tidak dapat dipastikan
taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal
mudharabah. Namun bila modal ita berupa titipan (al- wadi’ah) diperboiehkan.
Para ulama hanafi membolehkannya tidak berbentuk uang dan nilai barang
yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan
shahibul mal. Mahzab Maliki, Hanafi dan Syafi’i tidak membolehkan modal
mudharabah tidak disetorkan sepenuhnya. Para figaha juga telah sepakat tidak
bolehnya mudharabah dengan hutang. Mahzab Hambali membolehkan sebagain
modal berada di tangan pemilik modal, tetapi tidak boleh menggangu keincaran
usaha. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan,
selling skill dan lain-lain

¢.  Persetujuan keduna belah pihak (ijab-qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujnan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari
prinsip an-taradim minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus
secara rela bersepakat untok mengikatkan dir dalam akad mudharabah. Si pemilik
dana setuju dengan peranya untuk mengkontribusikan dana, sementara si
pelaksana usahapun setuju dengan peranya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah Kenntungan

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan , bahwa pembagian keuntungan harus
jelas prosentasenya, seperti 60 % : 40 %, 50 % : 50 %, biasanya dicantumkan
dalam perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas dan apabila pemilik
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modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, msks menurut

mahzab Hambali akad tersebut dianggap batal. Sebab kerugian sepenuhnya
ditanggung oleh pemilik modal.

2.3.4 Syarat Mudharabah
Pengertian syarat dalam mudharabah adalah, syarat-syarat yang ditetapkan salah
satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan mudharabah, meliputi

dua syarat .

a.  Syarih yang Shahih (dibenarkan)

Yaitu syarat yang tidak menyalahi tuntunan akad dan tujuannya, serta memiiiki
masfahat ( kebaikan) untuk akad tersebut. Syarat tersebut adalah (Suhendi,
halaman 139):

a.l Modal atau Barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila
barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau
barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut menjadi batal.

a.2 Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf,
maka dibatalkannya akad anak-anak yang amsih kecil, orang gila, dan
orang-orang yang berada dibawah pengampuan.

a3 Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal
yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan
tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan
perjanjian yang disepakati.

a4 Keuntungan yang akan menjadi pemilik pengelola dan pemilik modat harus
ielas prosentasenya.

a.5 Melafazdkan ijab dari pemilik modal.

b. Syarih yang Fasad (tidak benar ) terdiri dari :

b.]1 Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan
tidak menjual sesuatu atan tidak menjual, kecuali dengan harta modal atau
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dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena tidak
sesuai tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.

b.2 Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akad, seperti mensyaratkan
kepada pegelola (mudharib) untuk memberikan mudharabah kepadanya dari
harta yang lainnya.

b.3 Syarat yang berakibat tidak kelasnya keuntungan, misalnya mensyarakan
keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola. Kentungan usaha ini untuk
pengelola modal, dan yang satuan untuk pengelola., atan menentukan nilai
sattan uvang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati
kerusakannya, karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah
satu pihak, atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dengan
demikian maka akadnya menjadi batal

2.3.5 Berakhirnya Mudharabah

Mudharabah ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak
ada syarat keberlangsungan secara terus menerus dalam transaksi usaha semacam
ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi, kapan saja dikehendaki.
Transaksi mudharabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu
pihak yang melakukan transaksi, atau karenma ia gila atau idiot. Imam Ibnu
Qudamah (wafat th 620H) menyarakan : “Mudharabah termasuk jenis akad yang
diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah
pihak siapa saja, dengan kematian, gila atau dibatasi karena idiot. Hal itu, karena
ia beraktivitas pada harta orang lain dengan sezinnya, maka ia seperti wakil dan
tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya” (Mugni 7/172).

Sedangkan Imam An-Nawawi menyatakan : Penghentian qiradh
dibolehkan, karena ia diawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi
syarikat. Apabila terdapat keuntungan, maka masing-masing dari kedua belah
pihak boieh memberhentikannya kapan suka dan tidak membutuhkan kehadiran
dan keridhsan mitranya. Apabila meninggal atau gila atsu hilang akal, maka
berakhirlah usaha tersebut” (Majmu Syarhu Al-Muhadzab, hal. 15/176)
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Imam Syafi’i menyatakan ; “Kapan saja pemilik modal ingin mengambil
modainya sebelum diusahakan dan sesudahnya, dan kapan pengelola ingin keluar
dari giradh, maka ia keluar darinya” Apabila telak dihentikan dan harta (modal)
utuh, tidak memiliki keuntungan, maka harta tersebut diambil oleh pemilik modal.
Apabila terdapat keuntungan, maka keduanya membagi keuntungan tersebut
sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu
keduanya sepakat menjualnya atau membaginya, maka diperbolehkan, karena
merupakan hak milik kedva belah pihak. Apabila pengelola meminta untuk
menjualnya, sedangkan pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut
ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa untuk menjualnya, karena hak
pengelola ada pada keuntungan, dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun
bila tidak tampak keuntungan, maka pemilik modal tidak dipaksa. (Mugni 7/172).

Mudharabah menjadi batal karena sebagai berikut :
a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan
untuk mengusahakan (tasharuf), pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat
pembatalan dan larangan, yakmni orang yang melakukan akad mengetahui
pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika
pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui
bahwa mudharabah telah dibatalkan pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk

tetap mengusahakannya. (Syafei halaman 237)

b. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.

Jika salah satu syarat mudharab tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah

dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola
mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas
izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika
terdapat keuntungan, maka kenntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada
kerugian, kerugian tersebut menjadi tangung jawab pemilik modal karena
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pengelola adalah buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak
bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya. (suhendi
hataman 143)

. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya

Sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang
bertentangan dengan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung
jawab jika kerugian karena penyebab kerugian.(Suhendi halaman 143)

. Salah seorang Agid meninggal dunia

Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang
pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. .(Suhendi
halaman 143)

. Salah seorang Agid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila
atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah. (Syafei, halaman
238)
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BAB3
METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memerlukan sejumlah informasi/data yang
akan digunakan sebagai bahan atau dasar dalam melakukan penelitian agar
dapat menghasilkan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehubungan

dengan itu maka diperiukan suatu metode penelitian yang baik dan benar,

Dalam penelitian ini nanti penulis akan menggunakan metode
penelitian sebagai berikut :

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis
Normatif, dimana penelitian ini akan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan
yang ada di lapangan, kemudian dianalis dengan tuntutan nilai-nilai ideal yang
ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada
dilapangan. Pertimbangan menggunakan metode penelitian ini karena objek
yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah
dalam Hukum Perikatan Islam.

Dalam penelitian ini berupaya untuk mengetahui apa yang menjadi
dasar hukum bagi suatu peristiwa peralihan debitur/nasabah pada pembiayaan
mudharabah atau disebut dengan alih mudharib. Penelitian ini akan mencari
ketentuan yang menjadi dasar bagi kebolehan dalam melakukan alih mudharib
dalam pembiayaan mudhorabah. Pada penelitian ini akan melakukan
perbandingan antara ketentuan yang berlaku secara umum seperti dalam
KUHPerdata, Peraturan Bank Indonesia dengan ketentuan yang berlaku dalam
Hukum Perikatan Islam berupa asas-asas dan kaidah-kaidah yang ada.
Beberapa model pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini, antara lain ;
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a.  Pendekatan perbandingan hukum

Dengan penelitian hukum normatif dilakukan pendekatan perbandingan hukum
ini dengan membandingkan aturan-aturan hukum di spatu wilayah atau negara.
Tujuan dilakukannya penelitian perbandingan hukum adalah untuk mengetahui
beberapa perbedaan juga persamaan hukum yang terkandung dalam beberapa
wilayah hukum yang berbeda.

b. Pendekatan Sejarah Hukum

Penelitian sejarah hukum berusaha untuk menguak sejarah terbentuknya
sebuah peraturan perundangan pada masa tertentu dan mengkaitkannya dengan
keadaan hukum saat ini. Hal ini perfu dilakukan karena keberlakuan sebuah
aturan hukum saat ini terkait erat dengan keberlakuan hukum yang terjadi pada

masa lalu.

c. Pendekatan analisis hukum (analythical approach)

Dalam pendekatan ini, penelitian yang dilakukan dengan menelaah mengkaji
secara mendalam atas bunyi teks asas-asas, kaidah-kaidah maupun pasal-pasal
dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan.

d. Pendekatan peraturan perundangan

Dalam pendekatan ini penelitian yang dilakukan berpijak pada aturan-aturan
hukum dan putusan putusan pengadilan. Dengan melakukan penelitian pasal-
demi pasal, maupun asas-asas yang berlaku dalam svate hukum., dan akan
mencoba mengkaji keberlakuan sebuah aturan perundangan .

e.  Pendekatan atas taraf sinkronisasi peraturan perundangan

Pendekatan ‘ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahuj
sinkronisasi sebuah peraturan perundangan baik dalam taraf vertikal maupun
horizontal. Dengan pendekatan ini diharapkan apakah terdapat ketentuan yang
saling bertentangan atau tidak.
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Mengingat peneleitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif maka
penelittan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang
mencakup (Sukanto dan Mamudji 2001) :

Penelitian terhadap asas-asas hukum,;

Penelitian terhadap sistematik hukum;

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
Perbandingan hukum; dan

Sejarah hukum.

g o o

o

Metode penelitian kualitatif ini dimaksudkan bahwa penelitian ini tidak
bergantung pada jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang
dianalisis secara mendalam menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dan kaidah-kaidah Hukum Perikatan Islam.

3.2, Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan mengungkap data serta
menganalisa terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan ambil alih di
perbankan syariah.

Dengan melakukan penelitian deskriptif ini, maka diharapkaa
mendapatkan gambaran tentang suatu situasi atau fenomena yang terjadi pada
masa sckarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta
analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat
komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena
tertentu; analitis kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir
ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model
kuantitatif, atan normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar
norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. Penelitian
deskriptif merupakan penelitian dimanra pengetahuan ataw teori tentang obyek
sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang obyek peneiitian.
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Bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap
aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh,
sistematik, dan akurat mengenai sistem hukum dan sekaligus juga dilakukan
penelitian dilapangan secara normatif yuridis yang berfungsi untuk melengkapi
data yang diperoleh dari kepustakaan.

3.3 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berupa aturan-aturan hukum, kaidah-kaidah
hukum, fatwa-fatwa yang terdapat dalam suatu perjanjian-perjanjian dan
pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam
penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data
sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukumsekunder, dan
bahan hukum tertier. (Soekanto, 1986)

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu :
3.3.1 Sumber Hukum Primer

Bahan Hukum Primer (Sockanto, 1986) yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, sementara itu dalam
penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah :

a. Al-Qur’an
b. Hadist

Kaidah-kaidah Figih

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Bank Indonesia (PBI).

I I s
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3.3.2 Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer yang berasal dari kepustakaan biasanya berupa buku, makalah, majalah,
artike) surat kabar, jurnal serta karya-karya ilmiah lainnya, seperti hasil-hasil
penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum, perjanjian-perjanjian yang
berhubungan dengan obyek yang diteliti.

3.3.2 Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut
mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain berupa kamus,
ensiklopedi dan lain-lainnya juga bahan-bahan non hukum yang berkaitan
langsung dengan obyek peneclitian yang akan dipergunakan untuk menunjang
analisa data.

3.4 Metode Pengonmpulan Data

Metode atau teknih pengumpuian data dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajarai buku-buku, undang-
undang dan perjanjian-perjanjian/akad-akad yang berhubungan dengan

penelitian.
3.5 Langkah-Langkah Penclitian dan Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, agar penelitian dapat dilakukan dengan baik
maka perlu suatu Langkah-Langkah Penelitian dan Analisis Data yang sesuai
dengan hal-hal yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang
dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Menemukan problem

Dalam industri perbankan syariah kemungkinan terjadi alith nasabah
sebagaimana dikenal dengan sebutan novasi subyektif pasif pada perbankan
konvensional. Dimana dimungkinkan orang yang berhutang (debitur lama)
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digantikan kedudukannya oleh pihak lain yang menggantikan kedudukannya
menjadi debitur baru, sekaligus terjadinya peralihan tanggung jawab kepada

debitur baru tersebut.

Sementara jtu saat ini belum terdapat sutau fatwa atau ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai alih nasabah pada akad
pembiayaan, terutama pembiayaan mudharabah. Jika hal tersebut tezjadi apa
yang menjadi sandaran hukum bagi kebolehan perbankan syariah melakukan
alih nasabah, dan bagaimana Hukum Perikatan Islam mengatur hal tersebut.

b. Melihat Teori dan Konsep

Dalam penelitian ini setelah menemukan permasalahan, maka langkah
selanjutnya adalah mencari dasar-dasar teori atau konsep yang diharapkan
dapat menjadi pijakan bagi penilitian ini. Teori dan konsep yang akan diambil
adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam sumber data yang berupa sumber

hukum primer, sekunder maupun tersier.

¢. Asumsi

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu
perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak.
Apabila telah disepakatt bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para
pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan
kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak
bertentangan dengan syariah Islam, maka alih nasabah pada akad pembiayaan
mudharabah boleh dilaksanakan.

d. Mengumpulkan Data

Adspun data-data yang dikumpulkan adalah data yang merujuk pada : Al-
Qur’an, Hadist, Kaidah-kaidah Fiqih, Peraturan Perundang-undangan, Fatwa
Dewan Syariah Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan
Bank Indonesia (PBI), dengan mengkaitkan dengan hal-hal yang akan diteliti.
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e. Analisis dan Verifikasi

Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan
penelitian Yuridis Normatif, data-data yang telah dikumpulkan tersebut
kemudian dilakukan analisa dan verifikasi terhadap kesesuaian dengan hal-hal
yang diteliti sehingga dapat lebih memperkuat terhadap asumsi yang telah
ditetapkan.dengan lebih mengfokuskan pada asas-asas dan kaidah-kaidah yang
berlaku dalam Hukum secara umum maupun menurut Hukum Perikatan Islam.
Adapun kegiatan analisis pada saat data terkumpul, maka dilakukan hal-hal
sebagai berikut :

1. Memilih ketentuan-ketentuan baik kaidah-kaidah maupun azas-azas yang
berfaku dalam hukum perikatan Islam

2. Memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
relevan dalam perscalan pokok penelitian ini,

3. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut,

4. Menganalisa pasal-pasal tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah dan
azas-azas hukum yang telah ada.

Dari data yang diperoleh baik yang berasal dari studi pustaka tersebut akan
dianalisa dengan masalah yang sedang ditelitt kemudian akan diberikan
penjelesan-penjelasan penyelesaiannya sebelum akhimya disimpulkan pada
akhir penutisan

f. Laporan dan Kesimpulan

Dari proses analisa tersebut pada akhimya diharapkan akan diambil suatu
kesimpulan yang membenarkan terhadap asumst dan hipotesa sebelumnya.
Dan pada akhimya didapatkan suatu suatu teori atau konsep baru dalam tatatan
Hukum Perikatan Islam.

Selanjutnya dari uraian tersebut maka langkah-langkah penelitian yang
dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut .
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BAB 4
PEMBAHASAN

4.1. Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan

Proses pemberian kredit/pembiayaan adalah rangkaian proses yang harus
dilalui dalam memberikan kredit atau pembiayaan oleh bank. Pada prakteknya
setiap bank mempunyai alur proses yang berbeda antara satu dengan yang lain,
namun secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana pemberian
kredit atau pembiayaan tersebut dapat dilaksanakan dengan prinsip kehati-
hatian (prudencial banking).

4.1.1 Proses Pemberian Kredit/Pembiayaan Secara Umum

Pemberian kredit/pembiayaan merupakan kegiatan utama bagi perbankan,
sehingga dalam memberikan kredit/pembiayaan perbankan harus dengan hati
hati dalam melakukan proses penilaian terhadap calon nasabah baik terhadap
watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah.

Pemberian kredit/pembiayaan pada bank selalu didasarkan pada suatu
ketentuan yang berlaku dan merupakan acuan baku bagi internal bank.
Ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan atau pedoman
pemberian fasilitas kredit/pembiayaan. Peraturan atau pedoman ini merupakan
gambaran mengenai ketentuan umum yang mengatur bagaimana tahap-tahap
dalam pemberian fasiiitas kredit atau pembiayaan pada bank. Selanjutnya pada
pelaksanaannya masih terdapat ketentuan khusus yang mengatur lebih
mendalam  tentang bagaimana  pelaksanaannya dalam  pemberian
kredit/pembiayaan tersebut. Tujuan ataw sasaran yang akan dicapai dengan
adanya peraturan atau pedoman pemberian fasilitas kredit/pembiayaan adalah
sama yaitu bagaimana pekerja bank mendapat panduan yang jelas dalam
memberikan proses pemberian kredit/pembiayaan dilaksanakan dengan tetap
mempertimbangkan prinsip kehati-hatian atau juga disebut prudertial banking.
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Dalam peraturan/pedoman pemberian kredit/pembiayaan pelaksanaan
proses pemberian kredit/pembiayaan terdapat beberapa rangkaian proses yaitu:

2. Permohonan Kredit/Pembiayaan

Permohonan kredit/pembiayaan adalah suatu permohonan yang dibuat dalam
bentuk tertulis oleh debitur/nasabab/nasabah yang kemudian diajukan kepada
bank. Sebelum dilakukan proses analisa pihak melakukan pre screening yaitu
suatu tindakan atau proses evaluasi awal sebelum proses analisa lebih lanjut
dilakukan.

Evaluasi awal terhadap permohonan kredit atan pembiayaan tersebut
dimaksudkan untuk menjamin bahwa atas pemberian kredit atau pembiayaan
tidak bertentangan dengan pedoman pemberian kredit atau pembiayaan serta
ketentvan pelaksanaan lainnya yang berlaku secara intermal bank atau
bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Evaluasi dilakukan
dengan cara melihat apakah bisnis atau usaha yang akan dibiayai termasuk
dalam kategori bisnis atau usaha yang boleh dan tidak dilarang untuk dibiayai.

Hasil evaluasi awal tersebut selanjutmya akan menjadi dasar untuk
perfimbangan bagi bank untuk memutuskan dapat atau tidaknya kredit ataw
pembiayaan diproses lebih lanjut. Dan pejabat yang ditunjuk untuk menangani
proses pre screening tersebut harus memastikan kebenaran data dan informasi

yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan dimaksud.
b. Analisis dan Evalnas;i Kredit atau Pembiayaan

Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi awal, proses selanjutnya adalah
melakukan analisis dan evaluasi atas kredit atau pembiayaan yang diajukan
oleh calon debitur/nasabahnya. Analisis dan evaluasi biasanya dilakukan secara
tertulis yang mencakup analisa kelayakan dan dilakukan penilajian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi atau prospek
usaha debitur/nasabah atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan pentlaian
terhadap sumber pelunasan kredit/pembiayaan yang dititik beratkan pada hasil
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usaha atau penghasilan dari pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis

dengan tujuan untuk melindungi bank dari risiko yang mungkin timbul.

Pada tahap ini pejabat bank yang menjalankan fungsi dan tugas dalam
rangkaian ini bertanggung jawab terhadap analisis kualitatif dan analisis
kuantitatif yang dilakukan yang meliputi collecting dan analisis data nasabah,
analisis mengenai karakter, manajemen, industri pasar, makro ekonomi dan
aspek lainnya yang terkait dengan risiko pemberian kredit atau pembiayaan

tersebut.

Analisis dan evaluasi kredit atau pembiayaan harus dibuat secara
lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya menyajikan semua
informasi yang berkaitan dengan :

b.1.  Usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian atas informasi kredit
atau pembiayaan yang disediakan oleh Bank Indonesia.

b.2.  Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau
kegiatan usaha yang akan dibiayai, untuk menghindari kemungkinan
terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank.

b.3. Penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang
berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan, sehingga
kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan
merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk
memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan.

¢. Penetapan Struktur dan Tipe Kredit atan Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, perlu disusun struktur dan tipe kredit
atau pembiayaan yang tepat beserta syarat dan ketentuannya yang mendukung,
sehingga pemberian kredit atau pembiayaan sesuai dengan skema kebutuhan
nasabahnya, Misalnya untuk investasi, modal kerja atau konsumtif lainnya.
Dalam penetapan struktur kredit/pembiayaan ini perlu diperhatikan beberapa
hal antara lain siklus bisnis dari jenis usaha yang akan dibiayai dalam kaitannya
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dengan penentuan struktur kredit atau pembiayaan dan atau penentuan jangka
waktu kredit atau pembiayaannya.

d. Proses Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Sebelum adanya putusan kredit pelaksanaan fungsi administrasi
kredit/pembiayaan (fungsi support) bertanggung jawab untuk meneliti dan
memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan
kredit, masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum. Dokumen-dokumen yang
perlu dipastikan tersebut antara lain adalah :

d.1. Copy perijinan dan fegalitas usaha

d.2. Copy dokumen bukti pemilikan agunan.

d.3.  Bukti penilaian agunan.

d4. Kelengkapan fornulir paket kredit sesuai dengan jenis kreditnya.
d.5. Dokumen mengenai identitas debitur/nasabah.

d.6. Dokumen pendukung lainnya.

Setelah penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
kredit/pembiayaan tersebut diatas, maka pejabat pemutus mempunyai
gambaran mengenai aspek dokumentasi dan administrasi telah lengkap.

€. Putusan Kredit atau Pembiayaan

Setiap pemberian putusan kredit harus dilakukan oleh pejabat pemutus atau
komite pemutus yang berwenang. Dalam memberikan putusan kredit atau
pembiayaan, pejabat atau komite pemutus hal-hal yang harus diperhatikan
adalah sebagai berikut:

e.l.  Analisis dan evaluasi serta rekomendasi pemberian persetujuan kredit
atau pembiayaan.

e.2.  Putusan tersebut harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang
berlaku pada bank dan ditandatangani oleh pejabat atau komite pemutus
kredit atau pembiayaar.
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f. Realisasi Kredit atan Pembjayaan

Setelah pejabat atau komite pemutus memberikan putusan tentang layak
diberikan atau ditolaknya suatu kredit atau pembiayaan yang diajukan oleh
debitur/nasabah, maka hal yang dilakukan oleh pejabat support adalah
menyampaikan putusan tersebut berupa surat pemberitahuan persetujuan
pemberian kredit/pembiayaan sering disebut offering letter atau surat
pemberitahuan penolakan kepada nasabahnya dengan disertai dengan
pertimbangan yang dilakukan.

Selanjutnya setelah nasabah menerima offering letter dan menerima
syarat-syarat yang diajukan oleh bank, tahap berikutnya adalah
penandatanganan suatu perjanjian atau akad antara bank dengan nasabahnya.
Pada tahap ini hubungan hukum antara bank dengan debitur/nasabah dimulai,
hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu
perjanjian atau akta yang memuat hal-hal yang telah disepakati keduanya.
Pengan demikian sejak saat itulah muncullah hak dan kewajiban bagi kedua
belah  pihak. Bagi  bank  berkewajiban  untuk  menyerahkan
pinjaman/pembiayaan dalam bentuk sejumlah dana/modal kepada
debitur/nasabah, sementara itu debitur berkewajiban menjalankan amanah atas
pinjaman/pembiayaan dan mengembalikan dana/modal berikut bunga atau
nisbah kepada bank sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dari sisi hak
yang timbul adaiah hak debitur/nasabah untuk memperoleh pencairan
dana/modal sementara bagi bank adalah hak untuk mendapatkan pengemablian
dana/modal yang telah diserahkan kepada debitur/nasabah berikut bunga atau
nisbahnya. Pada saat ini pula terjadi serah terima agunan yang diserahkan oleh
nasabah kepada bank untuk selanjutnya dilakukan pengikatan.

g. Pembinaan dan Pengawasan

Setelah kredit atau pembiayaan telah terealisir, bukan berarti bahwa tugas bank
telah selesai begitu saja dan melepas nasabah atas sejumlah uang atau modal
yang telah diserahkannya. Bank masih mempunyai kewajiban untuk melakukan
pantauan terhadap penggunaan kredit atau pembiayaan apakah telah berjalan
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dan sesuai dengan hal yang disepakati pada perjanjian atau tidak. Sehingga jika
diketemukan suatu kejanggalan maka sesuai perjanjian biasanya sesuai opsi
yang dimiliki oleh bank, maka bank akan memutus perjanjian secara sepihak.
Hal ini merupakan bentuk dari pembinaan dan pengawasan kepada nasabah
agar nasabah dapat menjalankan kredit atau pembiayaan hanya untuk
mengembangkan usahanya dalam batas-batas yang telah disepakati dalam

perjanjian.

Pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh bank adalah
pengawasan on sife yaitu bentuk pengawasan secara langsung ke lokasi usaha
nasabah maupun off sife yaitu bentuk pengawasan tidak secara langsung ke
lokasi usaha tetapi lebik pada kajian kepada data-data yang diserahkan oleh
nasabah seperti laporan kevangan, laporan laba-rugi dan neraca Pembinaan dan
pengawasan yang dilakvkan secara rutin untuk memantan kondisi usaha
nasabah merupakan upaya meminimalisasi resiko yang akan timbul, sekaligus
untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka
berlangsungnya kredit atau pembiayaan yang schat.

4.1.2 Proses Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah  bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sebagai lembaga yang berfungsi intermediary keuangan, bank syariah
memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui
simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan
prinsip wadi‘ah yad dlamanah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil).
Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum
dalam berbagai bentuk skim pembiayaan seperti jual beli/al-ba’i (murabahah,
salam, dan istishna), sewa (ifarah), dan bagi hasil (musyarakah dan
mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah
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(alih utang piutang), rahn (gadai), gard (utang piutang), wakalah (perwakilan,
agency), kafalah (garansi bank). (Widjanarko, 2003 halaman 59).

Pembiayaan mudharabah adalah merupakan salah satu bentuk skim
pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya, sebagai
realisasi tujuan perbankan syariah sebagaimana disebutkan dalam Undang-
Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu meningkatkan
kesejahteraan ekonomi rakyat. Proses pemberian mudharabah pada bank
syariah pada prinsipnya sama dengan yang diuvraikan dalam point 4.1.1
tersebut diatas yaitu adanya tahap-tahap yang dimulai dengan perimohonan
sampai dengan pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh bank
syariah.

Pada dasarnya karekteristik pembiayaan mudharabah mempunyai
perbedaan dengan pembiayaan lainnya yaitu adanya tuntutan untuk saling
percaya antara shahibul al mal dengan mudharib. Kenyataan ini yang
menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi,
karena bank akan selalu menghadapi permasalahan assymmetric information
dan moral hazard. (Karim 2004, halaman 202).

Bank Syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana
kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa
pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib kemungkinannya tidak
digunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimatkan keuntungan bagi
kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi
bank terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian assymmetric
information dimana mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak
diketahui oleh bank.

Untuk menﬁurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang mungkin
terjadi, maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu
ketika menyalurkan pembiayaan kepada rtudharib. Batasan-batasan ini dikenal
sebagai incentive compatible constraints. Melalui incentive compatible
constraints ini mudharib secara sistematis dipaksa untuk berperilaku
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memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi mudharib
maupun bagi shahibul al mal.

Pada dasarnya menurut Adiwarman Karim, ada empat panduan umum

bagi incentive compatible consiraints yaitu :

a. Menetapkan couvenant (syarat) agar porsi modal mudharibnya lebih besar
dan /atau mengenakan jaminan (higher stake in net worth an/or collateral).

b. Menetapkan couvenant (syarat) agar mudharib melakukan bisnis yang
resiko operasinya lebih rendah (lower operating risks).

¢. Menetapkan couvenant (syarat) agar mudharib melakukan bisnis dengan
arus kas yang transparan (lower fractin of unobservable cash flow).

d. Menetapkan couvenant (syarat) agar mudharib melakukan bisnis yang
biaya tidak terkontrolnya rendah (lower fraction of non-controllable cosi).

Sekali lagi hal ini bukan merupakan jaminan bahwa mudharib akan
menjalankan usaha sesuai syarat yang telah ditetapkan tersebut dan pada
akhimya pembiayaan mudharabah dalam kategori portofolio pembiayaan yang

sehat .

4.2 Analisis Terhadap Alih Debitur/Nasabah (Novasi Subyektif Pasif)

menurut Hukom Secara Umum

Dalam hal kredit telah berjalan, bank terkadang dihadapkan pada
kondisi adanya tuntutan adanya peralihan pada debitur atau nasabah kepada
debitur atau nasabah penggantinya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka
kebijakan bank dalam pelaksanaan alih debitur/nasabah atau disebut juga
dengan pembaharvan hutang (novasi subyektif pasif) tersebut dapat
dilaksanakan melalui mekanisme sama seperti permohonan debitur/nasabah
baru, artinya ada suatu rangkaian proses analisis terhadap calon debitur/nasabah
baru tersebut yang akan mengambil alih kedudukan debitur/nasabah lama.
Rangkaian proses analisis tersebut dimulai dengan proses pre screening untuk
melihat apakah pelaksanaan peralihan debitur/nasabah (novasi subyekiif pasif)
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tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku internal bank maupun eksternal atau
tidak.

Pada proses pre screening hal yang perlu diperhatikan bagi bank adatah
Pelaksanaan alih debitur/nasabah (novasi subyektif pasif) tidak dapat dilakukan
apabila kondisi pinjaman masuk dalam kategori #non performance loan dan
yang menggantikan debitur/nasabah lama adalah orang dan atau badan hukum
yang terafiliasi dengan debitur/nasabah lama. Berdasarkan Surat Menteri
Keuangan tertanggal 24 Nopember 1994 Nomor 8-021/MK.016/1994 perihal
Pelimpahan Kewenangan RUPS/Pemegang Saham kepada Direksi Bank-Bank
BUMN dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian pivtang bermasalah yang
berbunyi ” dalam hal dilakuken novasi, harus dipenuhi persyaratan bahwa
pihak pengambil alih kewajiban bukan merupakan pihak tergfiliasi dari
debitur/nasabah yang bersangkutan™.

Selanjutnya setclah tahap pre screening terlampaui maka tahapan
proses yang harus difakukan oleh bank adalah sama seperti proses pemberian
kredit yang bara artinya adanya rangkaian proses dalam proses sebagimana
diatur dalam peraturan/pedoman pemberian kredit. Proses tersebut meliputi
rangkaian proses seperti analisis dan evaluasi sampai dengan realisasi.

Sehingga dalam teknis pelaksanaannya diperlukan pra kontrakiual yang
berupa surat penawaran atau offering letter yang merupakan putusan proses
kredit yang berupa hasil analisa yang dibuat oleh pejabat atau komite pemutus
untuk selanjutnya harus disetujui oleh debitur/nasabah lama dan
debitur/nasabah baru tersebut. Selanjutnya apabila debitur/nasabah lama dan
debitur/nasabah baru sefuju dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda
setuju atas offering letter tersebut ditindak lanjuti dengan pelaksanaan
penandatanganan perjanjian novasi yang harus ditandatangani oleh para pihak
yaitu dari pihak debitur/nasabah lama, debitur/nasabah baru dan pihak bank.
Perjanjian novasi bukan merupakan suatu bentuk perjanjian baku dimana isi
perjanjian bebas ditentukan oleh para pihak. Pada perjanjian baku biasanya para
pihak hanya tinggal mengisi identitas diri sementara Kausul-Housul dalam
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perjanjian telah ditentukan oleh pihak bank. Perjanjian novasi yang dibuat
mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdata tentang adanya asas
kebebasan berkontrak, asas konsensus serta asas mengikat dalam melakukan
perjanjian novasi. Dengan ditandatanganinya kesepakatan dalam perjanjian
novasi, maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak layaknya suatu
undang-undang. Selain mengacu pada pasal 1338 pelaksanaan novasi subyektif
pasif tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
khususnya pada pasal 1320 dan 1330 KUHPerdata.

Pada bank konvensional manakala terjadi peralihan debitur/nasabah,
permohonan peralihan debitur/nasabah tersebut diajukan oleh debitur/nasabah
lama, dimana hal tersebut menurut ketentuan KUHPerdata disebut dengan
novasi subyektif pasif. Dalam peralihan tersebut kedudukan debitur/nasabah
dimana debitur/nasabsh lama digantikan oleh debitur/nasabah pengganti
(penggantian debitur/nasabah), sekaligus debitur/nasabah lama dibebaskan dari
perikatannya.

Seperti diketahui bahwa Novasi diatur dalam pasal 1413 sampai dengan
pasal 1423 KUHPerdata. Sedangkan dalam praktek perbankan alih
debitur/nasabah ( novasi subyekiif pasif) yang paiing banyak dipergunakan
adalah ketentuan pada pasal 1422 KUHPerdata dan pasal 1423 KUHPerdata.

Selanjutnya pelaksanaan novasi subyektif pasif pada bank acuan
yang digunakan adalah KHUPerdata mengacu pada pasal 1338 dan 1320. Pada
pasal 1338 diatur ketentuan adanya kebebasan membuat suatu perjanjian bagi
para pihak sementara mengenai subtansi dalam perjanjiannya tunduk pada
ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

4.2.1 Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Dalam pelaksanaan novasi subyektif pasif kedua belah pihak yaitu pibak
debitur/nasabah yang terdiri debitur/nasabah lama dan debitur/nasabah baru
serta pihak bank selaku kreditur/bank haruslah mempunyai kebebasan
kehendak untuk mengikatkan diri. Dalam perjanjian para pihak tidak terdapat
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paksaan, penipuan, dan kekeliruan pada waktu perjanjian diadakan. Pengertian
sepakat dalam novasi subyektif pasif ini digambarkan sebagai pernyataan
kehendak yang disetujui antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang
berhubungan dengan perjaniian yaitu pengambilalihan kewajiban yang semula
ditanggung oleh debitur/nasabah lama menjadi kewajiban debitur/nasabah baru.

4.2.2 Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia
oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pada perjanjian Novasi untuk
kecakapan para pihak dibagi menjadi 2 yaitu dilihat dari subyeknya yaitu
perorangan dan Badan hukum.

a) Perorangan

Dalam hal terjadi peralihan debitur/nasabah maka pada novasi subyektif pasif
maka debitur/nasabah perorangan sebagai subyek perjanjian adalah mereka :

a. Telah dewasa.
b. Tidak dibawah pengampuan.

b) Badan Hukum

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang bertindak dalam kaitanaya dengan penandatanganan suatu akta
perjanjian adalah pengurus yang berwenang mewakili perseroan sesuai dengan
anggaran dasar perseroan untuk melakukan tindakan hukum menandatangani
akta perjanjian kredit (novasi subyektif pasif).

4.2.3 Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian menjadi sah apabila memenuhi syarat mengenai
objeknya yaitu adanya hal tertentu yang menjadi pokok perjamjian. Dalam
perjanjian novasi yang menjadi obyeknya adalah pelimpahan kewajiban
sejumlah hutang dari debitur/nasabah lama kepada debitur/nasabah baru, dan
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atas pelimpahan tersebut pihak bank selaku kreditur harus mengetahui dan
menyetujuinya. Seperti dinyatakan dalam pasal 1333 KUHPerdata bahwa
dalam suatu persetujuan harus mempunyai suvatu hal yang menjadi obyek
sebagai pokok suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenis
dan jumlahnya.

Demikian pula dalam perjaniian novasi subyektif pasif obyek dari ini
perjanjian yang dibuat haruslah dapat ditentukan jenis dan jumlahnya. Artinya
pelimpahan tanggung jawab membayar kewajiban dalam meminjam tersebut,
besamnya sejumlah vang yang menjadi hutang debitur/nasabah lama harus dapat
ditentukan sebelum dialihkan kepada debitur/nasabah lama. Dan selanjutnya
dengan ditandatanganinya perjanjian novasi subyektif pasif tersebut maka
debitur/nasabah lama dibebaskan untuk membayar kewajiban kepada
kreditur/bank.

4.2.4 Suatu Sebab Yang Halal

Perjanjian novasi yang dilakukan oleh para pihak harus didasari kepada
adanya suatu sebab yang dibolehkan oleh hukum, artinya ada sebab-sebab
hukum yang menjadi dasar perjanjian novasi. Dimana sebab-sebab tersebut
tidak dilarang oleh peraturan-peraturan, bertentangan dengan kKeamanan dan
ketertiban umum dan bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat.
Dalam undang-undang tidak dijelaskan pengertian sebab. Sebab disini bukan
berarti hubungan sebab akibat dalam ajaran kausalitas dan juga bukan sebab
yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian novasi yang disebut
motif atau sebab dalam hati. Namun demikian didalam yurisprudensi sebab
ditafsirkan sebagai isi atau maksud dari perjanjian.

Sedangkan yang dimaksud sebab didalam perjanjian novasi ini adalah
isi atau maksud/tujuan dilakukan novasi itu sendiri. Maksud dan tujnan disini
adalah alasan-alasan mengapa para pihak melakukan perjanjian novasi. Yang
menjadi batasan-batasannya adalah apakah tujuan dari perjanjian itu dapat
dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Isi perjanjian disini adalah apa yang
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dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban
mereka dalam perjanjian tersebut. Dari uraian tersebut diatas novasi pada bank
dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata
yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dalam
perjanjian novasi subyektif pasif tersebut harus memuat hal-hal atau klassuia
antara lain sebagai berikut : Judul Akta, Komparisi dimana para pihak yang
cakap dan berwenang harus hadir dan menandatangani akta ini, premise yang
menerangkan kejadian novasi, ist akta, domistli hukum serta akhir akta.

Tentang cara melakukan novasi, pasal 1415 KUHPerdata menyebutkan
“ Pada pembaharuan hitang yang dipersangkakan kehendak seorang untuk
mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya”. Ketentuan
ini ditafsirkan bahwa kehendak untuk melaksanakan suatu novasi harus dengan
tegas dinyatakan secara tertulis. Namun demikian pasal 1416 KUHPerdata
mengatur bahwa untuk novasi subyektif pasif tidak diperlukan dari debitur,
schingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian tertulis tidak diperlukan,
Oleh karena itu ketentuan tentang pelaksanaan novasi dengan akta atau secara
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 1415 KUHPerdata tidaklah merupakan
suatu keharusan / tidak bersifat memaksa. Namun demikian untuk dapat
digunakan sebagai alat dalam pembuktian nantinya novasi sebaiknya dilakukan

secara tertulis.

Pada perjanjian novasi, yang dalam hal ini perjanjian novasi subyektif
pasif;, sebagai perjanjian novasi yang umumnya terjadi dioperationat
perkreditan perbankan para pibak terdiri dari tiga yaitu kreditur (bank), debitur
lama dan debitur baru.

Klausul-klausula penting yang harus ada dalam suatu perianjian novasi
subyektif pasif tersebut adalah sebagai berikut :

(1). Premise atau keterangan tentang adanya kesepakatan para pihak untuk
melakukan perjanjian novasi kredit, dengan menyebuikan urutan
pengajuan permohonan debitur lama serta persetnjuan kreditur, yang
dalam prakiek di bank dalam bentuk Offering Letter.
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(2). Penetapan debitur baru untuk menggantikan kedudukan debitur lama
dalam perjanjian novasi dan karenanya mengambil alih tanggungjawab
dan kewajiban debitur lama dalam perjanjian novasi kredit.

(3). Pelepasan tanggung jawab dan kewajiban debitur lama berdasarkan
perjanjian novasi kredit.

(4). Penegasan kembali tentang jaminan jaminan yang disediakan untuk
menjamin perjanjian novasi kredit.

(5). Hal-hal lain yang disepakati antara kreditur, debitur lama dan debitur
baru sebagai tambahan syarat dalam perjanjian

Adapun konskuensi ditakukannya novasi adalah sebagi berikut :

(1). Perjanjian Kredit pokok, awal-nya (utang yang dialihkan) menjadi hapus

(2). Harus dibuatkan suaty Perjanjian Kredit baru sebagai Perjanjian Pokok
yang baru.

(3)- Dengan hapusnya Perikatan Pokok awal (Perjanjian Kredit awal), maka
terhadap seluruh Perjanjian Tambahan / Perjanjian ikutan / accessoirnya
menyebabkan menjadi hapus / berakhir pula, dimana hal tersebut sesuai
dengan Pasal 1422 KUH Perdata.

4.3  Analisis terhadap Alik Mudharib

Dalam melakukan penelitian terhadap alih mudharib ini akan menjelaskan hal-
hal yang berkaitan dengan model pendekatan dalam penelitian menurut hukum
secara umum, keberadaan ketentuan yang mengatur tentang alih mudharib,
dasar kebolehan melakukan alih mudharib pada pembiayaan mudharabah dan
unsur dalam akad peralihan mudharib pada pembiayaan Mudharabah dengan
uraian sebagai berikut :

4.3.1. Model Pendekatan dalam Penelitisn menurut Hukum Secara

Umum

Beberapa modet pendekatan vang dilakukan dalam penelitian hukum
normatif ini terhadap alih mudharib ini, adalah sebagai berikut :
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a. Pendekatan Perbandingan Hukum

Dengan melakukan perbandingan, bagaimana Hukum secara umum dengan
ketentuan dalam Hukum Perikatan Islam dapat disimpulkan bahwa peralihan
debitur/nasabah pada bank konvesional berdasarkan KUHPerdata diatur secara
tegas mengenai kebolehan melakukan peralihan tersebut dengan sebutan novasi
subyektif pasif, sementara dalam peralihan mudharib datam Hukum Perikatan
Islam lebih merujuk pada sandaran kebolehannya dilihat dari asas-asas dan
kaidah-kaidah yang berlaku.

b.  Pendekatan Analisis Hukum (Analythical Approach)

Anilisis yang dilakvkan dalam pendekatan analisis hukum ini dengan cara
menelaah dan mengkaji secara mendalam atas bunyi teks ayat-ayat dalam Al-
Qur’an, hadist, asas-asas, kaidah-kaidah, serta pasal-pasal dalam peraturan
perundang-undangan berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti, maka dapat
disimpulkan bahwa alih mudharib dapat dilakukan. Hal ini akan dijelaskan
pada bunyi atau teks dalam asas-asas dan kaidah-kaidah Hukum Perikatan
Islam yang mendukung kebolehan dalam melakukan alih mudharib.

c.  Pendekatan Peraturan Perundangan

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa menurut Hukum yang
berlaku umum, maka alih nasabah pada pembiayaan mudharabah juga tunduk
pada ketentuan yang berlaku pada KHUPerdata mengenai novasi subyektif
pasif. Namun mengingat konsep pembiayaan Mudharabah berbeda dengan
konsep hutang yang ada di perbankan konvensional, maka acuan yang
digunakan harus juga harus merujuk pada ketentuan menurut Hukum Perikatan
Islam. Dalam Hukum Perikatan Islam belum ada fatwa maupun peraturan

lainnya yang mengatur mengenai alih mudharib, namun demikian acuan yang
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digunakan adalah kebolehan menurut asas-asas dan kaidah-kaidah dasar yang
berlaku dalam Hukum Perikatan Islam.

d.  Pendekatan atas taraf Sinkronisasi Peraturan Perundangan

Setelah dilakukan penelitaan maka dapat disimpulkan bahwa asas-asas dan
kaidah-kaidah yang dijadikan dasar bagi kebolehan dalam melakukan alih
mudharib  sinkron dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
dalam Hukum yang berlaku umum dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai
contoh asas mengenai Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda’' Hurriyah
AlTa’agud) dalam Hukum Perikatan Islam juga dikenal dalam KHUPerdata
pasal 1338 yang menyebutkan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk
membuat perjanjian. Disamping itu adanj(a ketentuan mengenai penghimpunan
dan penyaluran dana pada bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
(PBI) No.9/19/PB1/2007 dan tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
Syariah merupakan aturan khusus yang menjelaskan ketentuan yang umum
dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, fermasuk unit usaha syariah dan
kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan vusaha berdasarkan
prinsip syariah dalam melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana
tersebut dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan demikian aturan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia nomor
9/19/PBI/2007 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak
bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan hal tersebut dipertegas
kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

4.32 Keberadaan Ketentnan yang mengatur tentang Alih Mudharib

Setelah suatu pembiayaan Mudharabah pada bank syariah berjalan, ada
kalanya pejabat bank dihadapkan pada suatu kondisi dimana pada
pelaksanaannya mudharib tidak bisa lagi melanjutkan suatu pembiayaan
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mudharabah. Jika hal ini dibiarkan maka kondisi yang terjadi adaiah
kemungkinan pembiayaan tersebut masuk kedalam suatu portofolio yang
semakin memburuk atau mungkin macet, disisi lain pada saat itu mudharib
tidak bisa mengembalikan semua pembiayaan yang pemah diterima tersebut
secara seketika itu juga. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang diberikan
kepada mudharib saat itu masih tertanam dalam usahanya dalam bentuk
persediaan atau piutang kepada pihak ketiga lainnya. Sementara yang tejadi
adalah ada pihak ketiga yang bersedia melanjutkan pembiayaan tersebut dengan
melihat bahwa kondisi usaha yang dibiayai memang memiliki prospek untuk
dilanjutkan. Dengan kata lain akan terjadi peralihan kedudukan mudharib lama
kepada pihak yang akan menggantikan kedudukan sebagai mudharib baru. Jika
bank syariah menyetujui terhadap peralihan pembiayaan mmudharabah, maka
mekanisme seperti apa yang tepat dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

Didalam bank konvensional jika terjadi permasalahan tersebut solusi
adalah dilakukannya novasi pada pihak debitur/nasabah atau sering disebut
dengan novasi subyektih pasif Sedangkan instrument adalah perjanjian novasi
yang disepakati antara bank, debitur/nasabah lama dan debitur/nasabah baru
serta ditandatangani semua pihak yang menyepakatinya sebagai tanda setuju
atas peralihan hutang tersebut. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini
akan mencoba untuk mengurai hal-hal yang menyangkut alih mudharib ditinjau
dari sisi Hukum Perikatan islam. Dalam hukum Islam konsep novasi
sebenarnya hampir sama dengan konsep Aiwalah Konsep hiwalah diatur dalam
fatwa DSN no : 31/DSN-MUI/VI2002 tentang pengalihan hutang. Dalam
konsep hiwalah yaitu adanya pengalihan hutang dan orang vang berhutang
kepada bank, selanjutnya disisi lain orang tersebut mempunyai sejumlah
piutang kepada pihak ketiga, schingga hutang orang tersebut dialihkan menjadi
hutang pihak ketiga kepada bank sebagaimana dijelaskan pada gambar
dibawah :

Universitas indonesia

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



73

Konsep Hiwalah :

Semula
A = Muhil * | Bank (Muhal
(Nasabah Lama)  berhutang e
berhutang
B = Muhal ‘Alaih
(Nasabah Baru)
Gambar 4.1 konsep hiwalah semula
Menjadi

A (Muhil) Bank (Muhal )

(Nasabah Lama)

berhutang

B = Mulkuil ‘Aldil
(Nasabah Baru)

Gambar 4.2 konsep hiwalah menjadi.

Pada konsep hiwalah antara pihak yang mengambil alih hutang dengan
yang diambil alih didahului dengan adanya hubungan hutang-piutang diantara
mereka yang menjadi dasar bagi dialihkannya hutang tersebut. Jika B adalah
calon nasabah baru bagi Bank mempunyai hutang kepada A yang merupakan
nasabah bank sehingga pengalihan hutang ini dari semuia hutang A kepada
bank menjadi hutang B kepada bank, selanjutnya A terbebas dari kewajibannya
untuk membayar hutangnya kepada bank.

Sementara itu berbeda dengan konsep Novasi, dimana orang yang
mengambii alih hutang tidak selalu merupakan orang yang mempunyai
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hubungan hutang-piutang sebelumnya. Tetapi bisa juga orang yang mengambil
alih hutang tersebut merupakan orang yang tidak mempunyai hubungan hutang-

piutang sebetumnya. Hal tersebut sebagaimana dapat diilustrasikan sebagai
mana berikut :

Konsep novasi subyektif pasif
Semula ; _
A (Nasabah Lama)

Bank

k 4

berhutang

B. (Pihak Ketiga)

Gambar 4.3 konsep novasi subyektif pasif semula
Menjadi

A (Nasabah Lama) Bank

berhutang

B. (Nasabah Baru) 1

Gambar 4.4 konsep novasi menjadi

Dari gambar dan uraian tersebut diatas bahwa dalam konsep novasi
anatara nasabah lama dengan nasabah baru tidak didahului dengan hubungan
hutang piutang diantara mereka. Semntara yang menjadi persamaan antara
konsep hiwalah dan novasi adalah obyeknya yaitu hutang. Adapun mengenai
persamaan hiwalah dan novasi dapat diuraikan dalam tabel 4.1 sebagai
berikut :
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No. Perihal Novasi Subyektif Pasif Hiwalah
1. Obyek Hutang Hutang
2. Pihak 1. Bank 1. Bank selaku muhat
2. Debitur Lama (pihak | 2. Muhil (pihak yang
yang mengalihkan) mengalihkan)
3. Debitur Baru (pihak | 3. Mubhal alaih (pihak
penerima pengalihan) penerima pengalihan)
3 Yang mendasari | Tidak selalu ada Sebelumnya ada
sebelum hubungan hutang piutang | hubungan hutang piutang
dilakukan antara Debitur Lama antara Muhil (yang
perbuatan (yang mengalihkan) mengalihkan) dengan
dengan Debitur Baru Muhal Alalh (penerima
(penerima pengalihan) pengalihan)
4. Teknis Tidak ada penyerahan Tidak ada penyerahan
pengalihan fisik berupa uang pada fisik berupa uang pada
saat pengaliban huiang saat pengalihan hutang

tabel 4.1 perbandingan novasi-hiwalah

Sementara itu pada alih mudharib pembiayaan mudharabah yang

menjadi obyek adalah modal berbenfuk vang. Adapun modai berupa barang
dan hutang tidak diperkenankan, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran
harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besamya modal
mudharabah. Namun bila modal jtu berupa titipan (al/-wadi’ak) diperbolehkan.
Sama seperti yang terjadi pada rovasi, hiwalah maupun alih mudharib pada
teknis pelaksansannya tidak terdapat penyerahan secara fisik berupa uang.
Namun sama dengan yang terjadi pada konsep novasi dan hiwalah yaitu adanya
pengakuan secara tegas dari para pihak perihal jumlah kewajiban yang
dialihkan.

Dengan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sampai
saat ini, ketentuan baik yang berbentuk Fatwa maupun regulasi lainnya yang
dikeluarkan oleh pemerintah undang-undang atan ketentuan lainnya maupun
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ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak otoritas Bank Indonesia baik berupa
Peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, maupun peraturan lainnya yang
mengatur mengenai alth mudharib/nasabah khususnya pada pembiayaan
mudharabah memang belum ada. Pada tataran implementasinya, untuk
memenuhi tuntutan profesionalitas dan merespon perkembangan kontemporer
bidang ekonomi, maka para praktisi ekonomi syari’ah, masyarakat dan
pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama
(MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan
syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian
cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari’ah yang valid dan
akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari’ah.
Untuk itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999

sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, peranan
fatwa sebagai landasen hukum dan regulasi mempakan keharusan logis.
Ekonomi syariah dipraktikkan di tengah masyarakat memerlukan fatwa sebagai
landasan hukum praktis. Karena itu, fatwa ekonomi syari’ah merupakan aspek
organik dari bangunan ilmu ekonomi Islami yang tengah dikembangkan dan
dimekarkan.

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan
posisi dalam fatwa konternporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia.
Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan
kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk
fatwa tentang masalah ekonomi syari’ah khususnya Lembaga Ekonomi
Syari’ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan
yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Istam di Indonesia, khususnya
secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi
lembaga-lembaga keuangan syari’ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian
pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. Fatwa dinyatakan
sebagai jawaban atas suatu pertanyaan mengenai ketetapan hukum berdasarkan
hasil ijtihad tentang suatu persoalan yang belum jelas hukumnya. Fatwa
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merupakan satu dari sekian lembaga dalam hukum Islam untuk memberikan
jawaban dan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat.
Lebih jauhnya umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai referensi
normatif di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan
masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (41-Fasmwa fi Hagqil
‘Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid).

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul figh dalam
karya-karya monumentalnya. Dalam perspektifnya, fatwa dimaknai sebagai
pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang
diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatmya tidak mengikat. Mustafti bisa
bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak
mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena ia
merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (Fugaha)
tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan
masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan
hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al-Qur’an, As-Sumnah, Ijma’
maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan satu-
satnya institusi normatif yang berkompeten menjawab atan menetapkan
kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap
dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para
sarjana barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi

Islam.

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi
Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan parameter bagi
kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari’ah yang telah
hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan
pemibaharuan figh muamalah maliyah. Secara general, fatwa pada masa
sekarang dilakukan melalui ijtihad jama'i yang mempersyaratkan representasi
para ahli di bidang tertentu yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan
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agar tingkat presisinya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana fatwa-
fatwa yang lahir berkaitan dengan ekonomi syari’ah. Di Indonesia banyak
fatwa yang telah dikeluarkan di bidang kevangan syari’ah, terutama setelah
dikelvarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, kemudian
MUI membentuk Dewan Syari’ah nasional (DSN) pada tahun 1999, karena
semakin pesat perkembangan lembaga keuangan syari’zsh yang memerlukan

penyelesaian secara khusus masalah ekonomi dan kevangan.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan rawjib. Tabyin
artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga
keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN dan
taujik, yakni memberikan guidence (petunjuk) serta pencerahan kepada
masyarakat luas tentang norma ekonomi syari’ah. Fungsi tabyin dan sawjih
fatwa terikat dalam fungsi kenlamaan, sehingga fatwa syar'iyah yang telah
dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabi’in, tabiut tabi’in dan generasi
sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa kiasik lebih
bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-fatwa yang
dibuat berada dalam lingkup mazhab figh tertentu. Sedangkan fatwa
kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (faufig) antar mazhab-
mazhab. Pendekatan ini seiring dengan berkembangnya kajian perbandingan
antara mazhab. Adapun fatwa-fatwa tentang ekonomi syari’ah ada yang
merupakan fatwa fardiah (individual), tetapi lebih banyak yang bersifat
konsultatif, koneksitas atau kadang bersifat kolektif dan melembaga.

Fatwa-fatwa tentang ekonomi syari’ah memperlihatkan pergeseran
perkembangan ke arah yang lebih matang dan akurat. Karena fatwa-fatwa itu
bergerak melalui proses yang meningkat, dari fatwa individual ke fatwa
konsultatif di antara dua orang pakar atav lebih, kemudian ke fatwa koneksitas
dan melembaga. Pada formula yang terakhir ini fatwa digodog oleh suatu
lembaga ulama dengan melibatkan pakar dari disiplin i!mu yang terkait baik

secara perorangan maupun kerjasama antar lembaga.
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Fatwa-fatwa ekonomi syari’ah di Indonesia dikeluarkan melalui proses
yang cenderung memakai formula fatwa kolektif, koneksitas dan mefembaga.
Otoritas fatwa tentang ekonomi syari’ah berada di bawah Dewan Syari’ah
Nasioan] Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari
para ahli syari’ah dan ahli ekonomi/kevangan yangb mempunyai wawasan
syari’ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan
fatwanya, dewan syari’ah nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra
seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan
Biro Syari’ah dari bank Indonesia.

Fatwa dalam definist klasik bersifat opsional "ikhsiyariak” (pilihan yang
tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti
(pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat i Tamiyah”
atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk
mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli
vang lain. Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah vang sama
maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan gana’ah
(penerimaan /kepuasan) secara argumentatif atau secara batin. Sifat fatwa
yang demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (gadka) yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan
posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan koiektif di Indonesia.
Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI uatuk masalah keagamaan dan
kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk
fatwa tentang masalah ekonomi syari’ah khususnya lLembaga Ekonomi
Syari’ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan
yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya
secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi
lembaga-lembaga keuangan syari’ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian
pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. (Ridwan, 2008).

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



80

4.3.3 Dasar yang menjadi kebolehan dilakukannya Alih Mudharib pada
Pembiayaan Mudharabah

Berpijak pada kenyataan bahwa memang hingga saat ini memang tidak ada
ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kebolehan dalam melakukan
alih mudharib. Namun demikian didalam Hukum Perikatan Islam yang menjadi
sandaran kebolehan dalam melakukan alih mudaharib didasarkan pada asas-
asas dan kaidah-kaidah dasar dalam bermuamalah, khususnya dalam
melakukan hubungan hukum diantara para pihak sebagai berikut :

a) Asas-asas dalam Hukum Perikatan Islam yang menjadi dasar
kebolehan dalam melakukan alith Mudharib

Kebolehan dalam melakukan alih mudhraib dapat ditinjau dari asas-asas dalam
hukum perikatan Islam yang akan menjadi sandarannya sebagai berikut :

a.1) Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda’ Hurriyah AlTa’aqud)

Kebolehan dalam melakvkan alih mudhrib dapat ditinjau dari asas ini bahwa
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suaty
perikatan termasuk dalam melakukan akad alih mudharib ini. Bentuk dan isi
perikatan peralihan mudharib tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah
disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan peralihan mudharib itu mengikat
para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan
kewsjibannya. Dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam
ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak™ (mabda’ hurrivah al-

ta'aqud).

Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut dalam akad yang
dilakukan dslam alih mudharib mengingat hal tersebut diharapkan dapat
menampung kebutuhan nasabah bank syariah terhadap suatu konsep dan
bentuk transaksi atau akad yang tidak terdapat dalam kitab-kitab figih, karena
tanpa ada keleluaszan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk
akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa
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kini, maka nasabah akan mengambil alternatif lain yang bisa jadi tidak
didasarkan pada prinsip-prinsip islam.

Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan,
bagaimana fiqih mu’amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-

persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini.
a.2)  Asas Persamaan atau Kesetaraan (A/-Musawak)

Alih mudharib didasarkan bahwa perbuatan muamalah tersebut merupakan
salah satu jalan untuk memenuhi kebutuban hidup Manusia. Seringkali terjadi,
bahwa seseorang memiliki kelebihan dan yang lainnya. Dalam hal ini bahwa di
dalam alih mudharib, maka mudharib baru yang akan menggantikan
kedudukan mudharib lama diangggap sebagai pihak disisi kelebihan waktu,
tenaga dan pengurusan pembiayaan mudharabah.

Prinsip persamaan dan kesetaraan ini berarti para pihak dalam alih
mudharib mempunyai posisi yang sama, dan hak yang sama, artinya antara
bank, mudharib lama dan mudharib baru mempunyai hak untuk menolak atau
menerima atas peralihan pembiayaan mudharabah. Hal ini menunjukkan,
bahwa diantara para pihak masing-masing kedudukan yang seimbang dan
diharapkkan dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu
setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan atau tidak
melakukan suaty perikatan dalam peratihan mudharabah. Dalam melakukan
perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing
didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan tidak boleh ada suatu
kezaliman vang dilakukan dalam suatu perikatan alih mudharib tersebut..

a.3) Asas Kerelaan (4!1-Ridko)

Alih mudharib dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara
masing-masing pihak yang berada didalam perikatan tersebut, tidak boleh ada
tekanan, paksaan, penipuan dan mis statement. Jika hat tersebut tidak dipenuhi,
maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil (af ak! bil bathil). Tidak
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dibenarkan bahwa suvatu perbuatan muamalat dilakukan dengan tekanan,
pemaksasn atavpun penipuan demikian pula dalam melakukan alih mudharib
dilakukan dengan cara pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, maka
perikatan dalam alih mudharib yang dapat batal.

a.d) Asas Tertulis (A-Kitabah)

Dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 disebutkan bahwa Allah SWT
menganjurka kepada manusia hendaklah suatu perikatan dilakukan secara
tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang
melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Demikian juga dengan dalam hal
terjadi perikatan alih mudharib hal yang harus dilakukan adalah dilakukan
secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Maksud dilakukannya pencatatan
dalam perikatan atih mudharib ini untuk menghindarkan dari kemungkinan
terjadinya perselisihan di kemudian hari dengan adanya sanggahan dari salah
satu pihak.

a.5) Asas Kebolehan (Mabda Al-Tbahak)

Berpijak pada kaidah fighiyah yang artinya,”Pada asasnya segala sesuatu itu
dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Yang dapat dijadikan
sandaran hukumnya adalah bahwa selama tidak terdapat ketentuan secars syar’i
yang melarang terhadap peralihan mudharib, maka hal tersebut menunjukkan
bahwa peralihan mudharib adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini
dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarang terhadap alih mudharib, Hal
ini berarti bahwa hukum perikatan Islam memberi kesempatan luas kepada
yang berkepentingan unfuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru
sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat termasuk
dalam hat alih mudharib.

a.6) Asas Kemanfaatan dan Kemaslabatan

Dengan adanya asas ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan dalam alih
mudharib yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan
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baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut maupun
bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur’an
dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan dalam pelaksanaan alih
mudharib ini sangat relevan dengan tujuan Hukum Islam secara universal.
Dengan maslahat dimaksudkap memenuhi dan melindungi kepentingan para
pihak. |

Didalam Hukum Perikatan Islam juga dikenal asas kemanfaatan dan
kemaslahatan, ini mengandung pengertian bahwa selama alih mudharib dapat
mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang
mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun
tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis. Kemanfaatan dan
kemaslahatan yang terjadi dengan dilakukan alih mudharib sebenamya dapat
dirasakan oleh semua pihak baik bank, mudharib lama (yang diambil alih)
mavpun mudharib baru (yang mengambil alih).

Dari sisi bank dengan adanya peralihan mudharib yang terjadi maka
keuntungan yang akan dirasakan adalah :

1. Pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada mudharib lama masih
tetap dipertangung-jawabkan oleh mudharib baru

2.  Memburuknya kolektibilititas pembiayaan mudharabah dapat dihindarkan
karena adanya pengelolaan pembiayaan oleh mudharib baru.

3. Kemungkinan membengkaknya biaya pencadangan PPAP dapat ditekan
karena memburuknya kolektibilitas pembiayaan mudharabah.

4, Kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari nisbah akan lebih
berkelanjutan jika dibandingkan dengan scolusi lainnya seperti penjualan
agunan.

Sementara itu dari sisi mudharib lama dengan adanya peralihan mudharib yang
terjadi maka keuntungan yang akan dirasakan adalah :
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1.  Terhindar dari memburuknya nama baik dalam sistem informasi Bank

Indonesia akibat memburuknya atau macemya pembiayaan yang
diterimanya.

2. Dapat lebih fokus pada vrusan atau hal lainnya mengingat pembiayaan

mudharabah yang pernah diterimanya sudah dikelola oleh mudharib yang

baru,

Selanjutnya bagi mudharib baru keuntungan yang dapat diperoleh
adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan pembiayaan dari bank.
2.  Dapat mengembangkan usaha dengan pembiayaan tersebut.
3. Kemungkinan mendapatkan keuntungan baginya akan lebih besar.

Dari uraian tersebut, maka asas kemanfaatan dan kemaslahatan juga dapat
dijadikan dasar bagi alih mudharib karena hal ini sangat relevan dengan tujuan

hukum Islam secara universal.
a.7) Asas Perjanjian itu mengikat

Dengan dilakukannya perikatan alih mudharib tersebut, maka konsekuensi
bapi para pihak yang menandatangani akta perikatan alih mudharib adalah
setiap pihak yang melakukan perjanjian terikat kepada isi akta yang telah
disepakati bersama pihak lain dalam akta yang dibuat. Sehingga seluruh isi akta
adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang
mengikatkan diri dalam perjanjian. Hal didasarkan pada dari hadis Nabi |
Muhammad saw (Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim) yang artinya:
“Orang-orang muslim itu terikat kepada perfanjian-perjanjian (Klausul-
klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram”.
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b. Kaidah-Kaidah dalam Hukem Perikatan Islam yang menjadi
sandaran Hukum bagi kebolchan melakukan Alih Mudharib

Kaidah-kaidah hukum dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan
masalah-masalah hukum yang timbul dalam masayarakat individu bahkan
negara, Kaidah-kaidah ini berasal dari dari prinsip-prinsip umum di Al Qur’an,
teks Hadist maupun atsar sahabat dan tabiin. Kaidah fikih ini juga merupakan
hasil rumusan para ulama sebagai hasil pemikiran induktif dengan tetap
mengukur akurasinya berdasarkan Ai Qur’an dan Hadist. (Agustianto, 2006
halaman 1).

Adapun kaidah-kaidah yan mendukung terhadap kebolehan dalam
melakukan alih mudharib adalah sebagai berikut :

b.1) Kaidah Mengenai Kelentaran Hukum

Bahwa dalam belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenat alih
mudharib, maka diperlukan suatu keluasan dan kelenturan hukum bagi para
pihak yang akan melaksanakannya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah
(Agustianto, 2006 halaman 5) :

&.u-.'.“ ‘j'-a.'a i:‘l! _).a?}

Keluasan hukum harus ada pada saat menghadapi kesulitan. Misalnya
dalam menghadapi berbagai kesukaran, keluasan dan kelenturan
hukum harus diperiihatkan.

Ketentuan yang berlaku umum maupun fatwa yang secara khusus
mengatur terhadap alih mudharib hingga saat ini memang belum ada, sehingga
pada pelaksanaannya diperlukan suatu pijakan bagi kebolehannya.

b.2) Kaidah Umum dalam Bermuamalah

Dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hubungan antara manusia
dengan yang lainnya dikenal suatu kaidah bahwa pada dasarnya dalam
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bermuamalah segala sesuatu boleh dilakukan kecuali terdapat suatu ketentuan

yang melarangnya. Kaidah tersebut adalah (Agustianto, 2006 halaman lampiran
1§

L sl e (Blall (dag 0 da U1 Jlaleall & (ea™

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali
ada dalil yang mengharamkarmya.

Kaidah tersebut dapat dijadikan dasar bagi kebolchan melakukan alih
mudharib, mengingat tidak dalil yang melarang terhadap hai tersebut.

b.3) Kaidah Kemudahan dalam Islam

Katdah ini menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam menginginkan kemudahan.
Ajaran Islam tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang diluar
kemampuannya, dapat menyempitkan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan

kemampuan seseorang.

Dalil tersebut menjadi dasar bagi kebolehan dalam melakukan alih
mudharib bahwa jika memang temyata memang secara teknis mudharib lama
mengalami kesulitan dan tidak lagi sanggup meneruskan pembiayaan
mudharabah, disisi lain terdapat pihak yang bersedia menggantikan
kedudukannya menjadi mudharib baru maka hendaklah hal tersebut tidak
dihalangi, karena sesuai dalam Hukum Istam bahwa adanya prinsip kemudahan
dalam bermuamalah.

Hal ini sejalan dengan suatu kaidah yang menyatakan hal sebagi berikut
(Rohayana halaman 225):

Kesulitan (kesempitan) dapat menarik kemudahan.
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Dasar hukum kaidah ini adalah sebagaimana dijelaskan dalarm Al Qur’an
sebagai berikut ;

1. QS surat Al Baqarah ayat 185 yang artinya : “Allah menghendaki
kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan bagi kamu.”

2. QS surat Al Bagarah ayat 286 yang artinya : “Allah tidak membebani
seseorang kecuali atas kemampuannya.”

3. QS surat An-Nisa ayat 28 yang artinya :"Allah menghendaki keringanan
bagi kamu.”

4, QS surat Al Maidah 6 yang artinya :” Allah tidak meghendaki kesulitan
bagi kalian.”

5. (55 surat Al A’raf ayat 157 yang artinya : "Dan membuang dari mereka
beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.

6. QS surat Al Hajj ayat 78 yang artinya : "Adllah tidak menghendaki kesulitan
bagi kalian dalam agama.”

7. QS surat An Nur ayat 61 yang artinya : tidak ada kesulitan bagi carang
buta, tidak pula bagi orang pincang, sakit atau dirimu sendiri.”’

b.3) Kaidah Mengenai Kedudukan Hukam bagi Pihak yang mengantikan

Dalam melakukan alih mudharib, maka keduduvkan mudharib mempunyai
kedudukan hukum yang sama dengan mudharib lama terhadap bank, hal ini
berarti hak dan kewajiban yang ada pada mudharib lama juga berpindah
kepada mudharib baru. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kaidah (Ade Dedi
Rohayana halaman 104):

(’S’ ul;h&:-wg__, obna :L....._n_, Judd plis Juadt f-"i"'
.

-

Pengganti menempati posisi mubdal (yang diganti) dan mempunyai
hukwum seperti hukum perkara yang diganti.
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Kaidah ini sangat relevan jika digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan
peraliban mudharib dimana akibat hukumnya juga diuraikan bagi mudhraib

lama maupun mudharib baru.

b.d4) Kaidah Mengenai Perbuatan Hukum karena sudah menjadi
Kebiasaan dalam Masyarakat (Adat dapat dipertimbangkan menjadi
Hukum)

Bahwa dalam melakukan suatu perbuatan hukum maka kebiasaan yang terjadi
dalam masyarakat dapat didasarkan pada suatu kebiasaan yang terjadi dalam
masyarakat, secara terus menerus. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam
kaidah sebagai berikut (Agustianto, 2006 halaman 8 dan lampiran 9) :

3 sdaadl 131 Balefl il Ladl
caadl gl

Suatu perbuatan hukum dapat didasarkan pada kebiasaan yang terjadi

terus menerus dan bersifat umum

Sesuatu yomg berlaku berdasarkan adat kebiasaaan, sama dengan
sesuatu yang berlaku menurut hukum syara’

Transaksi mudharabah tidak secara langsung disebutkan dalam Al-
Qur’an atau sunnah, namun adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dan
dipraktekkan oleh umat Islam pada masa Nabi Muhammad S.A.W, dan bentuk
dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam
sebagai tulang punggung perdagangan.

Sementara itu belum diketemukan suatu data empiris yang menjelaskan
suatu riwayat adanya peralihan dalam mudharabah, namun demikian untuk
peralihan nasabah pada pinjaman telah ada dan hidup serta telah menjadi hal
yang biasa dilakukan bahkan hal tersebut diatur dalam KHUPerdata.
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b.5) Kaidah mengenai adanya Tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan alih mudharib adalah bagaimana
agar pembiayaan yang telah dijalankan tersebut dapat masth tetap berjalan dan
memberikan kemanfaatan bagi semua pihak baik disisi bank, mudharib lama
maupun mudharib baru, bahkan jika dalam alih mudharib memberikan manfaat
akad yang dilakukan menjadi batal. Kemanfaatan disini adalah bagi bank dan
mudharib baru adalah adanya keuntungan yang akan dibagi, sedangkan bagi
mudharib lama terhindarnya memburuknya nama baiknya dikarenakan. Hal ini
selaras dengan kaidah (Ade Dedi Rohayana halaman 84):

Han 03 gmaie iy Y Ade S

Setiap akad yang tidak memberikan manfaat pada tujuarmya menjadi
batal

b.6) Kaidah adanya Kemaslahatan

Dalam melakukan suatu aktivitas, tuntutan yang diharapkan selain adanya
manfaat yang diperoleh namun juga bagi kemaslahatan bagi pihak-pihak yang
lain, Dan adanya kemaslahatan ini berarti adanya hukum Allzh yang ditegakkan
sebagimana disebutkan dalam suatu kaidah vang menyebutkan (Agustianto,
2006 halaman lampiran 2} :

&) g % A8 Aabiadl Gy Laig

Dimana terdapat kemasiahatan, maka disana terdapat syariah Allah

Dalam melakukan alih mudharib adalah tuntutan yang ingin dicapai selain
memberikan kemanfaatan bagi semua pihak baik disisi bank, mudharib lama
maupun mudharib baru, bahkan jika dalam alih mudharib namun juga adanya
kemaslahatan bagi bank, mudharib baru mavpun mudharib lama.
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Adanya kemaslahatan bagi mudharib lama dan mudharib baru yang didasarkan
pada kerjasama dan tolong menolong untuk kebaikan, sehingga kesulitan yang
dirasakan oleh sebagian dapat diselesaikan oleh yang lain, sebagaimana
disampaikan oleh Sayyiq Sabiq, dikutip oleh Taqiy Al-Din, bahwa tolong-
menolong hukumnya wajib (Hendi Suhendi, 1997). Adapun landasan
hukumnya dari nash Al Qur’an Al Maidah : 2)

LY ] - -
o5ally Sy Jo 14505 ¥ tsﬂ-"_s A e 1 S5
- - - -y A
sl Jyu s B ) A1 a8l
. wendan  tolong-menolonglah  kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesunggubnya
Allah amat berat siksa-Nya.

Hal ini juga sebagaimana diriwayatkan dalam hadist mengenai urgensi dari
menghilangkan kesulitan pihak lain sebagi berikut :

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di
dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong
saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi
dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian
menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim
dari Nu’man bin Basyir)

b.7) Kaidah Rela atas Konsckwensi dari snatu Perbeatan

Dalam hal suatu transaksi dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang
menerimanya maka juga menerima segala akibat yang ditimbulkannya. (Imam
Musbikin., 2001 halaman 166).
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rela atas sesuatu berarti rela atas yang timbul dari sesuatu itu

Hal ini berlaku juga dalam bermuamalah termasuk dalam melakukan
peralihan pembiayaan mudharabah, sclama para pihak menerimanya dan rela
maka para pihak juga menerima segala akibatnya. Hal ini juga didukung
dengan kaidah lain yang menyatakan jika memang pihak-pihak yang ada dalam
perikatan menerima segala sesuatunya dengan iklas dan atanpa adanya paksaan
maka hal tersebut akan mengikat para pihak yang ada didalamnya. Kaidah
tersebut adalah (Ade Dedi Rohayana halaman 50);

Sesuatu yang disyaratkan atas dirinya secara taat, tanpa terpaksa maka
itu mengikat dirinya.

Keseluruhan uraian mengenal kaidah-kaidah tersebut menjelaskan
bahwa ajaran Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua
hukum yang ada didalam ajaran Islam tidak melampaui kemampuan manusia.
Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut maka dapat diambil suatu pelajaran bahwa
ajaran Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia.

Selanjutnya berdasarkan kaidah-kaidah tersebut diharapkan menjadi
suatu jembatan atau solusi dalam memecahkan berbagai masalah vang
berkaitan dengan dasar hukum bagi kebolehan melakukan alih mudharib pada
pembiayaan mudharabah.

4.3.4 Unsur-unsur dalam Akad Peralihan Mudharib

Mengenai unsur yang barus ada yang dianggap essensial (rukun) dalam
suatu akad ulama berpendapat bahwa rukun akad yaitu :

a. Al muta'agidain (Pihak-pihak yang berakad/the contracting parties)
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b.  Mahallul ‘Aqd (Obyek Perikatan/The Subject Matters))
¢.  Maudhu'ul Aqd (Tujuan Perikatan}
d.  Sighat Al-Aqd (Pernyataan untuk mengikatkan diri/Format)

Demikian pula dalam akad yang dilakukan dalam alih mudharib ini
maka unsur-unsur yang menjadi rukun dan syarat. Rukun dalam akad peralihan
mudahrib adalah merupakan bagian inti akad tersebut yaitu adanya para pihak
(the contracting party) yang bersepakat. Sementara syaratnya adalah bahwa
pihak yang menandatangani memang pihak yang mempunyai “kesadaran atau
schat akal” schingga dapat mempertanggung-jawabkan atas apa yang
disepakati. Unsur-unsur tersebut jika diuraikan adalah sebagi berikut :

a. Al muta’agidain (Pibak-pihak yang berakad / The Contracting Parties)
Pelaku (Pemilik Modal manpun Pelaksana Usaha)

Dalam zkad alih mudharib mudharabah, harus ada minimal tiga pelaku. Pihak
pertama selaku pemilik modal (shahib al-mal), dan pihak kedua selaku
pelaksana usaha lama (mudharib lama) serta pelaksana usaha baru (mudharib
baru). Selaku pelaku yang dapat melaukukan transaksi, harus orang vang
cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat scbagai wakil.

Dalam melakukan alih mudharib perlu adanya skala prioritas. Dimana pihak
yang menggantikan mudharib lama didahulukan atas orang-orang terlibat
secara internal (Sub ‘ah) atas pengelolaan usaha atas modal yang diberikan oleh
bank, schingga diharapkan mampu meneruskan usaha yang ada. Baru
selanjutmya kepada pihak lain (eksternal) yang mampu menjalankan usaha

tersebut.
b. Obyek

Obyek dalam perikatan yang terjadi dalam perlihan mudharib disini adalah
pembiayaan atau modal yang diterima oleh mudharib lama, pembiayaan atau
modal inilah yang selanjuinya menjadi kewajiban bagi mudharib lama yang
selanjutnya akan diserahkan kepada mudharib baru. Pada pelaksanaan novasi
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menurut hukum secara uwnum yaitu peralihan hutang kepada nasabah baru
(novasi subyektif pasif) pada prinsipnya tidak pemnah terjadi penyerahan fisik
uang kepada nasabah baru, namun sebatas pemyataan secara tegas bahwa
nasabah baru menerima segala kewajiban yang dibebankan kepada nasabah
lama untuk selanjutnya menjadi tanggung jawabnya.

Sama seperti yang terjadi dalam praktek yang terjadi dalam rovasi, maka
proses peralihan pembiayaan mudharabah dari mudharib lama kepada
mudharib baru pada kenyataannya tidak pemah terjadi penyerahan fisik modal
berupa uang kepada mudharib baru, namun yang terjadi adalah peralihan
sejumlah kewajiban untuk mengelola pembiayaan mudharabah yang pernah
diterima oleh mudharib lama untuk selanjutnya dengan menandatangani akad
peralihan mudharib tersebut maka mudharib baru harus tunduk terhadap
semua persyaratan yang telah ditetapkan bank kepada mudharib lama. Dan
Mudharib  mempunyai kewajiban untuk mengelola pembiayaan yang diambil
alihnya tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakatinya dengan bank.
Dalam hal pembiayaan yang telah diterima oleh mudharib lama digunakan
untuk keperluan modal kerja yang tertanam pada persediaan dan piutang, maka
pada saat peralihan tersebut mudharib lama seharusnya juga menyerahkan fisik
persediaan yang ada dan daftar piutang yang belum tertagih kepada mudharib

baru.

Dalam melakukan alih mudharib obyek yang dialihkan haruslah jelas dan
tegas :

1. Jelas jumlah yang pembiayaan yang dialihkan.

2. Tidak mengandung gharar, tidak jelas (tidak pasti) kuantitasnya, terdapat
unsur uncertainty

3. Tidak ada unsur manipulasi.

4. Pada saat pengalihan kolektibilitas pembiayaan mudharib lama tidak dalam
kondisi Non Performa Financing, sehingga nudharib tidak dibebani beban

moral maupun material berupa pinatti.
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5. Jika sebagian masih berbentuk barang maka atas barang tersebut haruslah
jelas nominalnya dan dapat divangkan
6. Jika masih berbentuk piutang maka harus jelas kepada siapa dan besarnya.

¢.  Sighat Al-Aqad (Pernyataan untuk mengikatkan diri/ Persetnjuan
kedua belah pihak /Ijab-Qabul)

Faktor ketiga, vakni persetujuan para pihak dalam akad peralihan mudharib,
merupakan konsekuensi dari prinsip an-taradim minkum {(sama-sama rela).
Harus dinyatakan secara tegas oleh semua pihak yang mengikatkan dirinya.
Dalam melakukan alih mudharib haruslah adanya pernyataan yang dibuat
secara tegas dari para pihak berupa :

1. Riwayat atau suatu penjelasan dalam akad alih mudharib vyang
menerangkan alasan dilakukan peralihan pembiayaan mudharabah

2. Pernyataan bahwa mudharib lama melepaskan haknya untuk mengelela
pembiayaan mudharabah.

3. Pernyataan dari mudharib baru menerima segala kewajiban untuk
mengelola pembiayaan mudharabah.

4. Penegasan kembali tentang jaminan jaminan yang akan diserahkan.

5. Hal-hal lain yang disepakati antara bank, mudharib lama dan mudharib
baru sebagai tambahan syarat dalam akad seperti ; nisbah dan syarat-syarat

lainnya.
d. Maudhu'ul Aqd (Tujuan Perikatan)

Maudhu’u al-Aqdi (Ghayatul akad), cara maksud yang dituju sebagai prestasi
yang dilakukan. Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan adalah adanya
suaty manfaat dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang menandatangani
perikatan tersecbut. Bagi bank dan mudharib baru adalah adanya nisbah
keuntungan yang akan dibagi. Sementara bagi mudharib lama lebih kepada
manfaat bahwa ja akan dapat melakukan aktivitas yang lain dengan lebih fokus.
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4.4  Pemberian Agunan pada Pembiayaan Mudharabah dan Eksistensi
Perjanjian Pengikatan Agunan

4.4.1 Pemberian Agunan dalam Pembiayaan Mudharabah

Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-
hatian (prudentialy yang harus dilakukan oleh indutri perbankan, termasuk
perbankan syari’ah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat
dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, UU no. 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan
KUH Perdata. Berikut akan disebutkan beberapa pasal perundang-undangan di
atas yang terkait dengan urgensitas jaminan di perbankan:

a. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal 8 dan penjelasannya pasal
8 ayat (1) serta pasal 12 A ayat (1) berikut ini:

“..dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syari’ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis
yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan
debitur/nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” (pasal 8 ayat
(1)

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang diberikan
bank mengandung resiko, sehingga dalam peleksanaannya bank harus
memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdarkan
prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah dalam
arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur/nasabah untuk
mehmasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan
faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh
keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan
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penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan,
dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat balwa agunan
sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan
unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan
Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya
berupa barang, proyek atau hak tagik yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan. Tanah........"(penjelasan pasal 8 ayat (1))

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh aguman, baik
melalui  pelelangan  maupun di luar pelelongan berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik aguman atau berdasarkan
kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah
Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan kelentuan
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatmya.(Pasal 12 A
ayat (1))

b. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
pasal 23 perihal kelayakan Penyaluran Dana :

Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan
dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi
seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah den /atau
UUS menyalurkan dana kepada nsabah penerima fasilitas. (pasal 23

ayat 1)

Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
bank syariah dan /atau UUS wajib melakuken penilaian yang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari

calon nasabah penerima fasilitas.

¢. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas
Aktiva Produktif Bagi Bank Syari’ah pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya, dan
pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia) tahun 2003
Bank Indonesia :
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Penanamon dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib
dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, (Pasal 2 (ayat 1)

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana
yaitu penanaman dena dilakukan antara lain berdasarkan: 1) .Analisis
kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C
(Character, Capital, Capacity, Condition ofeconomy & Collateral); 2).
Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan

kemampuan membayar. (Penjelasan Pasal 2).

“Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan
adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa
penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta
Jjaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya
dapat dicairkan apabila pengelola dama terbukti melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam
akad” (PAPSI 2003, h. 58)

¢. Dalam KUH Perdata pasal 1131 dan pasal 1132 berikut ini:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, baik yong sudah ada maupun yang baru ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”
(pasal 1131)

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang ménguiangkan padanya; pendapatan penjualan bénda-benda itu
dibagi bagi menurwt keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya
piutang masing-masing kecuali apabila di aniara para berpiutang itu
ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (pasal 1132)

Konsep tentang pengikatan agunan dalam hukum Islam (figh) terdapat
dalam pembahasan tentang rakn yang merupakan bentuk jaminan kebendaan
dalam hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hai yang
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menarik yang perlu mendapat penekanan kembali tentang persoalan rahn dalam
kaitannya dengan pengikatan agunan adalah beberapa persoalan berikut ini;

1. Pertama, apakah akad rahn merupakan akad yang bersifat accessoir
(ikutan, tambahan) atau akad yang terpisah dengan akad utang piutang?,

2. Kedua, bolehkah penguasaan obyek rahn (al-qabdh, possession) tidak
dalam bentuk penguasaan fisik tetapi berupa bukti surat?

3.  Ketiga, apa saja akibat hukum yang lahir dari akad rahn?

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, pengertian rahn adalah
menjadikan barang/materi sebagai jaminan wtang, yang dapat dijadikan
pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya
itu. Darl pengertian ini jelas bahwa rafn sangat terkait dengan akad hutang
piutang. Akan tetapi, berkaitan dengan apakah rahn memupakan akad pokok atau
akad accessoir (tambahan, ikutan), hal ini dapat diketahui dari proses kelahiran
akad ini.

Para ulama figh membagi proses terjadinya akad rafm menjadi tiga
bentuk ;

1.  Pertama, akad rahn yang terjadi bersamaan dengan akad yang melahirkan
kewajiban (al-dain), sepetti penjual yang mensyaratkan penyerahan rahn
(jaminan/gadai) terhadap pembelian barang dengan harga yang ditunda
(muagjal).

2. Kedua, akad rahm yang terjadi setelah akad hutang piutang yang
memeriukan jaminan,

3. Ketiga, akad rahn yang lahir sebelum akad yang melahirkan kewajiban
(pembayaran hutang), seperti perkataan seorang “saya jaminkav/'gadaikan
emas ini kepadamu, dan berikan kepadaku hutang 1 (satu) juta rupiah. 1",

Dari ketiga bentuk akad tersebut dua yang pertama disepakati oleh para
iilaina, sedanpkan yang terakhir hanya dipetbolehkan menurut madzhab Maliki
dan Hanafi. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali Akad rahn yang
mendahului akad hutang piutang tersebut tidak sah karena menurut mereka rahn
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merupakan akad yang mengikuti kewajiban (al-rahn taabi’un lilhagqgi). (Zuhaili,
2002, halaman 4212}

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perjanjian pengikatan jaminan
yafig merupakan perjanjian acessoir, yakni perjanjian yang Jahir setelah
perjanjian pembiayaan menurut hukum Islam diperbolehkan, bahkan disepakati
oleh para ulama (ittifag al-madzhahib). Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari
proses terjadinya akad rahn yang lahir setelah akad utang piutang yang
melahirkan kewajiban pembayaran.

Sementara berkaitan pengikatan jaminan yang melalui lembaga jaminan
seperti hak tanggungan, fiducia, dan hipotik yang dalam proses penjaminannya
hanya melalui bukti surat atau akta/sertifikat kepemilikan barang yang
dijaminkan, misalnya dalam bentuk sertifikat tanah, sertifikat hipotik, dan surat
kepemilikan mobil (BPKB), maka persoalan ini sangat terkait dengan
perbedaan ulama figh tentang maksud penguasaan (al-gabdh, possession)
obyek (barang yang digadaikan) yang menjadi syarat rghn. Mayoritas ulama
(madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hanaebilah) memaknai al-qabdh sebagai
penguasaan barang secara fisik, ini hampir sama dengan konsep gadai dalam
KUHPerdata yang memberikan hak kebendaan kepada bank, Sementara itu,
menurut Madzhab Maliki, penguasaan obyek rahn tersebut tidak harus dalam
bentuk penguasaan fisik barang tetapi segala sarana yang bisa menggantikan
kedudukannya dapat dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan, seperti
sertifikat tanah, sertifikat hipotik dan bentuk-bentuk surat tanda kepemilikan
barang lainnya. (Zuhaili, 2002, halaman 4238-4240)

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat kedua tampaknya lebih relevan
untuk saat ini atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi proses
penjaminan. Apalagi, menurut Wahbah Zuhaili, maksud keharusan penguasaan
obyek rahn tersebut bukan semata-mata aturan syari’ah yang bersifat “harus
diterima apa adanya, taken for granted” (ta’abbudy), tetapi tujuannya adalah
untuk menjamin bank yang menerima barang jaminan ager merasa tenang dan
percaya piutangnya akan dikembalikan, Oleh karena itu, jika melalui bukti
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surat atau sertifikat kepemilikan barang jaminan telah mampu menjamin
kepercayaan dan ketenangan kreditur/bank maka sah hukumnya.

Selanjutnya, akibat hukum yang timbul setelah sempurnanya akad rahn
dengan diserahkannya barang jaminan kepeda penerima jaminan (bank) antara
lain; 1). terkaitnya hutang dengan obyek jaminan secara utuh, 2). bank berhak
menahan obyek jaminan, 3). bank wajib menjaga obyek jaminan, 4). bank
dilarang menggunakan atau memanfaatkan obyek jaminan , 5). bank berhak
menuntut obyek jaminan dijual bila hutangnya tidak mampu dibayar, 6). bank
wajib mengembalikan obyek jaminan setelah hutang debitur/nasabah telah
dilunasi. 7). bank memiliki hak didahulekan (aggu al-imtiyaz, preferen) dari
bank-bank lain. (Zuhaili, halaman 4276-4316)

Dari uraian tentang beberapa akibat hukum yang muncul setelah
sempunanya akad rahn tersebut, terdapat banyak kesamaan antara konsep
pengikatan jaminan melalui lembaga jaminan dalam sistem perundang-undangan
di Indonesia dengan konsep rahn. Oleh karena itu, bagi lembaga keungan
syari’ah, seperti perbankan syari’ah atau gadai syari’ah yang ada di Indonesia,
yang menerapkan sistem pengikatan jaminan dalam pemberian kredit atau
pembiayaan kepada nasabahnya, tentu saja dapat menerapkan sistem jaminan
yang saat ini telah ada dan berlaku di negara ini.

Selanjutnya mudharabah adalah kesepakatan antara pemilik modal
(shahibul maat) untuk menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) un-
tuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik
bersama dan dibagt menurut kesepakatan bersama.

Dalam konteks perbankan, pembiayaan mudharabah adalah akad
kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah
sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan
nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian, profit and loss sharing)
menurut kesepakatan dimuka.
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Dalam pembiayaan mudharabah hubungan antara pihak bank dengan
dengan pihak nasabah pengelola dana di dasarkan pada prinsip kepercayaan
(amanah), maksudnya pengelola dana (mudharib) dipercaya untuk mengeiola
modal mudharabah, dia tidak dikenakan ganti rugi (dhaman) atas kerusakan,
kemusnahan, atau kerugian yang menimpanya selama tidak disebabkan atas
kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam
perjanjian (Kasani, halaman 360.)

Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi
pembiayaan mudharabah, maka mudharabah dalam istilah bahasalnggris
disebut frust financing atau trust investment. Prinsip inilah yang membedakan
pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dengan akad-akad lainnya.

Atas dasar prinsip di atas, pihak pemilik modal (shahibul mal) pada
prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk
mengembalikan modal atau modat dengan keuntungan. Jika pihak shahibu! mal
mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah pengelola (mudharib) dan
menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah tersebut
menurat mayoritas ulama (jumbur ulama) tidak sah (ghair shahik) karena
bertentangan dengan prinsip dasar akad “amanak” dalam mudharabzh. (Ini
merupakan pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dar Hambali.
(Qudamah, halaman 129, al-Kasani, halaman 360, Syarbaini, 1994, halaman
317).

Meskipun fiqih tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk
menuntut jaminan dari mudharib, dalam kenyataannya, bank-bank Islam
umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan, baik dari mudharib
sendiri maupun dari pihak ketiga. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan
tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan
bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

International Islamic Bank for Investment and Development, misalnya,
mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan mudharabah untuk menyatakan
jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Demikian juga, salah
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satu kiausul dalam kontrak mudharabah pada Faisal Islamic Bank of Egypt
dinyatakan bahwa “jika terbukti bahwa mudharib menyalahgunakan atau tidak
sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak
bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka mudharib harus menanggung
kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam
ini. (Saeed, halaman 86)

Di Indonesia, sebagaimana yang telah di uraikan di atas, praktek
pebgenaan jaminan untuk pembiayaan mudharabah sah adanya baik
berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut
peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan
Syari’ah Nasional (DSN) juga membolehkan praktek jaminan tersebut.

Berangkat dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep
mudharabah dalam aplikasinya di perbankan syari’ah, di antaranya mengenai
persoalan jaminan yang harus diberikan mudharib kepada pikak shahibul mal
dalam hal ini bank syari’ah.

Menyikapi persoalan ini, para ahli hukum Islam kontemprer, di
antaranya adalah Muhammad Abdul Mun’im Abu Zaid dalam bukunya Nahwa
Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah, (halaman 127-
128) menyatakan bahwa jaminan untuk pembiayaan mudharabah dalam
praktek perbankan syari’ah diperbolehkan dan sangat penting keberasdaannya
atas dasar 2 (dua) alasan berikut ini: perfama, pada konteks perbankan syari’ash
saat ini mudharabah yang dilakukan berbeda dengan mudharabah tradisional
(mudharabah tsunaiyah) yang hanya melibatkan dua pihak shahibul maal dan
mudharib, di mana keduanya sudah saling bertemu secara langung
(mubasyarakh) dan mengenal satu dengan lainnya.

Sementara praktek mudharabah di perbankan syari’ah saat ini, Bank
berfungsi sebagai lembaga intermediary memudharabahkan dana shahibul mal
yang jumlahnya banyak kepada mudharib lain, dan shahibul maal yang
jumlahnya banyak tersebut tidak bertemu langsung dengan mudharib sehingga
mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas
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mudharib. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor,
bank syari’ah harus menerapkan asas prudential, di antaranya dengan
mengenakan jaminan kepada nasabah penerima pembiayaan. kedua, situasi dan
kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-
nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (frusf) dan kejujuran.

Berkaitan dengan hal ini, Abdul Mun’im Abu Zaid dalam karyanya
yang lain “A4l-Dhaman fi al-Figh al-Islamy"juga menyatakan bahwa faktor
terbesar yang menjadi hambatan perkembangan Perbankan Syari’ah, khususnya
dalam bidang investasi adalah rendahnya moralitas para nasabah penerima dana
pembiayaan dalam hal kejujuran (al-shidg) dan memegang amanah (al-
amanah).( Zaid, halaman 74)

Oleh sebab itw, larangan jaminan dalam mudharabah karena
bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat amanah bisa berubah
karena adanya perubahan kondisi obyektif masyarakat dalam bidang moralitas.
sesuai dengan kaidah al hubmu yaduru ma'a illet wujudem wa ‘adaoman.
Artinya: Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya ‘illat (alasam).
Jika ‘illat berubah maka akibat hukumnya pun berubah.

Namun demikian, meskipun jaminan dalam mudharabah dalam praktek
perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut
harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi moral hazard berupa
penyimpangan oleh pengelola dana (tagshir al-amiil), bukan bertujuan
mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi (dhaman) setiap kerugian
atas kegagalan usaha mudharib secara mutlak. Oleh karena itu, jaminan hanya
dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran
(ta’addi), kelalaian (tagshir), atan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan
(mukhalafatu al syurut). Menurut PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan
Syari’ah Indonesia} talun 2003 Bank Indonesia, bentuk-bentuk kelalaian atau
kesalahan pengelola dana (mudharib), ditunjukkan oleh:

1). Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad,
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2). Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan {force majeur) yang lazim/ atau
yang telah ditentukan di dalam akad, atan
3). Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Di samping itu, kewajiban adanya jaminan dalam mudharabah tidak
harus dibebankan kepada mudharib tetapi bank dapat meminta jaminan kepada
pihak ketiga yang akan menjamin mudharib bila melakukan kesalghan, Dalam
konsep figh jaminan oleh pihak ketiga dikenal dengan akad kafalah.

Dalam praktek perkreditan atau pembiayaan, keberadaan agunan
sebagai jaminan tambahan ternyata menjadi hal yang tidak bisa diabaikan
dibandingkan dengan sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa
debitur/nasabah akan mampu mengembalikan kredit atau pembiayaan yang
diterimanya. Di samping itu, untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang
diberikan akan mampu menjamin pengembalian kredit atau pembiayaan biia
terjadi wanprestasi, maka agunan yang diserahkan oleh debitur/nasabah harus
dilakukan pengikatan. '

Mengenai pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan dapat ditkuti
berbagai ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan dalam kaitannya dengan
suatu utang-piutang.

4.42 Eksistensi Perjanjian Pengikatan Agunannya sebagai Perjanjian
1kutannya {(Accesoir)

Pengikatan agunan baik dalam parktek perkan konvensional maupun perbankan
syariah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta
KHUPerdata.

Pengikatan jaminan/agunan merupakan perjanjian accessoir (petjanjian
buntut atau perjanjian furutan), sedangkan perjanjian pokoknya dalam konteks
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perbankan berupa pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu,
berdasarkan doktrin hukum maka perjanjian accessoir dibuat berdasarkan suatu
perjanjian pokok. Bila perjanjian pokok hapus maka perjanjian accessoir juga
harus dihapuskan. Sehubungan dengan itu, perjanjian kredit atau pembiayaan
adalah perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan/agunan adalah
perfaniian accessoir. Dengan demikian untuk pengamanan pemberian kredit
atau pembiayaan seharusnya setelah perjanjian ditandatangani segera dilakukan
perjanjian pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan.( Bahsan M, 2002,
halaman 110)

Selanjutnya dalam hal terjadi novasi karena pergantian debitur/nasabah,
maka pengikatan jaminan yang melekat pada perjanjian lama tidak beralih pada
barang jaminan yang baru. Pasal 1422 KUHPerdata mengatur bahwa novasi
dengan penunjukkan seorang berhutang baru menggantikan berhutang lama
sebagai berikut :

YApabila pembaharuan utang diterbitkan dengan penunjukan seorang
berutang baru yang menggantikan orang berutang lama, maka hak-hak
istimewa dan hipotik-hipotik yang dari semula mengikuti piutang, tidak

berpindah atas barang-barang si berutang baru. ™

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun
1996 tentang hak tanggungan, diatur bahwa hak tanggungan menjadi hapus
karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

1.  Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;
Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;
Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh
Ketua Pengadilan Negeri;

4, Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Dari bunyi Pasal 1422 KUH Perdata dan Pasat 18 ayat (1) UU Hak
Tanggungan tersebut, maka pada novasi subyektif pasif perjanjian accessoimya
tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat perjanjian pokoknya tefah hapus
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dengan adanya pembebasan utang dari kreditur/bank kepada debitur/nasabah

lama.

Dengan kata lain hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik tidak berpindah
atas barang-barang berhutang baru. Ketentvan ini berarti bahwa dalam hal
terjadi novasi karena peralihan atau perubahan debitur/nasabah, maka
pengikatan jaminan yang melekat pada perjanjian lama tidak beralih pada
perjanjian yang baru atau dengan kata lain sudah berakhir eksistensinya
{hapus).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka bank akan memperhatikan
atas eksistensi hak tanggungannya yang menjamin hak preferen bank dalam
penguasaan agunan debitur/nasabah. Sehingga dalam pemberian putusan novasi
akan selalu memperhatikan kedudukan hak tanggungannya dengan melihat
ketentuan KUHPerdata.

Lebih lanjut pasal 1423 mengatur secara rinci tentang keberadaan
jaminan dalam novasi subyektif pasif tersebut sebagai berikut :

* Apabila pembaruan hutang terjadi antara si berpiutang dan salah
satu dari orang-orang yang berhutang secara tanggung-menanggung
maka hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik tidak dapat dipertahankan
selain atas benda-benda orang yang membuat perikatan baru itu. "

Penafsiran ketentuan tentang keberadaan jaminan dalam novasi subyektif pasif
ini adalah sebagai berikut :

1. Debitur/nasabah lama sekaligus pemilik faminan pada perjanjian lama
tetapi tidak menjadi debitur/nasabah baru pada perjanjian novasi, maka
pengikatan jaminan yang lama tidak dapat dipertahankan untuk
kepentingan perjanjian novasi, sekalipun debitur/nasabah tersebut tetap
bersedia menjaminkan barangnya ;

2. Debitur/nasabah lama sekaligus pemilik jaminan pada perjanjian lama
tetapi tetap menjadi debitur/nasabah pada perjanjian novasi serta
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bertindak sebagai pemilik jaminan dalam perjanjian novasi, maka
pengikatan jaminan yang lama dapat tetap dipertahankan untuk
kepentingan perjanjian aovasi,

Filosoft yang terkandung dalam pasal 1422 dan 1423 KUHPerdata
tentang lepasnya pengikatan agunan lama tersebut adalah bahwa suatu novasi
atau pembaharuan hutang adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau
perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sekaligus dibuat
perikatan baru. Dengan demikian maka seorang debitur/nasabah yang telah
digantikan oieh debitur/nasabah baru dalam suatu novasi subyektif pasif telah
dibebaskan dari seluruh kewajibannya kepada kreditur/bank. Adalah tidak
sepatutnya seorang debitur/nasabah yang telah dibebaskan kewsjibannya tetap
dibebani kewajiban untuk menjamin perjanjian (novasi) baru, atas dasar
pengikatan jaminan lama. Apabila debitur/nasabah yang telah dibebaskan |
kewsdjibannya tersebut tetap berkehendak untuk menjaminkan hartanya untuk
kepentingan perjanjian novasi, maka harus dilakukan pengikatan jaminan baru.

Debitur/nasabah yang dimaksud disini adalah baik debitur/nasabah
perorangan maupun debitur/nasabah yang berbentuk Badan Hukum, sehingga
ketika terjadi novasi ketentuan pasal 1422 dan 1423 KUHPerdata juga beriaku
bagi debitur/nasabah tersebut.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan bagi bank dalam melakukan
pemberian kebijakan novasi/peralihan debitur/nasabah dapat dibedakan
menjadi 2 menurut kedudukan debitur/nasabah yaitu :

1.  Novasi Subyektif Pasif kepada debitur/nasabah yang turut menjamin
pinjaman atas nama debitur/nasabah lama.
2.  Novasi Subyektif Pasif kepada debitur/nasabah yang tidak turut menjamin

pinjaman atas nama debitur/nasabah lama.

Dalam pemberian kredit diperlukan jaminan untuk kepastian
pembayaran kembali hutang yang diberikan oleh bank akan
mempertimbangkan eksistensi dari hak tanggungan tersebut.
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Dalam hal debitur/nasabah tersebut perorangan atau badan hukum
dimana yang menandatangani perjanjian fersebut terdiri dari 2 subyek hukum
atau lebih secara bersama-sama menanggung hutang tersebut/tanggung renteng
dalam kurun waktu sebelum hutangnya lunas apabila salah satu peminjamnya
mengajukan permohonan keluar dari pinjaman tersebut dan permohonan
tersebut disetujui oleh salah satu peminjam yang setuju untuk menanggung
seluruh hutang tersebut maka bank akan melakukan proses analisis terhadap
permohonan tersebut berdasarkan 5C.

Analisis yang dilakukan oleh kreditur/bank terhadap calon
debitur/nasabah baru yang akan menggantikan kedudukan debitur/nasabah lama
dilakukan secara menyeluruh layaknya permohonan pinjaman baru. Titik berat
yang dilakukan adalsh kemampuan debitur/nasabah barn tersebut dapat
menjadi  pertimbangan bank untuk menyerahkan kewajiban
debitur/nasabah lama kepada debitur/nasabah baru. Selanjuinya yang tidak
katah penting dalam proses analisis ini adatah bagaimana terhadap eksisitensi
pengikatan agunannya, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak.

Contoh dalam permasalahan tersebut dapat ditlustrasikan dalam 2 contoh
sebagai berikut :

1.  Contoh agunan yang dapat dipertahankan hak tanggungannya .

® Nasabah A
# Nasabah B (pemilik agunan)
Bank : ® Nasabah C (pemilik agunan
® Nasabah D
Novasi menjadi
Bank ® Nasabah B (pemilik agunan)

Nasabah C (pemilik agunan
Nasabah D

Ekaistensi pengikatan agunan B & C dapat dipertahan
gambar 4.5. eksistensi agunan yang dapat dipertahankan
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Debitur/nasabah lama adalah A,B,C dan D dengan jaminan berupa tanah
atas nama B, C dalam kurun waktu A atas persetujuan B, C dan D mengajukan
perubshan debitur/nasabah kepada bank dimana debitur/nasabah lama adalah
A,B,C dan D mengajukan perubahan debitur/nasabah baru menjadi B, C, dan
D atas hal tersebut maka berdasarkan Pasal 1423 KUHPerdata, bank akan
mempertahankan agenan B,C karena yang keluar dari debitur/nasabah lama
adalah A yang tidak mempunyai agunan yang dijaminkan pada bank sehingga
tidak mempengaruhi eksistensi dari agunan B dan C yang menjamin hutang
debitur/nasabah baru .

2.  Contoh agunan yang tidak dapat dipertahankan hak tanggungannya.

Nasabah A
Nasabah B (pemilik agunan)
Nasabah C (pemilik agunan
Nasabsh D

Bank e

Novasi menjadi

e Nasabah A
——————— e Nasabsh C (pemilik agunan
e Nasabah D

Bank

Eksistensi pengikatan agunan B tidak dapat dipertahan

gambar 4.5, cksistensi agunan yang tidak dapat dipertahankan

Debitur/nasabah lama adalah A,B,C dan D dengan jaminan berupa tanah
atas nama B, C dalam kurun waktu B atas persetujuan A, C dan D mengajukan
perubahan debitur/nasabah kepada bank dimana debitur/nasabah lama adalah
A,B,C dan D mengajukan perubahan debitur/nasabah baru menjadi A, C, dan
D atas hal tersebut maka berdasarkan Pasal 1423 KUHPerdata, bank akan
melakukan Roya terhadap agunan B karena tidak dapat dipertahankan,
sehingga apabila B tetap bersedia untuk menanggung hutang debitur/nasabah
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baru yaitu A,C, dan D maka harus dilakukan pembebanan kembali atas agunan
tersebut guna menjamin hutangnya debitur/nasabah baru yaitu A,C, dan D,

Selanjutnya bagaimana mekanisme pengaturannya dalam hal
permasalahan tersebut terjadi dalam banks yariah, yang jelas dalam proses
pengikatan agunan bank syariah hingga saat ini masih tetap dengan ketentuan
yang berlaku pada sisitem hukum di Indonesia.

Merujuk dari hal tersebut, maka ketika terjadi permasalahan dalam alih
mudharib tindakan yang dilakukan terhadap eksistensi pengikatan agunannya
adalah sama dengan yang dilakukan dalam hal terjadi novasi subyektif pasif
pada bank konvensional, yaitu funduk kepada pasal 1422 dan pasal 1423
KHUPerdata.
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BABS
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam tesis ini,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hingga saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur
mengenai alih mudharib pada pembiayaan mudharabah, baik dalam Fatwa
Lembaga Dunia (Maj 'ma Buhus), fatwa DSN, maupun kajian figih klasik
maupun kontemporer yang membahas mengenai aturan kebolehan
melakukan alih mudharib.. '

2. Sementara itu hal-hal yang menjadi dasar kebolehan dalam melakukan atih
mudharib pada pembiayaan mudharabah disandarkan pada asas-asas yang
berlaku dalam Hukum Perikatan Islam. Seperti asas kebebasan berkontrak
(mab’'da hurriyah al ta’aqud), asas kerelaan (al-ridho), asas kebolehan
(mab’'da al-ibahah), asas kemanfaatan dan kemasliahatan bagi semua pihak
yang terlibat. Selain itu kebolehan melakukan alih mudharib disandarkan
pada adanya kaidah-kaidah yang berlaku dalam Perikatan Islam. Kaidah-
kaidah tersebut anatar lain mengenai : kelenturan Hukum, kaidah umum
dalam bermuamalah dan kaidah mengenai kedudukan hukum bagi pihak
yang menggantikan. Dari asas-asas dan kaidah-kaidah tersebut dapat
dijadikan rujukan bagi kebolehan melakukan alih mudharib..

3.  Eksistensi terhadap peganjian yang mengikuti (accesoir) pada alih
mudharib, mengacu pada KHUPerdata pasal 1422 dan pasal 1423 pada
prinsipnya hapus. Dalam hal mudharib lama yang sekaligus pemilik agunan
tidak lagi menjadi mudharib yang ikut tanda tangan dalam akad peralihan
mudharabah, maka atas agunan tersebut tidak dapat dipertahankan,
Selanjutnya jika ingin dipertahankan dalam akad mudharabah yang baru,
harus dilakukan roya untuk kemudian dipasang hak tanggungan/fidusia/
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gadai kembali. Sebaliknya jika pemilik agunan sekaligus Mudharib lama
masih ikut dalam tandatangan dalam akad mudharabah yang baru, maka
atas agunan tersebut masih dapat dipertahankan tanpa harus melakukan
roya-pasang. Teknis pengikatan agunan acvan yang digunakan adalah
Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, undang-undang nomor 42
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta KHUPerdata.

B. Saran.

1. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam KHUPerdata dimungkinkan
terjadinya alih debitur/nasabah (novasi subyektif pasif) pada pinjaman, dan
tidak dapat dipungkiri hal tersebut juga terjadi pada perbankan syariah
khususnya pada pembiayaan mudharabah. Selanjutmya untuk memberikan
perlindungan bagi bank dalam melakukan alih mudharib disarankan agar
ulama-ulama melakukan kajian secara mendalam mengenai alih Mudharib
pada pembiayaan mudharabah sehingga dikelnarkannya suatu fatwa dari
DSN tentang alih Mudharib

2.  Fatwa tersebut pada tatanan pelaksanaan memerlukan petunjuk teknis yang
nantinya akan diatur dalam suatu ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang
mengatur bagimana teknis pelaksanaan alih mudharib dimaksud.

3. Konsep peralihan kewajiban berupa pembiayaan sebagai obyeknya dalam
alih mudharib berbeda dengan konsep peralihan novasi dan hiwalah yaitu
berupa hutang sebagai obyeknya. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut
mengenai alih mudharib ditinjau dari sist akuntansi pembukuvannya.
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/19/PBL/2007
TENTANG
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA
PELAYANAN JASA BANK SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perbankan syariah harus senantiasa memenuhi prinsip
syariah yang terus berkembang sejalan dengan
perkembangan transaksi-transaksi keuangan syariah;

b. bahwa para pihak dalam industri perbankan syarizh, antara
lain meliputi pemerintah, otoritas pengawas, pengurus bank,
Dewan Pengawas Syariah, nasabah bank, dan pihak-pihak
yang memiliki kepentingan terhadap perbankan syarah
harus memiliki penafsirar yang sama terbadap prinsip
syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam buruf a dan b dipandang perlu untuk mengatur
ketentuan tentang  pelaksanaan prinsip syariah dalam
kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta
pelayanan jasa bank syariah dalam Peraturan Bank

Indonesia.

Mengingat ....

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



-2-

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telab diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA
SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:
1. Bank Syariah, yang selanjutmya disebut dengan Bank adalah Bank Umum
atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang. ..
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Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan
kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasatl 1

angka 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengap UU Nomor 10 Tahun 1998.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagiban/piutang yang dapat

dipersamakan dengan itu dalam :

a. transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah
dan/atau Musyarakah;

b. transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad [jarah atau Akad
Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (ljarah Muntahiyah bit
Tamlik),

¢. transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas Akad Murabahah,
Salam, dan Istishna,

d. transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad Qardh; dan

e. transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Jarah atau
Kafalah.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan nasabah dan/atan

pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak

sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dauna, penyaluran dana dan

pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi Prinsip Syartah.

(2) Pemenuhan ...
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(2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain
prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan
(mnaslahah), dan universalisme {(alamiyah) serta tidak mengandung gharar,

maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.

BAB I
PENGHIMPUNAN DANA, PENYALURAN DANA DAN
PELAYANAN JASA
Pasal 3

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dilakukan sebagai berikut :

a, dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain
Akad Wadi'ah dan Mudharabah;

b. dalam kegiatan penyaluran danaz berupa Pembiayaan dengan
mempergunakan antara lain  Akad Mudharabah, Musyarakah,
Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan
Qardh; dan

c. dalam kegiatar pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad
Kafalah, Hawalah dan Sharf.

BAB It
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH
Pasal 4

(1) Dalam hal salah satu pibak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
tertuang dalam Akad antara Bank dengan nasabah, atau jika terjadi

sengketa...
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sengketa antara Bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui
musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara
lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan
melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SANKSI
Pasal 5

Bank yang tidak melaksanakan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
berupa:

a. teguran tertulis;

b. penurnan tingkat kesehatan Bank;

c. penggantian pengurus; dan/atau

d. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu

maupun untuk Bank secara keselurzhan.

BAB V...
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BABV

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

(1) Akad antara Bank dengan Nasabah yang mengacu pada Peraturan Bank
Indonesia No. 7/46/PBL/2005 tanggal i4 November 2005 tentang Akad
Penghimpunan dan Peayaluran Dana Bagt Bank Yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan belum jatuh tempo pada
saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tetap berpedoman pada
Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PB1/200S tanggal 14 November 2005
tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Akad antara Bank dengan Nasabah yang mengacu pada Peraturan Bank
Indonesia No. 7/46/PBL/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang jatuh tempo setelah
Peraturan Bauk Indonesia ini berlaku dan akan diperpanjang, harus
disesvaikan dengan memenuhi pripsip syariah sesuai Peraturan Bank

Indonesia ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih janjut tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur
dengan Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 8...
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Pasal 8

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka Peraturan Bank
Indonesia No. 7/46/PBL/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4563) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. _
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggai 17 Desember 2007
a.n.GUBERNUR BANK INDONESIA

MIRANDA S.GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

Divndangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASE MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
ANDIMATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 165
DPbS
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/19/PBI1/2007
TENTANG
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN
PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA
PELAYANAN JASA BAGI BANK SYARIAH

UMUM

Perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan kenangan telah mendorong
berkembangnya inovasi  transaksi-transaksi keuangan syariah. Untuk
mengantisipasi timbulnya risiko reputasi atas pesatnya perkembangan inovasi
transaksi keuangan syariah tersebut diperlukan kesesvaian dengan prinsip syariah
secara istigomah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk
itu diperiukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan yang berlaku
terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran dana seria pelayanan jasa bank syariah dalam rangka memelihara
kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dengan adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syarizh dalam
kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
gyariah, akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan
dimana pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang schat.
Selain itw, =adanya ketentuan ini dapat memberikan kejelasan pelaksanaan
prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta
pelayanan jasa bank syariah sehingga dapat membantu operasional bank syariabh
menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk
bagi pengawas dan auditor bank syariah.

PASAL....
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 4
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Prinsip Syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank bersumber pada Fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan:
‘" ‘Adi” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatmya, dan
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu
sesuai posisinya.

r

“Tawazun™ adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual,
aspek privat dan publik, sektor kevangan dan sektor nil, bisnis dan sosial,
dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

“Maslahah” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi
duniawi dan wkhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif
serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal),
bermanfaat dan membawa kebalkan (thoyib) dalam semuva aspek secara
keselurvhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.

“Alamiyah” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras
dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan il
alamin).

“Gharar” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi
dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

“Maysir”....
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“Maysir” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang

tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.

“Riba” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil)
antara lain dalam fransaksi perfukaran barang sejenis yang tidak sama
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi
pinjam-meminjam yang mempersyaratkan mnasabah penerima fasilitas
mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena
berjalannya waktu (nasiah).

“Dzalim” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak
lainnya.

“Risywah’ adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk
lainnya yang melanggar bukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau
kemudahan dalam suatu transaksi.

Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang dibaramkan dalam syariah,

Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

Wadi’ah adalah trassaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada
penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan
untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul
maal) kepada pengelota dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha
tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebehmnya.
Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik
dana dap/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah
dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah
yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi
modal masing-masing.

Murabahah....
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Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan
barang ditambah dengan margin yang disepakati olah para pihak, dimana
penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan
syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
Istishna' adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati
dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa
antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa
dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang
disewakan.

ljarah Muntahiyah bit Tamlik adalah transaksi sewa menyewa antara
pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek
sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.
Qardh adalah trapsaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan
kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara
sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung
(kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhu/ashil).

Hawalah adalah transaksi pengaliban hutang dari satu pihak yang berhutang
kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Sharf adalah transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)....
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Ayat (2)
Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Bank
Indonesia mengenai Mediasi Perbankan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4793
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/46/PB1/2005
TENTANG

AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN

Menimbang:

Mengingat :

a.

1.

PRINSIP SYARIAH
GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa perbankan syariah harus sepantiasa menjaga
kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun
kesesuaian terhadap prinsip syarish yang menjadi dasar
operasinya;

bahwa setiap pelaku dalam industri perbankan syariah,
termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta
otoritas pengawas harus memiliki kesamaan cara pandang
terhadap Akad-Akad produk penghimpunan dan penyaluran
dana bank syariah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan
ketentuan tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana
bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
{(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan ...
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG AKAD
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI
BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank ...
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Bank adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 13 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat jjab (penawaran) dan gabul
(penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban
masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah;

Wadi’ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang
pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima
titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal)
kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,
dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan mugi (profit and
loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Musyarakah adalah penanaman dana dari  pemilik dana/modal untuk
mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal
berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

7. Murabahah ...
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Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah
dengan margin keuntungan yang disepakati.

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat
tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Istishna' adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran
sesuai dengan kesepakatan.

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah
mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa
atau imbalan jasa;

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak
peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan
dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2
Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank
wajib membuat Akad scsuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank
Indonesia ini.
Dalam Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditegaskan jenis
transaksi syariah yang digunakan.
Transaksi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram
dan maksiat.

§
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BAB I1
PERSYARATAN AKAD PENGHIMPUNAN
DAN PENYALURAN DANA
Bagian Pertama
Penghimpunan Dana
Pasal 3

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan
Wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a.

Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai
pemilik dana titipan;

dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah
nominal;

dana titipan dapat diambil setiap saat;

tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada
nasabah;

Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Pasal 4

Dalam  kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan
Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a.

nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan Bank bertindak
sebagai pengelola dana (mudharib);

Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya
melakukan Akad Mudharabah dengan pihak lain;

¢. modal ...
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¢. modal harus dalam bentuk funai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah
nominalnya;

d. nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh Bank
dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan
rekening;

¢. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
dituangkan dalam Akad pembukaan rekening.

f.  pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap
akhir bulan laporan.

g. Bank menuiup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah
keuntungan yang menjadi haknya; dan

h. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito

berdasarkan Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai
pemilik dana;

b. dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;

¢. pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi dinyatakan dalam
bentuk nisbah;

d. pada Akad tabungan berdasarkan Mudharabah, nasabah wajib meng-
investasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank
dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan

rekening;

e. nasabah ...
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nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesgpakatan;

Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;

Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa
persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan

Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana
Paragraf 1
Penyaluran Dana Berdasarkan Mudharabah dan Musyarakah
Pasal 6

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam  bentuk pembiayaan berdasarkan
Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a.

Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh,
dan nasabah bertindak sebagal mwudharib yang mengelola dana dalam
kegiatan usaha;

jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan
ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak
dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;

pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;

dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan
jumiahnya;

dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang

diserahkan ...
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diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;

pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan dalam bentuk

nisbah yang disepakati;

Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika

nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang

mengakibatkan kerugian usaha;

nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu

investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;

nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (ffering) yang besamya
berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;

pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung

dan rugi (profit and loss sharing) atan metode bagi pendapatan (revenue

sharing);

pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan

laporan hasil usaha dari usaha mudharib;

dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang

dibiayai Bank, maka berlaku ketentuan;

(i) nasabah bertindak sebagai mitra wsaha dan mudharib;

(ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai
tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi
modalinya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank dan
nasabah;

pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad untuk

pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan

secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah;
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dan
Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko
apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam

Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Pasal 7

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
Mudharabah mugayyadah (restricted investment) berlaku persyaratan paling
kurang sebagai berikut:

a.

Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (channelling agent)
kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha
dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;
jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan Bank;

Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak
dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;

pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;

dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang
diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar;

Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima fee (imbalan) yang
perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;

pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi dinyatakan dalam
bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah;

Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko
kerugian usaha yang dibiayai; dan

i. investor ...
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investor sebagai pemilik dana Mudharabah mugayyadah menanggung
seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan
kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian
usaha.

Pasal 8

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a.

Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan
bersama-sama menyediakan dana dan/atan barang untuk membiayai suatu
kegiatan usaha tertentu;

nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha
dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang
yang disepakati;

Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah
untuk mengelola usaha;

pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;

dalam hal pembiayaan diberikan dalam benfuk barang, maka barang yang
diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;

jangka wakw pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;

biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk
nisbah yang disepakati;

Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi

modal ...
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modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi
perjanjian dari salah satu pihak;

nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu
investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (#ering) yang besamnya
berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;

pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi
(profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing);
pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan
keuangan nasabah;

pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau
dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha;
dan

Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko
apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam
Akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Paragraf 2
Penyaluran Dana Berdasarkan Murabahah, Salam dan Istishna’
Pasal 9
Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli
barang.

b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank

ditentukan ...
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ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya;

dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli
barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara
prinsip menjadi milik Bank;

Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau wrbun
saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan
selain barang yang dibiayai Bank;

kesepakatan marjin harus ditentukan satu kalt pada awal Akad dan tidak
berubah selama periode Akad;

Angsuran pembiayaan sclama periode Akad harus dilakukan secara

proporsional.

Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan sebagai
berikut :

a.

dalam hal vang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang
setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari
vang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang
muka kepada nasabah. Namun jika nilai vang muka kurang dari nilai
kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta
lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah,

dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang
telah dibayarkan nasabsh menjadi milik Bank maksimal sebesar

kerugian ...
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kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan

ijika urbun tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Pasal 10

(1) Dalam pembiayaan Murabahah Bank dapat memberikan potongan dari total
kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan
kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang

@

(1)

mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
Besar potongan Murabahah kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam
Akad dan diserahkan kepada kebijakan Bank.

Pasal 11

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Salam
berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a.

Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah,
jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;

pembayaran harga oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan secara
penuh pada saat Akad disepakati;

pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk
pembebasan kewajiban nasabah kepada Bank ;

alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan
kesepakatan;

Bank sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang
sesuai kesepakatan maka Bank dapat meminta jaminan pihak ketiga

sesudj ...
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sesuai ketentuan yang berlaku; dan

g. Bank hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat
barang yang dibeli Bank telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat
perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual
kepada pihak lain.

(2) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu

3

@)

)

penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka Bank

memiliki pilihan untuk :

a. membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana
hak Bank;

b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau

¢. meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang
sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang
pesanan semula;

dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang

lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuvali

terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah;

dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang

lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh

menuntut pengurangan harga (discount).

Pasal 12
Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Salam

paralel berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
a. Bank sebagai pembeli dalam Akad Salam dapat membuat Akad Salam

paralel ...
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paralel dengan pihak lainnya dimana Bank bertindak sebagai penjual;
kewajiban dan hak dalam kedua Akad Salam tersebut harus terpisah;
Pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Salam tidak boleh tergantung
pada Akad Salam lainnya;

Bank yang bertindak sebagai penjual dalam Akad Salam paralel harus
memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam
Akad Salam tidak memenuht Akad Salam;

Bank menjual barang kepada nasabah pemesan dengan spesifikasi,
kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
pembayaran harga oleh nasabah kepada Bank dilakukan secara penuh
pada saat Akad disepakati;

dalam hal pembayaran harga oleh nasabah kepada Bank dilakukan
secara angsuran maka wajib dilakukan dengan Akad Murabahah;
pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk
pembebasan kewajiban Bank kepada nasabah;

alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan
kesepakatan,;

nasabah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum
diterima;

dalam rangka meyakinkan Bank dapat menyerahkan barang sesuai
kesepakatan, maka nasabah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai
ketentuan yang berlaku.

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu
penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah
memiliki pilihan untuk:

a. membatalkan ...
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membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana
hak nasabah;
menunggu penyerahan barang tersedia; atau
meminta kepada Bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang
sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang
pesanan semula;

(3) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang
lebih tinggi maka Bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali
terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasababh;

(4) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang
lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh

menuntut pengurangan harga (discount).

Pasal 13

(1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Istishna'
berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a.

Bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas,
jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;

pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk
pembebasan hutang nasabah kepada Baok;

alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan
kesepakatan;

pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada Bank dilakukan secara
bertahap atau sesuai kesepakatan;

(2) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu

penyerahan ..,
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penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah

memiliki pilihan untuk:

a. membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana
kepada Bank;

b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau

c¢. meminta kepada Bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang
sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang
pesanan semula;

Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang

lebih tinggi maka Bank tidak boleh meminta tambabhan harga, kecuali

terdapat kesepakatan antara nasabah dengan Bank;

Dalam hal Bank menyerabkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang

lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka nasabah tidak

boleh menuntut pengurangan harga (discount).

Pasal 14

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Istishna'

paralel berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a. Bank sebagai penjual dalam Akad Istishna’ dapat membuat Akad
Istishna' paralel dengan pihak lainnya dimana Bank bertindak sebagai
pembeli;

b. kewajiban dan hak dalam kedua Akad Istishna’ tersebut harus terpisah;

c. pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Istishra’ tidak boleh tergantung
pada Akad Istishna’ paralel atau sebaliknya;

d. dalam hal Bank yang bertindak sebagai pembeli dalam Akad Istishna'
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paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila
nasabah dalam Akad Istishna’ tidak memenuhi Akad Istishna’,
Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, harus dilakukan

secara proporsional.

(2) Ketentuan Istishna’ berlaku pula pada Istishna’ Paralel sebagai berikut :

a.

Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah,
jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;

pembayaran oleh Bank kepada mnasabah tidak boleh dalam bentuk
pembebasan hutang nasabah kepada Bank;

alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan
kesepakatan;

pembayaran oleh Bank selaku pembeli kepada nasabah dilakukan secara
bertahap atau sesuai kesepakatan;

dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas
yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga;
dalam hal nasababh menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas
yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka Bank
tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount).

Paragraf 3

Penyaluran dana berdasarkan Akad Jjarah, ljarah muntahiya bitamlik

dan Qardh
Pasal 15

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ljarah untuk
transaksi sewa menyewa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a. Bank ...
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Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah
dimiliki Bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain
untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;

objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara
spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka
waktunya;

Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas
maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang
sewa sesuai kesepakatan;

Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya
materiil dan struktural sesuai kesepakatan;

Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan
disewa oleh nasabah;

nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutubhan barang sewa,
dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan
kesepakatan;

nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi
bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah ;

Pasal 16
Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan Jjarah
muntahiya bittamlik (IMBT) berlaku persyaratan paling kurang sebagai
berikut :
a. IMBT harus disepakati ketika Akad Ijarah ditandatangani dan
kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam Akad [jarah dimaksud;

b. pelaksanaan ...
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pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah Akad Jiarah dipenuhi;
Bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah
berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa;
pengaiihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam
Akad tersendiri setelah masa Jjarah selesai;

(2) Ketentuan Jjgrah berlaku pula pada Akad IMBT sebagai berikut :

a.

Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah
dimiliki Bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak
lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;

objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi
secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa
dan jangka waktunya;

Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas
maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang
sewa sesuai kesepakatan;

Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang
sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan;

Bank dapat mewakitkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang
akan disewa oleh nasabah;

nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan
barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai
dengan kesepakatan;

nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang
terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah;

Pasal 17 ...
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Pasal 17

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Jjarah untuk

transaksi muitijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a.

Bank dapat menggunakan Akad Jjarah untuk transaksi multijasa dalam jasa
kenangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, keschatan,
ketenaga kerjaan dan kepariwisataan;

dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan Akad Jjarah untuk
transaksi muitijasa, Bank dapat memperoleh imbalan jasa (wjrah) atau fee;
besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk
nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Pasal 18

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan Qardh
berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a.

Bank dapat memberikan pinjaman Qardh untuk kepentingan nasabah
berdasarkan kesepakatan;

nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh yang diterima
pada waktu yang telah disepakati;

Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi schubungan
dengan pemberian pinjaman Jardh;

nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada
Bank selama tidak diperjanjikan dalam Akad;

dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak
mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau

mcngllagus .
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menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban
kerugian Bank;

dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian
atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank
dapat menjatubkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan
pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban
pinjaman nasabakh;

sumber dana pinjaman Qardr untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat
berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;

sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan
dana komersial jangka pendek (short term financing) diperbolehkan dari
Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan
kepentingan nasabah pemilik dana;

Bagian Ketiga
Ketentuan Ganti Rugi (Ta 'widh)
Pasal 19

Ketentuan Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Pembiayaan:

a.

Bank dapat mengenakan ganti rugi (fa 'widh) hanya atas kerugian riil yang
dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau
karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad
dan mengakibatkan kerugian pada Bank;

Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai
dengan nilai kerugian riil (real loss) yang berkaitan dengan upaya Bank
untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang

diperkirakan ...
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diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang
{opportunity lossial-furshah al-dha-i’ah),

ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Akad Jjarah dan Akad yang
menimbulkan utang piutang (dain), seperti Salam, Istishna’ serta
Murabahah, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai;

ganti rugi dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah, hanya boleh dikenakan
Bank secbagai shahibul maal apabila bagian keuntungan Bank yang sudah
jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai mudharib;

klausul pengenaan gantt rugi harus ditetapkan secara jelas dalam Akad dan
dipahami oleh nasabah; dan

Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara Bank dengan nasabah.

BAB III
PENYELESAJAN SENGKETA BANK
DAN NASABAH

Pasal 20
Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
diperjanjikan dalam Akad atau jika terjadi perselisihan di antara Bank dan
Nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah;
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai
kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui
alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase Syariah;
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BABIV
SANKSI
Pasal 21

(1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal
19 Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 berupa:

a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau
€. penggantian penguius.

(2) Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak melaksanakan pengawasan terkait
dengan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19
Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan atau
b.  pencabutan izin usaha UUS.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Akad-Akad Bank yang telah jatuh tempo dan akan diperpanjang wajib disesuaikan
dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Peraturan ini mulaij berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 124
DPbS
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12 - Hawalah

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 12/DSN-MUT/IV/2000
Tentang
HAWALAH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatilan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG HAWALAH

Pertama : Ketentuan Umum Hawalah:

1.

L

o b

Kedua:

Rukun hawalah adalah muhil (U:»<!), yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang,
muhal atau muhtal (Jasal 5 o), yakni orang berpiutang kepada mubil, muhal ‘aiih
{ade Jadlly, yakni orang yang berhutang kepada muhi/ dan wajib membayar hutang kepada
muhtal, muhal bih (4 Jasd), yalni hutang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-gabul).
Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukikan kehendak
merela dalam mengadakan kontrak (akad).

Akad dituangkan secara tertulis, melaiui korespondensi, atau menggunakan cara-cara
komunilasi modem.

Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal ‘alaih.
Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatalan dalam akad secara tegas.

Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang tetlibat hanyalah muhtat dar muhal
*alaih; dan hak penaglhan muhal berpindah kepada muhal *alaih.

Jika salah satu pthak tidak menunaikan kewajibannya atau jika tetjadi perselisthan di antara
para pihak, maka penvyelesaiannya dilakulan medalui Badan Arbitrasi Syari‘ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- gz _ Ditetapkan di : Jakarta
‘fanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M
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07 - Pembiayaan Mudharabah

FATWA
DEWAN SYART'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/TV/2000
Tentang
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

L
2,

10.

Kedua :

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain
untuk suatu usaha yang produktif,

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 %
kebutishan suatu proyek {usaha}, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai
mudharib atau pengelola usaha.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudhatib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesual
dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan,

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan
plutang.

1KS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecual; jika
mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, ialal, atau menyalahi perjanjian.
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib
tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
Jaminan inl hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukt melakukan pefanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepaiati bersama dalam alad.

Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur
oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran
terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah
dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayean:

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

Permnyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak
mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
b. Peneriiaan dari penawaran dilakukan pada ssat kontrak.

¢. Akad dituangkan secara terhulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-
cara Komunikasi modem;

-21-
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Ketiga =

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada
mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk
aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

¢. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara
bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumiah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat
keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a. Harus diperuntukdan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratian hanya untuk satu pihak.
b, Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada
wakiu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepalatzn.

<. Penyedia dana menanggung semua kerugian alkibat dari mudharabah, dan pengelola tidak
boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian,
atau pefanggaran kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan {mugabil} modal yang
disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib; tanpa campur tangan penyedia dana; tetapi
ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mernpersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat
menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

¢. Pangelols tidak boleh menyalahi hukum Syari‘ah Islam dalam tindakannya yang
berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi keblasaan yang bedaku dalam
aktifitas itu.

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

Kontrak tidak boleh dikaitkan {mu‘allag} dengan sebush kejadian di masa depan yang belum
tentu terjadi.

Pada dasamya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasamya akad ini
bersifat amanah {yad akamanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau
pelanggaran kesepakatan,

Jka salah satu pihak tidak menunalkan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara
kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‘ah setelah
tidak tercapal kesepalatan melalui musyawarah,

Ditetapkan di : Jakarta
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dari istrinya yang lurut hadir dinadapan saya, Motaris, yaitu:

- Nyeny2 SN - di Sragen, pada tanggal -

27-11-1958 {dua puluh tujuh Nopember scribu sembilan raius lima puluh sembilan), -

i),
Swasta, pemegang Karu Tanda Penduduls normor GRS
- Warge Negara Indonosia.---

Uniul sementara berada di Jakana. -

Keduanye bartompat tingga! sama di Suraiarta, Jalan Wolter Monginsidi nomor %, ----

Rukun Tetanggz @R, Rulwn Warge e Kcluizhan Gmngan, Kecomatan Banjarsari, --

Kot Surakarta. Aonmmmmt e e - emreesemmmans e
- Untuk selanjulnya disebul | - O

PIHAK PERTAMA - YANG BERHUTANG LAKA

- Menurut keterangannya dalam hat ini boitindal dalem jabataniya sclaku Dircldur -----
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Persercan mewaldl Dirclksi dari -- dan scbogaimana demikian untuk dan atas nama----

arseroan Terbatas PT. (NEINGERE:; kedudukan di Karanganyar, Kebupaten ---------

"D

Karanganyar, Propinsi Jawa Tengeh, yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya ----
dimusat dalam alda tertanggat 01-09-2008 {satu September dua ribu delapan), nornor---
Ge, dibuat dinadapan JAERNGSINERPS - jana Hulkum, Notaris di Surakarta, -----
yang ielah mendapat pongesahan Jdari pihak yang bervenang, yaitu Menteri Hulkum ---

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal ---

2y

24-08-2008 {dua pulu‘i cmpat September dua ribt’delapan), ricimor

Lt (¢ sciarijutnya diseDut POreerGan); --r-r-s-sem-

- dan sesuai dengan ketentuan pasat 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perscroan, telah ------

mendﬁpat persetujuart i Dewan Komisaris Perseroan yang turut hadir dihadapan----

saya, Motaris, yaitu:

- Tuar eI, 111 o Suralarta, pada tanggal 13-02-1971--we--

{delapan belas Pebruar seribu sembilan ratus tujuh puluh saty), Swosta, ---—-remeeeea-

pemegang Kartt Tanda Pendudul nomey eI tcrat tinggal -

di Surakarta, Jalan Semeru Utara (iliiis Wetan, Rukun Tetangga 00@) Rukun---—--

Warga 019, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kola Surakena, -------a=sase-em-

3
- Warga¥egara Indonesia;

- Untul¢ sementara berada f Jakana

- Unluk selanjutnya disebut ; - I E

PIHAK KEDUA - YANS BERHUTANG BARY

e . Tuan insinyur STETSERETIRAERS =1 ¢i Sukabumi, tanggal 19-03-1955 (sembitan

ey
XE
I
&
;\;‘

Celas Maret seribu sembilan ratus lima puluh fima}, Kepata Divist Agribisnis Perseroar

Terbatas PT. Bark (KRNI . pomegarg Kartu Tanda.— -
Penduduk nomortiENMENIEERIRIS. bertempat tinggal di Jakarta, Jatan Hang -----

1ekir fnomor ¢gRUIUN Tetanggn WAl Ruliun Warga I8 Kefurahan Gunung, -

Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakana Selatan;

. - Warga Negara Indoreaa, —

- Menurdl kelerangannya dolam hal ins bertindak galam jabatannya tersebut ------m--oeoe
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bordasarkan Surat Kuasa Direksi wertanggal 26-10-2007 (dua puluh enam Oldober-me—--
dua rib iujuh). nomor B.573-DIRIACKN 02007, cich karananya mowakili Dircksi dari -
dan sebagaimana demildan untuk dan alas nama Perusahaan Persercan (PERSERQO)
PT. R - isingkat PT. BANK MREORE -
R > iccucokan di Jakadta, Jalar SRR ----
Jakortaqiiile yang Aita Fendiriannya dimuat dalam akta tertangga! 31-07-1992 (liga-
puluh satu Julk seribu sembilan ratus sémbi_!an putuh dua), nomor ¥R, dibuat-v-—--ce-n--
cihadapan MRS ana Hukum, Netaris ¢ Jakarta, den telah mengalami -
bebarapa kali perubahan, terakhir Anggaran Dasar telah discsuaikan dengan Undang-
Undang Republil indonesia Nomor #8 Tahﬁn 2007} berdasarkan alda Pernyataan ------
Keputusan Rapat Umum Pemegang Szham, terlanggal 26-05-2008 (dua puluh enam--
Mai dua ribu delapan), nomor U, dibuat dthadapan m Sarjana Hukum,
Notaris di Jakaria, yang telah mendapat persetujuan dari pihak yang benvenang, yaitu
Menteri Hulkurm dan Hak Asnst Manusia Repubiik Indonesia, dengan Surat -----eemr—eemes
Keputiusannya tertanggal lm."zam'._ﬂ.gustus dua ribu delapan), Nomor ----e—--

RN T:hun 2008, -

- Untul selanjutnya disebut

PIHAK KETIGA ~ BANK

Para penghadap saya, Notaris konal.

Para penghadap bertindak sebagaimang tersebut diatas mencrangkan lerlebih dahulu ----

- Bahwa YANG BERHUTANG LAMA dengen ini mengakui tolah berhutan: pada BANK, ---

berdasarien ;

2. Alta Perjanjian Kredh, tertangge GNIINERINdua Septeinber dua ribu tiga), nomar -
A.

b. AKlz Perjanjian Kredit, tertangoa!QERIRIRRYCUS puluh fima Nopember dua riby-—r---
lima), nomor 30; - -

Kedua alda tersebut dibuat dihadapam, Sarjana Hutwrn, Notaris di-—--

c. Akla Addendum Perianjion Kredii Modal “erje, tertanggal 03-07-2005 (tiga Juli dua

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



Ay

ribu enam), nomor 1, yang dibuat dhadapan LRSEENMEND S:'jono---------

Hulkum, Notaris di Surakaria. e mmmo—qmmmmam—mmams oo

d. Alda Porjajicn Kredit Medai Korja i (dua), tertanggal 28-12-2008 {disa puluh delapan---

Cesamber dua ribu cnam), nooer 25,

e. ;&lda Perpanjangan Krodit Modal Kerja, teftanggal 20-08-2007 {(dua puluh Juni dﬂa -----
HDU WLUR), OMO? 28 v e : e L
. Akia Perpanjangan dan Suplesi Kiedit Modal Kerja, tertanggat 15-07-2008 [lima belas-
Juli dua ribu defapan), nomor 15, -
Ketiganya diguat dihadap_an'm, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarty, -------
berupa fasifitas Kredit Modal Kerja sampat jumiah pinfaman pokol sebesar--r--eeee--rmmenee--

Rp. £3.000.000.000,- {enam puluh tiga mitlar upiahy);

{untuk selanjutnya disebut Perjanjizn Kredit). -

:f

; r
- Bengan demikian, perjanjian ini terkalt dengan peijanjian sebagaimana terivang dalarn--

Aldz Perpanjangan dan Suplasi Kredit Kedal Keria, tertanggal 15-07-2008 (lima belas Juli
dua ribu delapan), nomor 15, schagaimana tersebut di atas, schingga akta ini lidak akan -

dibuat tanpa adanya Alda Ferpanjangan fan Suplosi Kredil Modat Kerja tersebut maupun-

pengikatan agunan yang telah dibUat SCDOIUMIMYA. «-<---ss-ssmmranesas sermmrrmsmes e cmee e

- Bahwa untul menjamin pembayaran hutang tersebut, YANG BERHUTANG LAMA, telah

memberiian agunan berupy:
1. & Sebideng tanah Hak Mitik, Sedipilat ncmer JJIVDagen, sebageimana diurailan ----
dalam Oambar Situasi, nemer -m seluas 4,152 M2 {ompat ribu seratus.----

lirna putuh dua meter porsegh), terletak di Propinst Jawa Tengah, Kabupaten ---------

Raranganyar, Kecomatan Jaten, Desa Dagen,; -

- -1 T ‘,* I . . .
b, Sebidang tanah Hak Mifik, Sertipiicat nomceilVDagen, scbagaimana divraikan-----
dalam Gambar Siiuasi, nomsrm seluas 3.300 M2 {liga ribu tiga ratus------

meter persegl), tertetak di Propinsi Jawa Aengah, Kabupaten Karanganyar, ----------

Kecamatan Jaten, Desa Dagen,----------
Xedua sertipikat terscbut tercaal 2tzs nema TR i - e eeeeeeee
- m yang diperlihatken kepada sava, Notaris.
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Berikut bangunan pabrik penyosohan beras berikut bangunan penunjong iainnya---
seluas 3.659 M2 (tiga ribu cnam ratus lima puluh sembilan meter persegl) yang-----

erdiri diatas tanch Sertipikat Hak Mililk nomoregli®iDagen tersebut dan Sertipileat -

Hak Milik nomorglCage terschut; -

- atas tanah dan bangunan tersebut inlah torpasang Hak Tanggungan, yaitu | -------

i. MHak Tanggungan peringkat | {pertama) sebesar Rp. 2.500.0G0.0GC, - (dua miliar
lima ratus juta rupiah) sebagaimana tarnyata datam Sertipilkat Hak Tanggungan
peringkat 1 {pertama), tefanggat 14-1.0-"003 {orpat belas Oldober dua ribu--..-
tiga), nomor <Ry

ii. Hak Tanggungan peringkat 1] {dug) scbesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar-—--

rupiah) sebagaimanz temyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan peringkat -~
(dua), tertanggal el cmpat belas Januvari dua ribu empat), nomer --—---

ji. Hak Tanggungan pcringlat 11§ (tiga) sebesar Rp, 400.000.600,- (empat ratus-—

juta rupiah) sebagaimana temyata daloim Scrlipikat Halk Tanggungan peringlat
Il {tiga), teriangoal 26-12-2005 {dua puluh enam Desember dua ribu lima), -
nomor QNI

iv. Hak Tanggungan peringkat IV (empat) sebesar Rg. 1.500.000.000,- {satu miliar

lima ratus juta rupish) schagaimana ternyata dalam Sertipilcat Hak Tanggungan
peringkat 1V {empat, tertanggal 22-08-2008 (dua puluh dua Agustus dua riby --

enam), ’lllpb'dan -------

v, Hzle Tanggungan peringiat V ima) sebesar Rp. 3.050.000.003, - {tiga miliar ----

lima pulth juta rupiah) sepagaimana temyata dalam Sertipikat Hal--r--eamemeeran-e
Tanggungan peringlat ¥V (lima), tertanggal 05-52-2007 {lima Pebruari dua riby -

tujun;, NG =

Sebidang tanah Hak Milik, Seripikat nemor 363Mgiio, sebagaimana dicralkan dalaim---

r

Gambar Situasi, nomor 998/198B, scluas 3.430 M2 (tiga ribu empat ratus tiga puluh----
mater perszgl), tercatot atas nama (KNTRENEONNR. torictak di Propinsi Jawa —------

Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasiiamadu, Dosa NGO, ---wm-sammeeaeemses-
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- atas tanah tersebudt telah terpasong Hak Tanggungan, yaitu:

i Hak Tanggungan peringliat | (pertama) scbesar Rp JieesisCl - (dua ratus lima -
puluh juta rupiah} sebagaimana tomyata dularn Sertipikat Halk Tanggungan ----------
peringkat ! (perama), terlanggal 14-12-2004 (empat belas Desemser dua by -

empat), nomer GRIIIER Gon e ¢ .

. Halk Tanggungen poringkat 3 {dud) schesar Rp. 2.920.000.000, - (dua mitiar

sembilan ratus doa puluh juta rupiah) setagaimana temyata dalam Serlipikat Hak -

Tanggungan peringkat 1 (dua), tertanggal 85-02-2007 {ima Pebruari dua rib

tujun), nomor JmEie-

. Sebidang tanah Hak Milik, Scriipilat nomer 652/0agen, scbagaimana diuraikan dalam-

ol

Surat Ukur, teftanggal 30-07-2007 (tiga puluh Juli dua ribu tyjuh), neimer C0571/2007, -
seluas 1.110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi), tercatat alas namadiii -----
‘ terletal di Propinsi Jawa Tengah, Katupaten Karanganyar, Kecamatan ---

Jaten, Besa Dagen;

- atas tanah terschut teloh terpasang Hak Tanggungan peringkat | [perdama) sebesar--
Rp. 1.025.000.000,- {satu millar dua putuh lima juta rupiah), sebagaimana temyala ----
dalam Sertipikat Hak Tenggungan peringkat | (pertama), tertanggal 08-10-2007

{delapan Okiober dua 1ibu tuiuh), nomor 19856/2007.

I

Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat ncrmenfiifKepatinon Kulon, sebagaimana----«----—
diurailan datam Surat Uk, tertanggal 04-05-2004 {empat Mei dua ribu empat

e

A——————

nomaor {epatinan Kulon/2004, seluas 662 M2 {enam ratus enam puluh dua meter -

parsegi), tercatat atas nama Nyonya TN ENENENEENRTYS. -

tenelak di Propins] Jawe Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Jebres,

Kelurahan Kepatihan Kulon;

- atas tanah tersebut telah terpasang Hak Tanggungan peringket | (pertama) sebesar--
Rp. 1.820.000.000, - (satu miliar delapan ratus tga puiuh juta rupiah), sebagaimana ----
ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan peringkat | (pertama), tertanggal

08-12-2007 (delapan Oklcber dua ribu tujuh), nomor KNI --

=

5. a. Ecbidang tanah Hal Mililk, Seripikat ncimor “i!ingan,sebagarnam diuraikan---
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dalam Gambar Situasi, tt-‘aanggai 27051978 {dua puluh tujuh Maei seriby

sembilan ratus tujuh puiuh delapan), nomor 1738/1978, scluas 356 M2 (liga ratus--

lima puiuh enam meter porsegi), tercatat atas Nama QRTINS

ﬁ alias YR - -

terietak di Propinst Jawa Tengah, Kotarmadya Surakarta, Kecamatan Banjarsari, ----

wlurahan Gilingen; ------

............

. Bangunan rumah tompat tinggal scluags 302 M2 (liga ratus dua mcter persegi) yang

bardiri diatas tanah Serdipiiat Hak Miliie Homor @Gilingan tersebut atas nama ----

afics IR,

n lersetut telah terpasang Hale Tanggungan peringkat -

- atas tanah dan banguna
(pertama) scbesar Rp. 1.425.000.000, - {satu mifiar empat ratus tiga pulch lima jula
rupiah), sebagaimana teriwata dalam Sertipikat Hak Tanggungan peringkat | —-----

(pertama), tertanggal 22-02-2007 {dua puluh dua Pebruari dua ribu tujuh), nomor --
0038372007,

5 Seb_idang tanah Hak Guna Bapngunan, Sertipilal nomor Sl clapa Gading Rarat, ----

sebagalmana diurailan dalarn Surat Ulr, tertanggal 29-06-2008 {dua puluh sembilan-

Juni dua ribu lima), nomor GERBRK clapa Gading Earat/2005, scluas 75 M2 (tujuh

puluh lima meter persegi), tercatal atas nam: KT, EEpERPRSy
terletak di Propinsi Daerah Khusus bulola Jakara, Kotamady'a'Jakarta Utara, --=-=eeem=

Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa CGading Barat;

- atas tanal terseblt telah torpasang Hak Tanggungan peringlkat | {pertama) sebesar--
Rp. 2.760.000.000, - (dua miliar wjuh ratus fima puivh juta rupiah), scbagaimana---------
ternyata dalem Sertipikat Hak Tanggurnigan peringkat | {pertama), tertanggat

..............

11-08-2008 {sebelas Agustus dua ribu Jelapan), nomor 4 JR008.

- Barikut bangunan yang ada diatas tanah tersebut bailk yang sekarang telah ada -------
maupun yang nantinya akan dibangun berikut iurunanhya yang meanurut sifat dan---—--
peruntukkannya oleh Undang-unidang dipandang schagal bonda tetap.

Penyerahian hak mililc datam kepercayaan {(Jaminan Fiducia) berupa mesin-moesin dan-

ot

peralatan pabrilk penyesohan kapasitas 320 {tiga ratus dua puluh) ten beras/hart yang-
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0

bordin diztas tanch Sertipiliat Hak Milik Nomor 445/0agen terscbut, Sertipikat Hal------
Mitilk Nomcr 4@8/Dagen torscbut dan Sertipikat Hak Mifik Nomor é#®/Dagen tersebut---
dangar, nifai scbesar Rp. 2.060.000.000,- {cua miliar sembilan ratus cham puiuh jula --
{upiah), selagaimana ternyata datam Alta tertangge! 28-12-200€ {dua puluh delapan -
Desember dua fibu cnam), nomor 25, 4ibuat dihadapan SNy 5 21jana -----

Hukurn, MNotaris di Jakarta,

- atas masin-mesin dan peralatan pabrik tersebut telah diikat dengan Fidugia ---e-mees-mmv
sebagaimana temyata dalam Sertipikat Jaminan Fiducia tertanggal 04-02-2008 -----«----
{empat Pebruari dua ribu defapan), nomor m:oos.
. Penyerahan hak miliiz dalam kepereayaan (faminan Fiducia) berupa persediaan---------

barang dagangan berupe beras, karung dan barang lainnya atas nama PB. JAYA-----—-
O, cicrigan nilzi sebosar Rp. 63.000.000.000,- (enam puluhe----
tiga millar rupiah) ternyata dalam Akia tertanggal 15-07-2008 (lima betas Juli dua ribu--
delapan), nocmer 17, dan Akta tertanggal 28-12-2008 (dua puluh delapan Cesember----
dua ribu enam), nomor B, aida-akia tersebut dibuat dibadapar e BRIV -

Sarjana Hukum, Notaris di Jakaria; -

- alas porsedlaan barang dagangon tcrsal:ut telzh diilkat dengan Fiducia sebagairnana
ternyata dalam Sertipikat .Jaminan Fiducia t2nangga! 04-02-2008 {empat Pebruari dua
ribu delapan), nemor Wo- IJSEIINEANNNA d=n Porubahan Jaminan Fidusia, -
tertanggal 12-03-2008 {dua belas Maret dua ribu sembilan}, nomor
Wo-C o
Penyerahan hal milik datam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berupa piutang dagang---
berupa beras, Karung, katul dan lainnya atas nama PB, m’ cmmeenannan
JREEy, (cngan nilzi sebesar Rp. 40.000.000.000.- (empat puluh miliar rupiah) ---

ternyata dalam Alda tgrtanggal 28-12.2008 {dua puluh detapan Desember dua ribu-----
delapan), nomor 28, dan Alda iefanggal '55-6?-2003 {lirma belas Juli duz ribte--am-mamme
delapan), Nomor 18, alda-alda iersetut cibuat dinadapan KR Sadzna ----

Hulwim, Notaris di Jakaria;---- -

- atas piutang dagang tersebut talah ditkat dengan Fiducia sebagaimana ternyata —-—--
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dalam Sertipilat Jaminan Fiducia tertanggal 04-02-2008 {(empat Pebruari dug --—-------
fibu delapan), nomor WO, IS 12n Perubahan Jaminan Fidusia, --

tertanggal 12-03-2009 {dua belas Maret dua ribu sembilan), nomor

o AN

- Bahwa YANG BERHUTANG LAMA dengan siratnya iertanggat 23-01-2009 (dua puluh --

tiga Januari dua ribu sembilan}, nomaor DE0/3MADIR/09, mengajukan permoicnan untuk----
melaiiukan perubahan status bagan usaha YANG EERHUTANG LAMA dan perubahan----

susJnan agunan, ---

- Bahwa BAMNK dengan suratnya tertanggal 27-02-2009 (dua puluh tujuh sarct dua fibu----

sémbitan), nomongyERROCEREIAN /2 menyctujul pemohonan perubahan ~---

status badan usaha YANG BERHUTANG LLAMA, porubahan peminjam dengan cara --------

MNovasi dan perubahan susunan agunan kredit,

Selanjuinya Para penghadap bortindal¢ scbogaimana terscbut diatas dan untuk diri sendiri

scpakat untuk mengadakan peranjian dengan kelentuan-ketentuan sebagal berikut ©-------

Pisal 1
Bahwa YANG BERHUTANG LAMA dengar ini mengalinkan hutang yang diperoleh dari----
BANK dalam jumiah dan dengan syaral-syarat dan ketentuen-ketenluan sebagairnana -----
dimaksud dalam Perjanjian Kredit tersebut dialiltan pada YANG BERHUTANG BARU. ----

Pasal 2

Bahwa YANG BERBUTANG BARU dengan inl menerima pangaliban hutang dimaleud —--
dan menggantikan kedudukan YANG BEREUTANG LAMA sebagai si barhutang ------c—-a---
{DEBITUR) kepada BANK.

Pasat 3

Bahwa dengean periggantian kedudulan YANG BERHUTANG LAMA olch YANG --eeaeme-a- -
BERMHUTANMNG BARU, maka YANG BERHUTANTG BARU akan melakukan dan wajity --—----
menyelesailan kewajiban pembayaran berdasarikan Pefjanjian Kradit tersebul, - veceeeees

Pasai 4

Bahwa pengalihan hutang ini tefeh diterima dan disetujui oleh BANK dain BANK---ca-raee-- -
menyetujui penggantizn berhutangnya dart YANG BERHUTANG LAMA kepada YAMG----
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BERHUTANG BARU berdasarian ketentuan dan syarat-syarat, sebagaimana ternyata -----

dalam Perjanjian Kredit terscbut.---

- Pasal

Demi menjamin pelunasan hutang tersebut juminan-jaminan bemipa:

1. Sébidang tanal Hak Milil, Scripikat nomer 445/0agen, sebagaimana diuraikan -——------
dalam Cambar Situasi, nomor 2489/1979, scluas 4.152 M2 {empat ribu scratus limi ---
putuh dua meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, -

Kecamatan Jater, Desa Dagen tersebut;

[

Secbidang tanah Hak Milik, Sonripilat nomor 454/Dagen, sebagaimarna diurgiian ------- -
dnlam Gambar Situasi, nomor 2541/1978, seiuas 3.300 M2 {tiga ribu liga ratus meter --
perseqi), terletak di Propinst Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Keecamatan ------—

Jaten, Desa Dagen tersebut; - -

Kedua sertipikat tersebit tercatat atas nama ¢RI
SN oot : -

3. Berilwul bangunan pabrile periyoschan beras berikut bangunan panunjang lainnya--------

seluas 3.659 M2 (tiga ribii enam ratus lima puiuh sembilan meter persegi} yang----—----

berdiri diatas tanah Seripikat Hak Milik nomorgPelage: tersebut dan Sertipikat -----—

Halc Milik nomor 4MDagen torsebut; - B

4. Sebidang tanah Hak Miti, Scrtipiiat nomor p!lNgija,scbagaimana diurailcan datam---
Gambar Situasi, nomer 898/188E, seluas 3.430 M2 (tiga ribu empat ratus tiga puluh----
meler persegi), tercatat atas nama terletak di Propinsi Jawa -------—

‘.f'::i Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Desa Ngijo terseput; ---------

(9]

Sehbidang tanah Hak Mitil, Scrtipikat nomaor magen,sebagaimana giurailcan dalam-

Surat Uiur, tertanggal 30-07-2C07 (tiga puluh Juli dua ribu tiJjuh). nomor 0057172007, -

_ o . seluas 1.110 M2 (seribu seratus sepulun Incler persegi), tercatat atas nama‘—-
' nerletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan -

Jaten, Desa Dagen lersebut;

5. Sebidang tanah Hak Milik, Sertipikat nomorﬂepaﬁhan Kulon, sebagairnana-—--------
diuraikan dalam Surat Ulur, tertanggat 04-05-2004 (empat Mei dua ribu empat), ------m--
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Lo nomor 156/Kepatinan Kulen/2004, seluas 882 M2 {enam ralus enam puluh dua metor -

l persegi), tercalat atas naima Nyenye ASNINENETINERNERENNAES - -
l s _ terletak i Propinst Jawa Tangah, Kotamédya Surakarta, Kecamatan Jebres, «-----------
| . - Kelurahon Kepatinan Kulen tarsebut;
\ v | 7. 'ucb:darg tanah Mak Guna Bangunan, Sertipilat noinor 7931Kelapa Gading Barat, —--
| SH sobagaimana divraikan dalam Surat Ulwr, teitangga! 29-06-2005 {dua puluh sembifan-
Lo Juni dua ribu lima), nomor 0B04EKelupa Gading Barat/2005, seluas 75 M2 (tujuh -------
] ' _ puth fima meter persegi), tereatat atas nanz SRR SRR,
1 terletak di Propinsi Daerah Khusus 1oukota Sakarta, Kotamadya Jakarta Utara, - --e-m-m--
|

Kecamatan Kelapa Gacing, Kelurahan Kelapa Gading Baral tersebut;

Penyerahan hak milik datem lepercayaan {Jaminar Fiducia) berupa mesin-mesin dan-

peralatan pabrik penyoschan kapasitas 320 {tiga ratus dua puluh) lon beras/hari yang-

&n

{z berdi- diatas tanah Sertipikat Halc Mililk Nomcer @8/Dagan terseuut, Scrtipikat Hal----
Milik Nornor #PDagon tersebut dan Scitipileat Hak Milik Nomer #MBDagen tersabut--—-
-

dengan nilai sebesar Rp. 2.980.005.000, - (dua miliar scmbilan ratus enam puluh juta --

rupiah; tersebut;

- maa

2. Penycerahan bal milik dolam kepercayaan (Jaminan Fiducia) berspa persediaan

barang dagangan benipa beres, Karung dan barang lainnya atas narnz Sl -------

W dengan niai sehesar Rp, 63.000.000.000, - (enam puluh-----

s . -
tiga milia; rupiah) terscbis;

l _ 10, Peayerahan hak milik dalem kepercayaon (Jarmnan Fiducia) berupa piutang dagang---

berupa beras, karung, kalui dan lainnya atas na m -------------

SN, <iorgon nilsi scbosar Rp. 40.000.000.000,- (empat pituh mifiar rupiahy -
tersobut;

L

(s

tetap diperiahankan, dan jaminan lambahan Cerupa: - - erram st et e

- Sebidang tanah Hak Milik, Scripiical nomor 5238/Setabelan, sebagaimana dilraikan-------

dalarm Surat Ukur, tertanggal 29-10-1802 {dua puluh sembilan Cldeber seribu semlbilan -

-

tiga puiuh tiga meter porsegs, kepunyaen KEIRENIEIENRRENERN . - o <ot ini -

masin dalam proses balil narna di Kantar Pertanahan setemnpatl,

ratus sembilan puluh defapan), nomoer @F/Sctabelan/1928, seluas 433 142 {empat relus

"
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teriotak di Propinsi Jawa Tengah, Kolemadya Surakara, Kecamalan Banjarsari
!-':elurahan Setabelan; -

untulk menjamin hutang berdasarkan parianiian ini dan dilakukan pembaharuan —e---s-reeaee-

pengikatnya dan bilamana diperiukan dilakakan penambahan nital hak preferent yang ------
dilzerikan kepada BANK;

Jaminan-aminan terscbut bitariana SANK masih menganggap adenya penambahan ---—---

zehingga jumiah-jumlah atau nilainy: dipendrakan dapat ataw melebihi jurndah atau nilgi----
yang diinginkan BANK, maka YANG BERBUTANG LAMA atau YANG BERHUTANG
BARL akan memberilan tambahan jaminannya;

-------

Segnla biaya yang berhubungan dengan pengikatan jaminan int menjadi tanggung jawab--
dan wajib d]bayar oieh YANGC BERHUTANG BARU. -

Pasal g

Scbagai realisasi adanya pengalilan hutang berdasarkan perjanjian ini, antara YANG
SERHUTANG BARU dan BANK mienyepalati bahwa syarat-syar

at dan ketentuan, antara -
T O % £

3

A. BENTUK DAN JUMLAH KREDIY

BANK menyelujul untultmemiberican lasitas Kiedic Moda! Kerjg dalam bantuk

ol

..........

Rakening Koran dengan Malsimum CO {Cicdit Cverceniiomst) tetap sebedar

5 Rp. §3.050.000.000.- (cnem puli:h tiga miiar rupiah). -

o

B. TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT

i i -Banwa fasilitas Kredit Modat Kerja torschbut dipergunakan untulc keporiuan tambahar -
( medal kerla usaha dagang hasil bumi, ihdustr rzbr It senyesohan don perdagangar -
i! o e . e o -
%__'_';_' : . JANGKA WAKTU KRED!T-— :

' -Bahwa jangka waldu atas fasiiitas Kredit Modal Kerja ini teitung SCjake----as---mmmeem-or

ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu langgal 28-04-2008 {dua puluh delapan April ----

dua ribu sembilan) sampai dengan tanggal G3-067-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan).----
D, SUKU BUNGA, DENDA DAN BIAYA ADMIKISTRAS]
1. Suky Bunga Kredit.

-Atas fasilitas Kradil Mcdal Kefja teraebut YANG BERBHUTANG BARU wajib -
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B

A O

—tamyn a ——e

m

membayar bunga sebesar 13,5 56 {Liga belas koma lima persen; per tahun, -----e----
feviewabla setiap ada perubahan suku bunga yang berlaku di BANK dan dibayar---

sefiap bulan,

Peninfzuan kembali suku bunga cukup dengan pembaritahuan secara tertulis dari -

BANK kepada YANG BERHUTANG BARU dan pemberitahuan tersebut bersifat ----

MEAGIKAL - oo e e e et e e

2. Denda.
-YANG BERBUTANG BARU dikenzkan donda bunga/penalty rate sebasar 50 % -
(llma puluh persen} dari suku bunga yang berlaky apabila teradi tunggakan bunga
dan atau tunggakan polink.

3. Biaya Administrasi.-

-Bahwa YANG BERHUTANG BARU dikenalan biaya administrasi sebesar----e-e -

Rp. 3.000.000,- fiiga juta rupiah). ----
AGUNAN KREDIT

-Untuk menjamin dan agar terdapat kepastian pembayaran kredit YANG BERHUTANG
B£RU berdazarkan akia ini dan skta-akia 'ainnya yang akon dibuat dikemudian hari----
karena penambahan kredil, perubahan, penetapan bunga, perpaniangan masa ---——-----
pembayaran kredit dan pombaharuan perjaijian Kredt, Maka oleh YAMNG - —reereeenems
BERHUTANG BARU tolah discrahlen ja:*.*.i.“-an' Kepada BANK yang telah menarima----

penyerahannya, yaill [----emmeesemena

1. a. Scbidang tanah Halk Mitil, Sertipikat nemor 4/Dagen,scbagaimana didraiken

dalam Gambar Situasi, nemor IO, seluas 4.152 M2 {ompat ibu seratus

(1A
T
S
(=
T
£
c
]
=3
r_.\_
[¢)
-1
‘T2
o
-
a7
T
3
\_‘-’
%l
=n
(%]
| ]
=]
C3
(=4
£a
o3
[7y)
pan
%
£

- atas tanah terscbut akan dipasang Hak Tanggungan senila) -—--—--eeamrmvmceeenea
Rp.2.500.000.800, - {dua miliar M3 ratus julé Mupian).srss-ee-cessceesse e canac
b. Scbidang tanah Hak Milik, Sertipikat nemor ¢euleac bogaimana diuraiian

alam Gambar Situas!, nemor RIS, seluas 3.200 M2 {tiga ribu tiga ratus-

meter persegl), torcatat atas nama ‘m

Iz

-

o

ay
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ranganyar, Kecamatan Jaten, -

atas tanah icrsebul yang akan dipasang Hak Tanggungan

senial Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

c. Berikut bangunan pabrik penyosoharn beras berkut bangunan penunjang

lainnya seluas 3.558 M2 {tiga ribu cham ratus lima puluh sembilan metor

Lhap=tmmmmm—=
persegi) yang berdir diatas tanah Sartipikat Hak Mitik nomo M EAEERY-------
tersebut dan Sertipikat Malc Milik nomor Qug® tcrscbut,

- atas bangunan paobhil penyoschan beras berikut bangunan penunjang lainnya
tersebut dipasang Hak Tanggungan senilai Rp. 4.250.000.620, - (empat miliar --
sembilap ratus lima puith juta rupiah).
d. Sebidang tanah Hak Milik Sertipikat nomoyfffagen, sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur, torianggal 20-07-2C07 (liga puluh Juli dua ribu tujun),

nemer C0571/2007, seluas 1.110 M2 {seriby seratus scpuluh mcter persegi}, ---
terzatat atas nama AR, torctak di Propinsi Jawa Tengah, -------

Kebupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten, Desa Dagen

4

. alas tanah dan bangunan terzekut aken dicasang Malk Tanggungan senitai----
Rp. 1.025.000.000,- (salu mibar dua puiuh lima juta rupiah), -- - c-mmeeemeamsomnmanes
~ 8ehingga total nilzi pemasangan Hak Tanggungan peringkat | (peiiema) adalah-—
sebesar Rp. 10.475.000 200 - {sepuluh miliar empat ratus fujuh pului ima jula

rudiah}. ol

Linl

Sebidang tanah Hak KMillk, Senipikal nomaer 953/MNgijc, secagairnung divrailkan -------

dalam Gambar Situasi, norner 8895/10386, seluas 3.430 M2 {liga ribu ernpat ratus----

tiga pulah meter parsegl, lercatat atas namam terictak di-——--e--

Propinsi Jawa Tengo

- alas tanah dan bangunan terseby? skanb dipasang Halk Tanggungan peringhat | ---
{mertama) sebosar Rp. 3.470.020. - {iga mihar seratus fujuh pulun juta rupioh).
Sebidang tanah Hak il Sertipilee! nomer 258K epatinan ul

Vlane= r‘q"\—xhn;rr—\ﬁ .
T oaendd Jrld kil Pt L e L el T L L L i

diuraikan dalam Surat Ukur, toriarggel 04.05-2004 {empat Mei dua ribu cmpat), ----
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namor dMKepatinan Kuion/2004, seluas 562 M2 {enam faws enam puish dug-——--

meter persegi), tercatat atas nama Myonya ARSI ---------
I, (crictak di Propinsi Jawa Tengah, Kolamadya Surakarta, Kecamatan ---

Jdebres, Kelurahan Kepatinan Kulon; -

- atas tanah lerselut akan dipasang Halk Tanggungan peringkat | {perdama)e---------
sebesar Rp. 1.330.000.000,- {zatu mifiar delapan ratus tiga pulub juta supizh). .-
Sebidang tanah Hal ik, Sartipikat no."mr .fSctabelan, scbagaimana divraikain
dalam Surat Ukur, terianggal 23-10-1988 {dua puluh sembitan Oldeb:or seribu-—----

-----

M2 (empat ratus tiga putuh tiga meter persegi), kepunyae m

GWAN; terletak gi Propinai Jawa Tengoh, Kolamadya Surakarta, Kecamatan--eee-—- '

sembilan ratus sernbilan guluh delapan), nomor 37/5atabelan/1008, scluas 433

Banjarsan, Kelurahan Sctabelar;

- atas tanah dan bangunan tersebut zkan dipasarg Hak Tanggungan peringkat | -

{pertama) sebesar Rp. 2.800.000.000, - (duz miliar rupiahy. -

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan, Sentipikat nomor 7931/ elapa Gading Barat,

sebhagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertangga! 20-06-2005 (dua puluh------—-

[~ B ™ B

M2 (tujuh puluh lima meter porsegi), tercatat atas namm,------—---
m, terletal df Propinsi Dacrah Khusus tbukota Jakarta, -e-----wees--
Kotamadya Jakarta Diara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading --
Barat, -

sembilan Junt dua ribu ima), nomor 05048Kelapa Gading Baral2205h, seluas 75

- olas tanah terscebul akan dipasang Hak Tanggungan peringlat | (penama)----------

scbesar Rp. 2.780.000 000 - {dua mutiar tujuh ratus lma puluh juta rupiah)

- Beriledt bangunar: yang ada distzs tonah tersebut baik yang sekarang teiah ade -

LE=I

[ ate

moupun yang nantinya akan dibangun benkwt turunannya yang menurut sifat gan --
ceruntuidannya oleh Undang-undang dipandang sebagai bendda tetap. --—emmveeemes
Penyerahan hak miik dalam kepercayaan {Jaminan Fiducia) berupa mesin-mesin -
dan peralatan pabrill peryoschan kapasilas 320 (liga 1atus dua pulth) Ion-mee-veeee-
beras/hari yang bardid diatas tenah ucrt"‘ @t Hale Milik Nomor @IB0agen eme--e-

tersebut, Sertipikat Hak ik l\'ornc:r""‘r 2 tersebut dan Sertipikat Hak Mitik---

15
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Nomer 622/0agen terstbut dengan nilar achesar Rp. 2.980.000 000, - (dua miliar -
sembilan ratus ana paiuh juta rupial), scbagaimana ternyata delam Akla----aeem-
tertanggai 28-04-7008 (dua puluh delapan April dua 1iby sembitan), nomor 22, ------

dibuat dihadapan saya, Nolaris'

- alas mesin-mosin dan poralatan padbrilk tersebut akan diikat dongan Fiducia --------

senilai Rp. 2.960.0C0.0C2 - {dua miliay scmbilan rafus enam ouish jita ropiah). ------

7. Penyerahan hak milik‘dalam epercayaan (Jaminan Fidugia) borupa sorsedizan----

barang dagangan busupa heras, kanmg dan barang lainnya atas nama YOANG----.-

BERHUTANMNG BARU, dengan nilal sebesir Rp, 63.000.000.008, - {enam puluh ---- -

tiga miliar rupiah) sebagaimana ternyata dalam Alkta fertanggal 28-04-2C09 (dua ---
cululy delapan April duz ribu semblany, i omo*, dibuat dihalapan saya, Notaris;

- alas persedizan barang dagangan tersebut alian ditkat dengan Fiducia —-remeeemmee--

Rp. 63.000.000.000,- {enam pulun tiga miliar rupiah).

8. Penyerahan hak milik daiam kepercayaan {Jaminan Fiduci_a) bernupa plutange--------
dagang berupa beras, karung, katul dan tainnya élas nam':; YANG BERBUTANG---
BARU, dengan nilai sebesar Rp. 40.500.%0.000.- (empat puluh miiar rupinh)-------
sebagalmana tornyata dalam Alda terlangga) 28-04-2000 {dus puiuh delapan April-

dua ribu sembitan), normer®, dibuat dinadapan says, Notaris;

- atas piutang dagang terschut akan diikat dengan Fiducia senilal
Rp. 40.000.000.000,- {empat pulut: miliar ruptah).
HAL-HAL YARG HARUS DILAKSAMAKAN {AFFIRMATIVE COVENANTS) ~—eemmmmmn

“li

b

Menutup asuransi pada perusahaan asuransi yang dapat dilerima BANK dengan---
nilai wajar uniule seluruh barang-barang yang insurable, termasuk barang-barang -
yang dijaminkan pada SANK melaiui broler PT. & GGCGNREDS - -
SR, untulini PANK ditunjuk sebagai loss payee (banker's Clause). —--ws-—-

Setiap saat bersedia untuk ditaksanakar pemeriksaar terhadap administrasi-—-------

N

mbukuan serta kendisi perusahaan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuic--
oleh BANK, atau BANK diberikan wewenengfkuasa untuk menempatkar crang ----

dalam rangka supervise terhadap administrasi pembukuan {cashiicw menitoring)---

serta kondisi perusashaan.

16
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10.

Setiup saat baki debet Kredit Moda! Kerja harus dicover oleh nilal persediaan dan--
piulang dagang minimal scbasar 143 % (seratus ampat puluh tiga persen).-----eeee-
Manggunakan fasilitas Krodit Medi! Korja (KM yang ciberilan seaual dengarnt-----
tujuan yong telah ditelapkan, yoilt uptuk tambehan medal kerja industi ----—meeeeeee

% - - -
pengolahan (penyoschait) dan pordogangon BOTaSG. - mem osemmmmmmaemr oo

Ty

Menyerahkan laporan-laporan kepads BANK | -

- Apabila terjadi perubahon Arggaren Dasar Perusahaan,

- Laporan keuangaon yang telah diawdil oleh Akuntan Publik terdaRar, selambat-----

lambatnya 4 {(empal} bulan satelzh tutup bulw, --

- Laporan keuangarn home statemont 3 (tiga) bulanan selarmbat-lambatnya 2 {dun)

bulan setelah trisvulan yang bersangkutan.
- Laperan realisasi proculst, harga poiok produksi dan realisasi penjualan---------—

perusahaan minime! setiap 3 (iiga) bulan {trvaulan} selambat-lambatnya 2 {dua)--

bulan setelah triwalan yang bersangkutian.

Parbankir utama pada BANK dan waijib menyah.ﬁrkan scbagian sesar aktivitas -------

Keuangan perisahaan MEall BANK. --ereseesrseuesscmneens

WMenjaga rasic tolat hutang terhadap total medal {(DER) perusahaan maksimal -------
sebesar 233 % (dua ratus tiga pulub tiga persen). -

Melakulan pengilatan egunan yang sesual dengan ketentuan yang beraku dj -----
BANK dan memberilan prefaransi kepada BANK. s

Setiap 3 {tiga) culan sekali YANG EERHUTANG BARU harus menyerahlan «-------
Japoran stock taking beras, Katul dan karung yang dituat oleh kensutan.---veeeemem-ve
independent rekanan BANY, yang untulk pertama kalinya dilekukan selambat--—------
lambatnya 2 (dua) minggu seleiah penandatanganan aliad Kredit e oo e
YANG BERHUTANG BARU harus menjagaimemalinara ratio minimal sebesar------

143 8% {soratus empat puluh tiga persen) derigan fincian sebagai berilat © ~swmeeeeem-

{Kas + Piutang dagang + persediaan) - Hutang degang =143 %

Culstanding Pinjamari-----~--

i1, Ales dasar iaporan pongowasan porsediaan beras, kalul ¢an karung yang akan ----

dilzkukan cleh kensultan independerit t2racbut, apabila diketahui terdapat «--eeevme---
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(LAUSULA UNTUK NEGATIVE COVENANTS

penggunaan fasililas kicdit, sehingga ratic berada dibawah 143 % (seratus ompat -
puidh tiga persen) sebagaimana tersebut di atas, maka YANG BERHUTANG -vemeee-
BARU harus sogera meviuiunkan baki cebet kredit dimaksud hingga memenuhi-—---
atio nunirmal 142 9% (scratus empatl puith tiga persen) tersebut - eeeeee e
. Selanjulnya alas penggunaan fasilitas luodit di bawah 143 % (seratus empat peivh
tiga persen) tarscbut, dalam walktu maksimal 14 {empat belas) hari kerja BANK -----
sgjak pemberitahuan uniuk penycioran dari BANK, YANG BERHUTANG BARU --—-

tidak melakulan penyctoran maka SANK berhak melalaskan defaull, - vmemmeeeeeea

-Scpanjang seluneh kevajiban YANG BEERHUTANG BARU kepada BAMK belum-se-eae-

dilunasi, tanpa persctujuan tertulis deri BANK, YANG BERHUTANG BARU tidal( ------- '

dipatkenankan melakulken hzl-hal scbagai berikut

1.

el

8

o

e

w

KLAUSULA BANK
1.

Welaikukan investast atau penyertaan rodal maupun investesi pinjaman Jangka--—--

panjang kepada pinalc lain kecuali yany sudah ada saat ini.

Membagi keunturgzn atau pembayaran eash deviden.
Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap Pihalk lain dan atau menjaminkan ------
kekayaan perusabhiaan kepada pihal lain, kecuali yang sudah ada saal inl. ----eweeaeo

rhempercleh pinjaman baru dari pinak lain, kecuali yang sudah ada saat ini atay----

untuk kepertingan transaksi cperasicnal perusahaan,

Melakukan tindakan m Lrgcr dan alau membubarkan perusahaan.

Memberikan piutang pemegang saham dengan alasan apapun.

fMongadakan perubahnn pengurus dan perubahan pemilkan 5aham. —--—----—rmeerreeeas

Melunasi hutang kepada pemegang saham sebeium laedit di SANK dilunas. --~-----

Apabila karena satu dan jain hal fasilitas plnjaman YANG BERHUTANG BARU ~.--
telah dikelompoldan daiant kolektibiitas bemmasalah (Non Performing Loan), --------
maka BANK bersama-saima dengan YANG BERHUTANG BARU dapat menunjuk--
investor fain untul¢ mengarnb! alih perusahaan déngan cara pembelian sebagian---

atau seluruh saham dari perseroan yang bersanglutan.
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YANG BERHUTANG BARY funduk pada syarat-syarattketentuar: perireditan yang
berlaku di BANK dan syarat-syarat umum perjanjian pemberian pinjaman (Model---

SL). -

Apabila BAMNK memandang perlu difakukan pertaikan struldur meda! usaha, maka

C o

BANK diberikan hak untulc menglonverst hutang lkepada pemegang saham----- -
menjadi medal disctor, bailk yeng lolzh ada maupun yang akan ada kemudian. ------

PELANGGARAN ATAS KETENTUAN PEMBERIAN KREDIT

{EVIENT QF DEFAULT)
-BANK berhak mengheantikan perjantian liredii yang tolah ciadzakan dengan YANG ------
BERHUTANG BARU ddn seiuruh hulang YANG BERBUTANG BARU dengan sekelika
atau pada waldu yang ditentulan oleh BAMK dapat ditagih dengan tidak perlu minta----
dihentikan atau diancam lagi dalam hal-hal yang disebut dalam p:isai 11 dan 1 2--eeemeee

syarat-syarat Model SU BRI sebagal beriit

1. Angsuran hutang pokol, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipanuhi ----w

sebagaimana h%e%{inya oloh YANG BERHUTANG BARD.

P

YANG BERHUTANG BARLI atau pemegang saham dinyatakan panitbangkiut. ----

3. Kredit tidak dipergunzkan scsuai dengan malkesud dan tujuan yang telah----e -eee---

ditetapkan. 5

ernyataan dalam Representation dan Warantios temyata tidak benar, -ee-ceceresen--s

da

5. Tanpa sepengetahuan BANK, melalsanalan hal-hal yang tidal boleh ddakukan ----

(negative covenants) scbagaimana divralkan di atas.
8. Tidak melaksanakan syarat 'ain yang harus dilaksanakan (affirmatie covenants)---

sebagaimana diuraikan gi alas. : -

covenants tidak dilaksanakan dengan pailc -
8. Jika YANG BERHUTANG BARU tidak memenuni salah satu kewajibannya --—eee---
sebagzimana yang ditetapkan dalam petjanjian kredit dan atau peraturan---ess-------

paraturan yang lazim digunakan atau vang alan diperlukar; olen BANK kemudian. -

LD

Jika YANG BERRUTANG BARU tidak mementuhi suatu peraturan pemerintah-------

1¢

-

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



Fepublik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mengakibatican ifin uszha ----
YANG BERHUTANG BARU daput dicabut.

10. Jika usaha yang dijelankon YANGS BERHUTANG BARU dinentikan dan atau ijin ----
yang berkenaan dengan usaha-Lsana YANG BERHUTANG BARU tersabut-----vvno-
dicabut oleh Instasi yang benvenang atau YANG PERHUTANG BARU dibubarkan-
atau Karcna scbab sebab lain yang racngakibatkan YAKG BERHUTAMNG BARU---
kehilangan halnya un;uk mengurus dan mengllasal harta kelaysaniya, —-ree--ee--

11. Jika menurut pertimbangan BAMNK sondin, kekayaan YANG EERHUTANG BARU -
sangat menurun atau merosct nilainyga, atau usaha YANG BERHUTANG BARU -

mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk membayar lunas ----

hutangnya kkepada BANK.

J. PERNYATAAN MENJAMIN (REPRESEMTATION AND WARRANTIES) ——e v
1. Sesuai dengan ketentuan yang beriaky, YANDG BERHUTANG BARU berhak dan —~-
benvenang untuk mambuat Perjanjian Kredit yang mengikat para pihak dan----«—-

mercka yang bertindalk menandatangani Perjanjian Kredit tersetut adalah Pejabat-

yang mempunyai wewanang sah untul e,
2. YANG BERHUTANG BARU telah melzkukan segala findakan hukum yang------—---
diperiukan dalam rangka sahnya pelaksanaan perjanjian kredit tersebut sehingga -
semua tidak bertertangan atau melanggar peraturan/ketentuan hukum yang----—---

berfaiw.

3. Perjanjian kredit serta dokumen-dokumen lainnya tersebut diatas adalah sah dan --
mengikat ternadap YANG BERHUTANG EARL), sehingga pelaksznadn --—semeeeise--
kewajibannya atas dasar perjanjian kredit tersebut tidak melanggar/berientangan --

dengan sefiap perjanjian yang telah ada sebelumnya,

urtulc kegiatan usahanya.
5. Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban-kewajiban YANG----ssmeeaemn
BERBUTANG BARLU atas parjanfian-perjanjian sebalumnya yang telah dibuat------

gengan pinak lain atay dengan BARK yang dapat mengakibatlan atau membawa--
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rengaruh yang merugikan terhadap perjaniian kiedit dengan BAMNK. --eerearmeeeee-
8. Semua pembayaran yang akan dilfakukan kepada BANK oleh YANG BERHUTANG
EARU dalam penanjizn ini adalah bebas serta bersih dan pengurangan- -----s=-------
pengurangan karena pembayaran pajak atau pungutan-pungutandiaya-biaya —-----

fainnya yang mungldin timbu! dikemudian hari.

7. Tidak ada Sengketa atau Perkara yang terjadi atau dinadapi alau persoalan ---------
i huikurn yang masih haris diselesaikan yang dapat menimbi:ian akibat lerang------
‘ baik terhadap keadann keuangan YaNG BERHUTANG BARU.
. HLAUSULA-KLAUSULA LAINNYA PADA KETENTUAN DAN SYARAT KREDIT ——

5

% 1. Kepailitan.

a. YANG BERMUTANG BARU wajib memberitahulean kepada BANK tentang ------
, adarya permchenan pailit yang diajukarn oleh krediturnya atau pitiak lain---------
{ﬁ kepada pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit YANG BERHUTANG BARU
o selambat-lambatiya 3 {tiga) han sejok YAN_G BERHUTANG BARL mengetahui
adanya permchenan pemyataan pailit dimalisud atait sejalt YANG —--vereeea—o-

SERHUTANG BARU menerima panggitan Niaga atas pemmohonan pemyataan

pailit dimaksud.
b. Tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari BANK, YANG BERHUTANG -----
BARU dilarang mengajukan permehonan pemyataan pailit kepada Pengaailan-

R Niaga untuk menyatakan pallt disi YANG BERHUTANG BARU sendiff, -—-------

N 2. Perjumpaan Utang.

@;5 -Apabila BANK memandang perlu, malka dengan ini YANG BERHIUTANG BARU ---

memberi kuasa kepada BANK untulk meraperjumpalan hutang YANG--—---smemvemmeee
. j-:_‘-.‘ :'- - BERHUTANG BARU yang timbul karena perjanjian iri maupun karena perjanjian- -
= | perjanjian lain dengan BANK dengan piutang-piutang YANG BERHUTANG BARU-
yang ada pada BANK yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan --
!_ : dan atau Simpanan-simpanan dan atau r?kenlng-rekening lain mililc YANG -----en----
L BERHUTANG BARU yang «da pada BANK,

3. Lain-ain.
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a. BANK memililki hak istimewa untuk ikt dalam manajemen YANG -e-ameaeeeneeeoeen

BERHUTAMNG BARL! atau melalui badan lainnya yang ditunjuk BANK, apabila--

terjadi event of defaull.

. b. Kalalzian atau keterlarabatan dari pinak BANK untuk menggunaians-m--------a«--

‘ halvkeluasaannya sestutal dengan isi perjanjian kredit, Hidak berarti sebagai -----
i,

3 waiver {pclepasan hald.

4. Yuasa-Kuasa. .

a. YANG BERMHUTANC EARU dengan ini inemberi kuasa kepada BANK untuk-—-
sewaldu-waldu atau apabila BANK mcnganggap perly, tersama jika YANG --—-

BERHUTANG BARU wanprestasi, wanprestasi mana tidak periu dibuldikan lagi

melainkan culup dengan lidak dipenuhinya salah saty ketentuan dalam --------- |
G pedanjian ini yang menurdt partimbangan BANK bahvia YANG BERMHUTANG --

BARU sudah lidak sanggug fagi usiuk meiunasi seluruh kewajiban kepada ------

BANK danfatau menurut BANK kradit yang diberikan dinyatakarn macet, untuk--
membuat dan menandatangani akta Pengakuan Hutang secara Notaril atag-----
nama YANG BERHUTANG AR yang bertite) eksekuiorial dengan memuat---

Bosarnya hutang 7ANG BERRUTANG BARU sceara posli, sebagaimang--------

jurniah yang nampak dalam rekering pinjaman YANG BERHUTANG BARY, ~--

b. Disamping kuasa-kuasa yang dalam porjanjian ini secara tegas telah diberikar-

. oleh YANG BERHUTANG BARU kepads BANK, maka untuk keperjuan ----------

] l pelaksanaan perjanjian dengen ini YANG BERHUTANG BARU memberi kuasa

_ l kepada BANK untuk rnelaksa'l_;akan pendebetan atas rekening YANG --ee-emeeee -
l‘f_-;__i %\’5  BERHUTANG BARU maupun ;ekéning PEMBERI JAMINAN, baik barupa Giro,
r ' Depositc maupun Simpanan dan atag T ab_urzgan lainnya yang ada pada BANK.

ll c. Semua kuasa yang tenmakiub dalam Alda ini merupalan bagian yang---'--------

i e terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan cleh karena -

itu maka kuasa-kuasa teisebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkaa--
dengan cara apapun juga atau larena sebab-sebab yang termalitub dalam------

Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e
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5. Publikasi

L. KETENTUAN LAIN-LAIN
1.

P

Lo

Dalam ranghka penyclesaian kewajiban YANG BERHUTANG BARU/Penjamin, -----
Kreditur/BANK bernaldmemanggil YANG BERHUTANG BARU/Penjamin dan-------
atau mengumumian noma YANG BERHUTANG BARU teimasalah di moedia -----
massa atau media lain yang dilentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain
yang diperiulan, termasuld tindakan memasuki tanzh/pekarangan tempat agunan -
dan tindakan memasang pengumuman pada jaminan milik YANS BERHUTANG --
BARUPenjamin. Pengumuman mana tidak boleh diubah oleh YANG——--memmrreeee
BERHUTANG BARLU/Fcnjamin sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG ---
BARUPenjamin lupas.

Para pihak dengan ini menyatakan biahwa alas pefjaniian kredil ini berlaku pula - -
- Syerat-syarab/ketentuan yang tetan ditetapkan dalaim Sural Pemberitahuan/ ---—
Putuzan Kredit, yang ditetagkan BANK tersebut diawal alda ini, sebagaimana----

ternyata dari persctujuan dan tandatangan Surat tersebut, yang telah---e——weceem-

dikembalikan kcpada BANK.
- Atas Akta ini, dan scgala alibatnya borlaku pula "SYARAT SYARAT UMUM-—---
PE;RJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT BANK (Mcdel SUY" yang telah disetujui -
gleh dan mengikat YANG BERHUTANG BARU serta merupakar: satu kesatuan--

yang tidzk dipizahkan dari akta i, -~-—--

Segala binya penagihan di dalam dan i iuar Pengadilan atau organ kerjanya yang
diserahi untuk menagin, ongkos juru sita, komisi Penigacara dan lain sebagainya, --
wajib diptkuwl dan herus ditangguing sepenuhbnya cleh YANG BERHUTAMG BARU. -
BANK pada walktu malalakan hataya yang timbul darni persctujuzn ini dibert halk----
dan kuase uniuk menetagkan sendiri bosar piutangnya kepada YANG --cemmamneeeeeea-
BERHUTANG BARU, selanjutnya melakukan penjualan menurut hukum atag-——----
semua barang yang dijarminkan, Jdzn gari hasil bersih penjualan ify, —-—--s—ceereeveeae
memperhitungkan dengan piutangnya kepad_a YANG BERHUTAMNG BARU----meemen

sehingga lunas, dengan ketentuan, apabila lkemudian temyata kredit YANG--~e~---

23.
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BERHUTANG 2ARU kurang dari jumlah yang telah ditetapkan dan diperhitungkan-

‘ S tersebut, maka BANK diwajibkan dengan segeta membayar kemibali kepada

---------

YANG BERHUTANG BARU jumlah yang telah terlebin dibayar, akan {etapi yang ---

i
. L S . demilkian i EANK tidak dapat diviajibkan membayar kerugian macam apapun
} S kepada YANG BERHUTANG BARY,

Pengikatan atas agunan yang telah diserahkan ke BANK harus dilakukan roya - -----

1

\: e i : pasang {temadap Hak Tanggungan dan Fiducia) dengan nilai pengilatan sesut ---
1 - hesil penilaian. -

|

n

Terkait dengan perubahan status badan hulum W

mrm - ———

menjadi PT. JEW (Porsercan Terbatas), YANG BERHUTANG BARU-—----e--—-

-

|

1 : : diwajibkan melakulan hal-hal sebagai berikut;
! i ' Mengurus dan melengkapi aspek legalitas dan perijinan yang terkait dengan----
‘; perubahan status penisahaan menjadi badan hukum perseroan terbatas, dan --
i wajib me_nyerahkan copy legalitas dan perijihan usaha tersebut kepada BANK; -
Meningkatkan modal dasar dan modal disetor Perseroan milik YANG-------ea---

BERHUTANG BARU, minimal medal disetor menjadi sebesar

Rp.50.000.000.000, - (lima puluh mitiar rupiah) selambal-lambatnyz pada tahun
2009 (dua ribu scmbilan).

6. Terkait dengan perubahan agunan kredit

- Penycrahan ashi Scrtigikat Halk Milil Nomora_‘ai!ingan atas nama‘ ------
el |2paca YANG EERHUTAMG BARU dapat dilatukan BANK tanpa---

harus menunggu diterirnanya asl bulkti kepemilikan atzs tanah don bangunan

.....

Seripikat Hak Milik nor.zo&etaba:an tersebut {2gunan panggantf) darf--ce----
YANG BERHUTANG BARU, dan pada saat yang sama dilakukan pemblokirain ---
i rekening simpanan (deposito) atas nama YANG BERHUTANG BARU sebesar ---
minimal Rp.3.000.000.000,- {tiga miliar rupizh) dengan jangka waktu sampai------

dengan diterimanya asli Sertipikat Hak Militt nomor $38/Setatelan cleh BANK ----
(setelah balik nama).

\__: - - Hasil peniliaian appraisal independen alas agunan tanah dan bangunan ——---—----

24
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Sertipilat Hak Milik nomor @@88/Sctubelan tersebut harus discrahlan kepada
BANK sebelumn dilakikan altad kredit. Selanjutnya YANG BERHUTANG BARU---
wajib mengurus penyclesaian proses baliik nama atas tanah dah bangunan--------
Sertipikat Halc Milik nomer §38/Setabelan tersebut dan asli Scrtipikat Hak Milik -~
ncmor 538/Setabalan tersebut discrahkon kepadz BANK selambat-lambatnya ----

60 (enam puluh) han sejak tanggat alkad kredit untuk dibebani Hak Tanggungan -
peringkat | (pertama). :

e

7. Seluruh biaya terkait adanya perubahan status badan usaha, novasi kredit, roya, ---

pasang agunan, perubahan scbagian agunan tambahan dan biaya-biaya lain yang
terkait, menjadi beban-YANG BERRHUTANG BARU.

Syaral-syarat dan ketentuan lainnya diluar perubahan syarat-syarat dan ietentuan
tersebut diatas yang dipandang lidak periu dilakukan penyesuaian, tetap tid‘ak mengalami-
perubahan sebajaimana temyata dalam Alda Perpanjangan dan Suplesi Kredit Modal -—--

Kerja, tertanggal 15-07-2008 {ima belas Juli dua ribu dé!apan). nemor 15, lersebut.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagge! akibat terjadinya perjanjian ini menjadi beban dan
dibayar oleh YANG BERSUTAMNG BARU.

Pusal B

Mengenai parjanjian ini dan segala akivatnya Para pihalk memilih tempat kedudukan yang

[;ada bagian awal akta ini dengan dihadin cleh saksi-sakesi

1. Nyonya . 2hir ¢l Jalkzita, tanggal 23-04-1983 (dua puluh tiga

April seribu scrmbitan ratus cnam puluh tiga), Karyawan Netaris, pemegang Karty ---e---
Tanda Penduduik nomor SESENENKEINER . bortompat tinggal di Jakartz, Jalan -----

Kimia nomor., Rukun Tetangge W Rulurt Warga O, Kelurahan Pegangsaan, -----
Kecamatan Menteng, Kotamadya Jalarta Fusat.

............

3

Myonya e, Szrjana Hukum, lahic di Palembang, tangga! 02-11-1982 (dua
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November seribu sembitan ratus delapan pulun dua), Karyawan Notaris, pernegang----
Kartu Tanda Penduduk nermner (ETRRNTEINENR bortempat tinggal di Jakarta,-----
Jalan Temugiring nomor @ Rukun Tetangya (x@®, Rukun Warga @8, Kelurahan ------

Kayu Putih, Kecamatan Pulc Gadung, Kolamadya Jakanta TiImur, —--ccceeceemmemrmeene e

Setelah saya, Notatis membacalan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, --------
. maka segera para penghadap, pora salsi dan saya, Molaris, menandatangani aida ini. -----
.f' ”"f;‘ Dibuat dengan 1 (satu) coretan tanja penggantian r}a_n tambahan.
Minuta Akta inl telah ditandatangani dengan sempurna,

Dikerikan sabagal Salinan.

Notatls di Jakarta,

RN
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ungangan Republik

gengan Surat Keputusan Mentzri

FRYS, G

indonesia tangaal

MOTAC 1S DerHeSuauRAn G r-«:;-':;:ﬁm, STt

jabatan meliputi seiuruh wilavah Propinsi Jawa Barat
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Hukum dan Feruncang--

BAKS1~8SAKS

momor C.ef HT . C.3.01-Th. 2000 dengan dihadir:

yang nama-namanyva AKEGrH JISeduilsan

celtan

Hdikenal

praga--

alen sava,

aknir akta ini gan
I. —Tuan . ey -

Khusus nomor 7 °

tiga (8-12-20G3

Negara Republik
empat. Naopemoer ¢

Tambaharn Beriia

0 T R Ty — = = = = 0 e — e

Mampang, bertamgat Tinggal di Jakartd, Gaiam —-—--
hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa ——------

tanggal detlapan Gasember dua ridu

j dan olieh xarena

Inconesia Momor

itu Dercasarkan-—

iva ripu Liga {2-31-2003;

Anggaran Dasar Perseroan beserta perubanan----—---

perubahannya yang Lerakhir diumumkan dalam Bearitia .

Megars Resutt iz Indongsfis MNiwntr--—

i .3, DErtingar Unbus a6 ALAS [UHEE
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Zaripu sembiianratus Snampuiun 8mpat ——~———-——n
{24-09-19684 )}, Pemeganyg Karlu 7anga Pandusiuik--—-—
nomor AR, . - - -~~~ -~~~

~Keduanya bertempat tLinggal ©3i Jakarta, Jararta--=-

Selatan, Pejaten Timur, Rukun Tetangua 004, Rurun-

Warga 07, Kelurahan Pejaten Timur, Recamabtan Pasar

=

ingau, Kota Jakarta, untuk semsntiara O8racsd ai--~-

"

)

EROR dengan ini MENQUGADUNGRAN 3107 IMHS i ng—iEs -
UALUk menanggung pem?ayaran énas DRAG i HYEAN. 30 EWAEAD
in: ALAU SEgata DIAYE Yang {HiHeIUAFRAN SEnuliigsan-
dengan akad pembiayaan ini seianjutnya diseuub----
Pembiavaan Bai’® Biisaman Ajii sampas gengan artiir-
Akad, sehingga dengan cemikian Daik hersama-sama—-
maupun sendiri-sendiri atau saiah seorang saja----

menanggung pembavaran atas pembiayaan { tanggung---

renteng).-——--~-- oo oo oo s e

-Selanjutnya dalam akta ini disabut juga ~—-—-—------

——————————————————— PIHAK KEDUA ———-cmmmmmm e
Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009

S prgabe e



PERTAMA Gary FIHAR KEDUA setanjulnys ssiut —

Fara Pinar percindark sebagaunnana Lersaout-Giatas —-—-—
#oc¥ }

menerangkan Leriegin danuliu nal-hal segsgas —-———-—-

S W I e e i

. o Surat PinaAR nEDUA perinal Pencaluain Fermihadiidin - -

FRENGAYAAN Murunaraoanqtanggal OUAE [itiitati & oiliE ——-
U SUA riou detapan 12Z2-08-Z0050 ) rapans Finan--
P LAMIE , ———m e m T e e s s s e mm

' Z. furac PiaaX PERTamA nomor & G A00, 07 38 230
LANGUAT QUapulun Tujun S G QUA iDL G5 EBa --

L E7-OE-SFD05 ) tentang Eurat a§na\;r=n PLULLRE - m -

3

Fembiayaan (SPPP) kepada Pinak Kedua., -—---------
-bardasarkan hai~hal tersebub diatas para pinaw -—--—-
bersepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan --------
Mudharabah gengan ketentuan g?n syarat-syarat —---—---
seigadBBF bDer Wil B ER-EF-2F e AT
————————————————————— o SR - — - - R — — — — — - ——
——————————————————— PENGERTIAN -———--——-—m— oo
{1} Akad Pembiayaan Mudharabah adalah akad xerjasama
antara para Pihak gimana PIHAK PERTAMA -~ --—---~
menyediakan ssiuwruh modal untus msabisyal monai-

ditanggung bersama sesuai dengan resegaratan ~—-—

yang ditetapkan.——-"-—~——------———-—-—; _________

| (2) Pembiayaan adalah pagu/plafon dana yang--------

disediakan PIHAK PERTAMA yang akarn digunakan—-—---
! dalam usaha PIHAK KEDUA.----——-—-——————————————~
{3) Syarian adaiah Hukum Istiam yang bersumber dari--

; Al gur’an, dan Al hRadits.-————-—-—-———=——-—————————-—
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A ousSana AgAIdENn AedialAan YAanuy 61 TARSHNARAD Pindn-—--

raoua vang aersitTat produki T dan giparasnansan-

BEUIATE LyaliAt. - m T s - o s m s e
vaE oARds DEJRTL AGH AN PEGDBY AN pendapaLian cang--—-=
GiSSHaKat yard Rinark Yanuy GiUadinan 3&z3lbai-———--
GENgEn NI30ah, parh  LUNGAn YaGa $i388hanaldi—————~-
Gl BN . — T T T T T T T e e e —— e —
S = T P
______________________ S8a3&5) 2 g VU
.

— == o 4 e -~ -
_____ SMLAR ., BENTUN JAN FONGLGUMAAN FoMzlivilis----

< - I | [P - e Lty m=m— s
I':‘F U:lrlu‘\ :'\t_}:':llrllt‘.«lnrl HTHHK }\C'\. UH: ':l"'h-\“\ L AT e =
MENVEZiandan vEAST I LAS, S&NDIBYaAn Mulnariosne---

am e A 3 Ty i SHTR T A - R,
neJum‘.an R!.:. SGO. OO0, 086G, - {iima racus JULE- -

rupiah} gengan Erinsip 0agi hasiti.-——m————-——-~—-—-
{2) Fasilitas pembiayaan tersebut dipergunaran ----
PIHAK KEDUA untuk keperiuan pemoelian ssticanog--
tanan/bangunan terletak di SN hiy,
RT Gish. RW o Kota gueee®® Keocamatan _
Kelurahan (NNl Propins: Jawa Barsi.------
——————————————————— Pasailidl e - —Sh—p- -~ -
—————————————— FENARIKAN PEMBIAYAAN-————— oo
{1} Penarikan pembiayaan hanya dapatc diiawsansadsan --
sehetah syarat-syaral pEnarikan gsmGiayiagn-—-—-—--——
gipenuhi . ————m-m e
{2) Syarat-syarat peanarikan pemb%ayaan:———i —————————

—-Akad pembiavaan dan pengikatan Garang-ocarang---
iaminan telan gdibuat, ditandatancanti, <sn zta
diltaksanakan sasuai dengan Xetenhuan vang-—----—-

ditatapkan oieh pihak pertama serta cerundang---—

ungangan yang Ja2riaku vang oilaksanakan---------
L sepenuhinya dengan benar.----—----- mm———mem———-eo
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-Tata cara penar Ixkan pencidayaan diianuran sSa83ud]

dengan sSiShLem GAn prosecur YANYG GILeLapl~an Oi=210i-
Pinak Parfama.——-- - -~ ----- - m e e s e o o
-Pihak Reuwusa teian menyerankan japcran----------

parkemsansdn TisiAa usaha dan niava unituk perioce

terakhir ¥ang cisusun Pinkak K

8dud ELaU Singn--—-
keriga vana ditunjuk oieh Fihak Perbama, --------
~FinAaik Kaeouda LeiAan menyerdr HAND {ADUEED l'ﬁqgﬁx_.'l'au'u'

DErKEMUANGAN USANLD -
{34} Penarikan Pemiaysan oilaxkSanakan seng sn-—-—--——-—
penangatanganan akad ini.-———---~——-——-eee oo

{4) Datam hal Pihak Pertama mengalami Kasu

dalam menyediakan dana pemSiayaan &Ld&u Liaya—-—-—

yang akan dikeluarkan Pihak Pertama atas——-------
. B, »
pembiayaan yang diberik?n kepada Pihak Kedua----
H i} ) ) kY & £
lebih besar dari kKeuntungan yang dipercieh, maka
3 3 X

para Pihak sepakat dan setuJu untuk menyasuaikan

poenyediaan pembhiayaan yang akan dituangxkan daiam

akad tersendiri dan berliaku mengikat DESY KEOUE—

Pinak Kedua dalam jangka waktu 38 (tiga puluh--—-
enam) bulan terhitung sejak tanggal akad ini-—-
ditanda tangani, dan dilunasi selambati-lambainya
pada tanggal duapuluh tujuh Juni dua ribu —------

sebelas {(27-062011}, === -

- {Tnjadaryarids nakristiayia 8addjataiio, FFEHJI12009nLuk menentukan-—



// niscah oagi hasii atas psndapAatan 8epeium————---—
GipOLONG ONgkosS-0NgKos oan pajak (penjuajani atau

VvAany GiREnadl dengan 3L ian Revanua Snaring, ----

dencan Rebtenitua@n —-——- - —m- oo s o s e e e e

—HISUAND UNRUK FiNEK FeErLamd 3&b83ar 1 ,adm (533 Lu-
= Y [ g

AUEIA BdmGanuiun Lida gersen; dan unlur Fingi----

nagus #8537k i3emtiian guiuh Sgiapran Kohnis---—----

Genjusian GertuUian. — - -T - o T o e
{3} Bagi hasil yanyg menjadi hak FPInak Fariamid wasiio-
Gibayarkan 38wia0 Cuian sSsiamcan- vamvabnya cacs-
aikiiir butan vang Sarsangkutan, Ke8Suaii apabiia -

tuh pada hari libur, maka---—-

1)}

tanagal tersebut j

nisbah dibavar pada hari kKerja ssoeiumnya.-—---—--
{4} Para Pihak sepakat dan setuju untuk menvesusirkan

nisbah bagi hasii yang dituangkan dalam akad-—---
tersendiri dan bearlaku mengikat bagi para Pinak.

{5} Apabila akad 1ni telah berakhir dan Pihak Kedua-

belum melunasiy pembavaran Kepada Finisk Feritams,

MarSE netentuan Lenland pEmdavaran nispan gsai---—

~Guna menjamin pembayaran kembalnx pembiayaan'1ni dan
segala biaya lainnya yang dibebankan oleh Pihag~—~--
Pertama kepada Pihak Kedua dan sebagai bagian yang--
tidax dapat dipisahkan dari akad 1ni, maka dengan—-
ini Pihak Kedua memberikan/menyerahkan jaminan «apada

Pihak Pertama sebagaimana tersebut dibawah ini ;-~---

TN T a0, RS KR SRAARIATPREDE 60 T K M1 i

beants B Lo s B o A TR RNRLEV SR LTSV

e



/chmc)rm, GUHASANG HAR== ===

Tanggungygan peringkalbt 111 seoesdar Rp. 125,506 0006,- -

tseratus duapuiull jJuld rup @i e s s s s s e o
—Tanan Gan odnQuUnAan UBNOASAT KAl GROL D iRAL A&as Milin

Tanagungdan perngnal 171 BeoesSAac "o, 75.000.000, - -
PLUJURDUTUN T@MA JUTA S AT L T T s e e e —
[—?anah dan Bangunan SErI EsarnaAn SErLipiaal fad Mid iR
I : .

nomor iy . o ioasang Hak----—---

Tanggungan peringkat Iil seuesar Rp. 75.000.003,- -

{tuJuhpuiun iIma JUuLad (upidn}.-——mom oo

Tanggungan peringkat IIY sebesar Rp. 35.00CG.00G,- -

{tigapuluh lima juta rupian;.--—---—--—=-————-~—~——
I—Tanah dan Bangunan bercasarkan Sertipgikat Hak Milik

Nomor M’ gipasang Hak-—-———---~

Tanggungan Pearingkat

111 msebesar Rp. 30.54

1 { il afulfuh JEISG e S - — )R e - - ~————-
! E

% ' -Tanah dan Bangunan berouasarkan Sertigikabl dar &0
nomor ¢’ SN, Cipasang Hak Tanggungan I---
sebasar Rp. 345.000_.800.-i {igaratus ampaipuiub Tim

juta rupiah}.~-————--—-—m——

E ~Pihak Kedua wajib mempeartanggurigkan atau-------—-- -
mengasuransikan atas peban sendirs dengan Bankar's--

. ciause untuk dan atas nama Pihak Pertama kKapada-----

N Pdinasamaaidisasdiriatesto Sopdjatmike, PReYI, 2088 paxain Jan-----



/|gi1setujur Para Pinak, atas seiuruh maupun sSe0aglan--
3 .
sarang yang dipergunakan $eDagal Jaminan -caidam--—--—-—

pempiayaan minimar S23ama Janygka wakiu pemoiaysan---

GEngan Remungdinan sewaknu wasihu GHpAL s

Sieth FiNaK ABUUA SECEaUATMANE YADYG UITRENULWAN DAL Gm-—
R A

i3t 318 Gan dishmnan $ien Pinagk Periams ., o sm—m—m s s e e

____________________ ,_)asc—i' "' - ———— i = —— = —m iy = - -

svarat-syarat asuransi vang bDerliaku.—-———-—-——-———-——~

-SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPERHATIKAN PIHAK KEDUA~-

(1) Pernyatgan merjamin {---—--o-——-o—-oomo——eo—eoon
i 4 b
-Pihak Kedua berhak dan Derwsnang sesuay dengan—
Akta pendirian yang berlaku untuk memguat akag--
pambiavaan yang mengikal Para Pihawx gsn mgrass--
¥yang Deriingak menanda LANGANT AKAS FPamiiArasn -
™ s

agaian p8latat Yana MEmpunydi XKSwESnangan ssn----
UMLUK Fol.—m— - mm = mmm s s e m e m e e
~Pihak Kegdua telah maliakukan Lindakan hurum yany
diperiukan Jalam rangks sahnya palaksansan Akag-—
Pambiayaan serta corumen-dokumen lainnya vana--—--—
berkaitan dengan Akad PemGiayaan sehingga tLidak-
bertentangan dengan xetantuan dan peraturan vanag
beriaku.———-=~--- - mm s e

N -Pinak Kedua talah memparcieh samua ijiin-3ijin-~—

Tnﬂ;aényquB.",Kﬂsﬁank)Soemannko,PPS4M,2009
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/

A yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan------
usahanyg. - —-———~-m—— - e
-Tidak adanya npeianguaran  vang Lerjad: 58030485 -
akibat dari akad-akad vany sebeaiuviinya pernan—-—-—-
gibpuAat Pihak Kedua vang ARKEN OBrLsniUmrubin-——-—-——--
Mmerugikan Fihan ParbtEmd. - -- o mm e s s e
~Tidax adanya Sanureng 4lau pErdara FAany Sscany-
Larjaci yang dahac CErgenyarun merud . Aan Finan - -
P tama. ——— - - oo T s e T e e e s e — e

{25 Hal-nal va3ang RAarus g1 1ak3danagkan ~-—~--=——=~—e o

Th@

-Pembiavaan yang dibarik

an

Genar-oenar

GOOUNAKEDN

untuk modal kerja vang dibenarkan secara Syariah.

-Apabila setelah Akad Pembiayaan beraxhir Pihak-

Kedua menunggak atau pembiavaan dihantikan se

ara

0

sepihak oleh Pihak Pertama, maka denda can biaya

biaya yang timbul darsi

akadg

ini

gan syarat-syaratc

ljainnya tetap derlaku.——~——---—me-m—s——e o mm oo

~Penyampaian laporan kewansan {(n

iaba/rugi) selampat-jambabnva s&

{sepuluh} bulan Derikubnya 38L2iah GErioGa———-—-

laporan. - —— T — T m s e o e e e e e -

-S2tiap saat bersedia

pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan sartia

kondisi perusahaan oleh Pihak Pertama atau Pihak

Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.----—-- -

-Memperbaharui/memperpanjang ijin-1jin yang ----

sudah tidak berlaku dan disampaikar kepada Pihak

Pertama.~———==———m— e e e

-Menyarahkan kepada Pihak Pertama asii

UAR YIS 5 RPN R T AP ELARY

AN

-

SEGACS

surat-—---

5
i
W
=)
v
]
|
1
I
1
|



/

tergseout dalam #asal 5 arkad ini unbur 15 impan--

uien Pihak Fertama sampai gengan iunasnva--—-—————
MG I EYa N .~ — - T T T T T e T e e e e e e - — e
~FiRER ABGUHd WAJID MEMOEr i TanUAan 5280aid —-m -
LErTUT IS Kepadda PinaRk FerLama 58 HmGs - 3inosLn sa
Toinujun) nAri raiencar HE2L i A0 LET 250 IRV LIEN AN
GErusaTiEN LA LINJarannuysd U8ErGINE fiEr g8 - - -
Arlii3051, DENJUATEN 38520L DECUBANALEN, WS HAursn-
JsUGANREN AGGLDANEN GASAT AN BLal nEA Jibdii-—— - =

ST G BN = -

e LI EERE - 35 T Ei
R mc. e e — SR R — -~ — — - ——— - — —
~-Pinak Kedua Wajio mamberitahukan kepgada ~ihan--

Pertama tentang adanva permohonan gaiiit vang—~-
Giajuran oieh pihak jain selambai-iambainya 7~—-

{tujuh) hari kalender sejak giterimanva surat--—-

——
s
S

~

~

permohonan dimaksud dari Pengadiian iNisga.----—-—-
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan:-—---------—-
Tanpa Leriebdih  dahuiu mamparsish sjin Lar Ly is-
gari Pihak Fectama, Finiak Re8duad L3031k —---—---e
Siperkenanian antara iain telapy Ligar nerosgiEs-
cada hal-hal S80a8987 DErIKUTI-——————~---~——-—————

pinak lain.—--——-——-—————~~———----—- SR S -
-Melakukan pembayaran dan atau melunas: nutang—-
pemegang saham sebelum pembiayaan kepaga Pihak—-
Pertama diiunasi teriebih dahuiu.-~-~—-=---—oc~
~Datam hal kepailitan, tanpa persstujuan -------

tertulis gari Pihak Pertama, Pinak Kedua dilaranag

TnﬂauanyuﬁdB.",Kﬂsﬁank)Soemannko,PPS4M,2009



|
I
i
i
|
t
1

Mmangajukan pernyataan paiiih ALAS PinAR ReGua- - -

=

sendiri di Pzrngadiian Nigga.—-=-—-=——=——~——~===-———~~
————————————————————— Fasal 9 ~—r-mmmme s e
———— il PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN---—------ .

—Fihak Percama serhax Daik diiaKuUran Sendir daidus-—-

ditaxkukan oieh Pihak lain vang ditunjux o)

-
-
U]
o
0
o
g
|
i
)

Pinak untuk setniap waktuy meminhd HE&LESrangan Hg: ——-—-
meiaxuran pemariksaan yang CIperiuskan Finas FerLans-

baixk xepada Pihak ®Kadua dansatau psru

U
4}
3
oY)
[
o
o
O

i
p
T
¢

o

aLas scarand-Sarang vang gibiavai dari akas pemeiavaan

NG SEN SAFARS Jaminan (AINN¥A.-—----o--- I b
—————————————————————— Fasal 0 —---—-cemommmmmem o
—————————————————————— PERNYATAAN-~——————~ == cm e
-Pihak Kedua dengan tegas menyatakan:-~--————-——=-—--—~
{1} Apabila berdasarkan hasil peneititian dan—-—-----—-—-

penilaian yang dilakukan cleh konsuitan jasa----
penitai/pihak ketiga yang ditunjuk oishi Pihak--—-
Pertama menyebutkan bahwa kerugian Perusahaan-—-

akibat xesalahan yang disengaja Oiiakukan o

n
=)
|
!

Pihak Kedua, maka segala resikoc vang manysbabkan
kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab--------
sgpenunnya Pihak Kedua dan Pinak Pesriama osrhak-

untuk manghentikan sacara sepihak dengan tetap—-

~menagih pemenuhan pembayaran dari Pihak Kadua.--
(27 Apabila pembiayaan digunakan untuk kepariuan----

iain, maka Pihak Pertama berhak sakeitika menagin

1]
-t

dan Pinhak Kedua diwajibkan tanga menunca—nunds—-—

Tagi memGayar selurun pembiayaannva, @anda,-—--—-
biaya-biaya dan kewajiban—-kewajibarn lainnya-----
N dengan seketika Jdan sekaligus Tungg.--—-—~-—-—-—---—-—

Tinjban yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



{3) 8iiama pembayaran tidax dibayar Tunas paoca waxtu

vang Gitelbapxan, maka Pinak PeriLana Garnaw untux
MBI JLAL SETUIUN JEMINAN S8NUGUNZAT GERGHN- ——~~= -
GRMGIAVAANL i, GA&TR BECATE UI0AWAan LaNgan matiinurn.
SR A aitini, unlun Gan 3LAas nama pEraanLEan B
Pertams GAan S0AS8 K8ThI1dSAan S3a8ndiri Tanid Sassaan
FiNnaR KadiLd S8nYaAn TR manyaLakan iEncAn--—--— -
SESUNGUUNNYE GKAN MENYErANKAN,/ MENRYGEINUK G- —— -~ -
CUmAH S DENTUNEN SENEEE IMANE ¥a0d Ler PRI R
’ (36381 B SRA0 iR .-t s e s s s e
{2} Apaniisa pernyALABAND PAUSs A¥ALD (3] Larasnut GiALss
tidak oilakzanasan dengan semesitinva, mER3 SnEs-
Liaya Pinak Kedua sendiri, Pinak Pariama oencan-
santuan vang barwajib dapat melaksanakannya.——-—-—

—————————————————— BIAYA-BIAYA LA;NNYA————————————w——
—-Bea materai, biaya parcetaxkan, biaya notaris, Tiaya
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Giava-oiava——-
lainnva yang Limpui sshubungan deangan pemberian-—---—

pemciavaan ini., mMErugadan beban dan harus Siusvar---

gigh Fihak Kegua.-—-rmo o oo s s m e e o e e
—————————————————————— Pasal 13 —~———~-m----mm oo
---------------------- DOMISILI-—mmmmmmmmmm e
-Tentang akad ini dan segaia akibatnya se&rig—-----—-

Para Pihak memiliih tempat kedudukan—---

o
S
n
ol
3
[»]
=]
=]
e
")

pe;
hukum {domisili) vang tetap dan umum 43 KaniLor zadan
Arbitrase Syariah gi Jakarta atau Kepaniteraan-—-—----
Pengaditan Negeri Jakarta Selatan dan/atau-------- -
Kepaniteraan Perigadilan Agama di Jakarta Seiatan.---
——————— ————mem————m—— PAasal 4 e
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{1 KuAsa-+»uAaSa iwakalah, yang discerivan Gienh Finan-

recama galam akad ini——-—-=---

m

Raedua xepada Pihax P

GI0EriRaAN GEeraAsSarsan #etentuan Svariah vanyg--- -

diDerikAan Jengan faw SUGSLILUSY San LigAR Gafidi-
AIiLAriE ReEmdaiiSOiEANCY UK Dien RzneEnhusdn-~—--
datam passl AL K DAl UNLENY-LNSHNY Dluduins o - s -
a3 ANE HiEliial Ve BRSUAD Al LA 59 UG sA

SeUUL HrS0 i Liidan SRAD

P

Segata sesuatu yang beium ciatur daiam akrac ini-

~~
AN
S

tunduk paca hukum positif vang periaku SGi-~—-—-—-——
Indonesia dan axkan &ituangkan daiam surat-----—-—-

menyurat dan kertas-kertas lain yang merupakan-—-

bagian vang tigak terpisankan dari axkac ini.----

cu sajar ditandatangani oizn --—--

-Maka, dari nal ha

")

giouatiah | oo m s e e e e
~Dibuat cdan diresmikan Ci Gy, pacs hari dan --——-
tanggal seperti terseput pada awal akta in1 ——-———--

dihadapan Nona wEENEREEER can Tuan ey -

keduanya pegawal Kantor Notaris gan bertempat ------
tinggal di - sepagai saksi saksi. —-—~——-———-----

—-Setelah akta ini dipacaxan oleh saya, NoLaris----——-—
ya, _

E’%l?:%&é{ Ui« Kislpndp Roediptaikey AEsHd D885, mava axte ind




/ ]
8

JRUREA (ELANGA LANUANT O8N PACA PONUNAGAG, {tar H--—~

3axksil uan saya, Notaris, o moro—o oo oo o —
-G iangsungkan gengan gua pesrubanan vaitu S&ATN ---—-

coratan dengan penggantian

o
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BISMITAAHIRRAHMALRNIRPAHIIM.

1
AKAD PEMBIAYAAN AT, MUDHARABAH

Nomor: &7

-Pada hari ini, hari Kamis tanggal duapuluh enam

Agustus duaribu empat (26-08-2004).

~-Berhadapan dengan saya, Nyonva -

1-

, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Daerah

Tingkat II Bekasi di Lemahabang, dengan dihadiri

olen saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal

dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir

akta iai:

1.a.

Sarjana Ekonomi,
Karyawan, barctempat tinggal di Pejaten Indah
I7/E.2, Kelurahan Pasar Minggu, Kecawatan
Pasar minggu, Jakarta Selatan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor !
untuk sementara berada di Bekasi.

i, Sarjana Ekonomi, Karyawan,
bertempat tinggal di Fomplek Bank Niaga
nomor 27, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan.
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang
Kartuw Tanda Penduduk nomor
untuk sementara berada di Bekasi.

Dalam hal ini bertindak ::

- untuk dirinya sendiri.

- Selaku kuasa dari tuan dan
tuan Péngurusfxoperasi Karyawan
Citra NWiaga, pertempat tinggal di Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah
cangan pada tanggal enandelas’ Juli Auaribu

dua (156-07-2002).

TnﬂauanyquB.",Kﬂsﬁank)Soemannko,PPS4M,2009



2
Menurut keterangan mereka dalam hal ini

bertindak selaku pengurus Koperasi Karyawan
Citra Niaga berkedudukan di Jakarta, dari
dan oleh karéﬁa ity untuk dan atas nama
serta sah mewakili ‘ : Tora

berkedudukan di Jakarta yang anggaran
dasarnya dimuat dalam Akta nomor )
tanggal enambelas Januari seribu
sembilanratus delapanpuluh sembilan
(16-01-1987), dan terakhir dirxrubah dengan
akta nomor A7 . ©  tanggal
enambelas Maret seribu sembilanratus
sembilanpuluh sembilan dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri‘koperasi, Pengusaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesgia
tanggal enam belds seribu sémbilanratus
sembilanpuluh sembilan.

{selanjutnya disebut "MUDHARIB" atau

TNASABAH") ,
Tuan , Pemimpin Cabang Perseroan
Terbatas : cabang

Bekasi, menurut keteranganny% dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut diatas,
berdasarkan Surat Pemindahan dan Penempatan
sebagai Kepala Cabang tanggal tujuhbelas
September duaribu tig; {17-09-2003} selaku
kuasa Direksi dari dan karenanya bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
persercan terbatas r

berkedud=kan di Jakarta, yang afmggaran

dasarnya, ctelah beberapa kali diubah yaitu

“Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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3
Rapat dibuat pada’ tanggal sembilanbelas Mei

seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan
(19-05-1999) nomor 29, dibuat dihadapan Nyonya
Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, dan telah mendapat:
pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik
Indonesia tanggal satu Juli seribu
sembilanratus sembilanpuluh sembilan
{01-07-1999) nomoxr C ¥ Toon
kemudian diubah dengar. Akta Pernyataan
Keputusan Rapat pada tanggal delapan September
seribu sembilanratus sembilanpuluh semﬁilan
(08-09-1995) nomor 23, dibuat dihadapan

. Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dan telah mendapat pengesahan dari Departemen
Kehakiman Republik Indenesia tanggal enambelas
September seribu sembilanratus sembilanpuluh

sembilan (1§—09—1999) nomox

{untuk selanjutnya perseroan terbatas tersebut
berikut segenap pengganti haknya selanjutnya

disebuli “BANK") .

-Para pihak terlebih dazhulu menerangkan hal hal

sebagail berikut ;

a.

‘Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas

kegiatan usahanya, NASABAH memerlukan sejumlah

danra, dan untuk memenuvhi hal tersebut.NASABAH

telan mengajukan permohonan Pembiayaan

ludharabah wal Murabahah kepada BANK untuk

" Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



4 .
menyediakan Pembiayaannya, yang dari

pendapatan/keuntungar usaha itu kelak akan
dibagi di antara NASABAH dan BANK berdasarkan

prinsip bagi hasil (syirkah).

b. Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut

BANK telah meayatakan persetujuannya, baik
terhadap Eégiatan ugéha yang%akan dijalankan
NASABAH maupun terhadap pembagian
pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi
hasilnya (syirkah).

Selanjutnye kedua belah pihak sepakat menﬁangkan

Akad ini dalam Akad Pembiavaan Mudhearabah

{selanjutnya disebut "Akad") dengan syarxat-syarat

serta ketentuan sebagail- berikut

PASAL 1

DEFINIST i

1. Mudharabazh adalah Akad antara pihak pemilik
modal (shahibul maal) dengan pengelola
(mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau
keuntungan.

2. Syariah gdalah Hukum Islam yang bersumber dari
Al Qur'an dan ar-Ra'yu dan mengatur segala hal
yang mencakupobidang ibadah mahdhah dan ibadah
muamalah. _

3. Pembiayaan adalah Pagu atau plafon dana yang
disediakan BANK untuk digunakan sebagai medal
bagi WASASAH <alam menjalankan dan memperluas
usahanya, sesuai dencan permohonan yéng

diajukan kepada BANK.

“Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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32z i nesil atau Syirkan atzlah “embagian atas
pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK
yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
NASABAH dengan BANK.

Nisbah adalah bagian dari hasil
pendapatan/keuntungan yang menjadi hak MNASABAH
dan BANK yang ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.
Dokumen Jaminan adalah segala macam dan bentuk
surat bukti tentang.kepemilikan atau hak-hak
lainnya atas barang yang dijadikan jam}nan dan
akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya
kewajiban NASAEARH -terhadap BANK. berdasarkan
Akad ini.

Jangka Waktu Akad adalah masa berlakunya Akad
ini sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal
3 Akad ini

Hari Kerja Bank adalah Hari Kerja Bank
Indonesié.

Pendapatan adalah seluruh penerimaan &ang
diperoleh dari hasil_usaha vang dijalankan
oleh NASAQAH dengan menggunakan modél yang
disediakan oleh BANK sesuai dengan Akad ini.
Keuntungan adalah Pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam butir 8 pasal 1 Akad ini
dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.-
Pembukuan Pembiayaan adalah pembukuan atas .
nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat

seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengaﬁ

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan

mengikat NASAHAH atas segala kewajiban
pehbayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan
sebaliknya dengan cara yang sah menu?ut hukum.
12. Cedera Janji wdalah peristiwa atau
peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum
dalam pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK
dapat menghentikan se}uruh atau sebahagian
pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan
sekaliqus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK

sebelum Jaagka Waktbu Akad ini.,

Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri
untuk menyédiakan fasilitas Pembiayaan Mudhafabah
wal Murabahah kepada NASABAH sampai sejumlah
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara
sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan
NASABAH vang semata-mata akan dipergunakan untuk
Pembiayaan konsumtif kendaraan bermotor, rumah
tinggal dan konsumtif lainnya kepada anggota
koperasi sesual dengan Rencana kerja vang
disiapkan oleh NASABAH vang disetujui BANK dengan
ketentuan Nisbah dengan equivalen ratel7%
(tujuhbelas persen) untuk jangkéfwaktu 24
(duapuluh empat) bulan, 35 (tigapuluh enam} .bulan,
48 (empatpuluh delapan) bulan, dan 60 {enampuluh)

L]

bulan yang perinciannya sebagai berikut
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- Untuk jangka waktu 24 (duapuluh empat) bulan,

nisbah untuk Bank sebesar 98,08 % (sembilanpuluh

delapan koma delapan persen) dan nisbah untuk

Nasabah sebesar 1,22 % (satu koma sembilanpuluh

Jdua persen) .

- Uatuk jangka waktu 36 (tigapuluh 2nam) bulan,
nisbhbah untuk Banx sebesar 357,26 % {(sembilanpuluh
tujuh koma duvapuluh enaw persen) dan nisbah untuk

Nasabah sebesar 2,74 % (dua koma tujuhpuluh.empat
pexrsen) .

~ Untuk jangka waktu 48 ({empatpuluh delapan)

~bulan, nisbah untuk Bank sebesar 96,50 %

(sembilanpuluh snam koma limapuluh persen) dan
PR, W (. 3,50 % (tiga koma
limapuluh persen) .

- Untuk jangka waktu 60 (enampuluh) bul;n, nisﬁah

untuk Bank sebesar 55,81 % (sembilanpuluh lima

koma delapanpuluh satu persen} dan ﬁisbah untuk

—

Naszbah sebesar 4,19 % {empat koma sembilanbelas

persen)} .

seperti yang'terlampir dalam akad ini dan

karenanya merupakan satu kesatuan vang tak
terpisahkan dari Akad ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini

befléngsung untuk jangka waktu sesuai jangka waktu

pembiayaan:
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- Untuk PPR/Renovasi dan mobil maksimal 60

(enampuluh} bulan.

- Untuk kendaraan rcda dua (baru} malisimal 48
(empatpuluh delapan) bulan.

- Untuk kebutuhan konsumtif lainnya maksimal 36
{tigapuluh enam) bulan.

terhitung sejak tanggal Akad ini
ditandatangani/atau sejak tanggal pencairan
fasilitas yang diberikan,‘gerta berékhir nada
jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 4

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati

ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan

dana yang ditetapkan oleh vang berwenang, BANK
berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk
mengizinkan NASABRH menarik Pembiayaan, setelzah
NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai
berikut:
1.SYARAT PENCAIRAN

a. Berdasarkan Checking Bank Indonesia atas

nama Koperasi i | dan

seluruh pengurus harus positif dan tidak

rermasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

b. Menandatangani akad pembiayaan secara
notariil oleh pengurus Koperasi Karyawan
Citra Niaga sesuai Rapat Anggota Tahunan

{RAT) terakhir dan vang di persyaratkan
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dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Kopertasi 1.
Pencairan didasarkan atas permohonan
Koperxasi | _ ... C.._. . Adapun
rampiran laporan penggunaan dan bukti
perjanjian Koperasi * .
dengan end user/anggota koperasi diserahkan
éaling lambat 1 (satu) bulan.

Pencairan dilakukaq setelah seluruh syarat

dipenuhi Nasabah.

Syarat untuk anggota yang dibiayai -

- Anggota yang memperoleh pembiayaan adalah
pegavai tetap dengan masa kerja lebih dari 2
{(dua). tahun dan jangka waktu pembiayaan
tidak melebihi usia pensiun dengan
menyartakan copy SK terakhir dan daftar
gaji.

- DSR (kewajiban/pendapatan) maksimal 40%

(empatpﬁluh persen) (untuk seluruh

pembiayaan/kewajiban) .

- Pembiayaan untuk pembelian kendaraan

bermotor hindari pembelian untuk motor
merek/buatan China.

- Setiap anggota yang akan mendapatkan
pinjaman wajib melampirkan data-data lengkap
seperti : Nama, NIP, Status Pegawai,
Golongan, Gaji Pokok/THP, Tujuan Pembiayaan,

tiominzi Pembiayaan.

"Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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- Menyerahkan Surat Pernyataan dari

masing-masing end user/anggota Xoperasi
bahwa apabila terjadi
© pindah pekerjzan, seluruh sisa pinjaman
dilunasi kecuali dapat dibuktikan sumber
pembayaran kembali atas kewajiban yang
tersisa yang telah dinilai kelayakannya oleh
Bank
- Atas obyek pembiayaan Qang bersifat
insurable harus diasuransikan pada
perusahaan asuransi rekanan Bank
dengan Banker s Clause untuk
kepentingan Bank M Daiam hal
Nasabah telah mengasuransikan jaminan,
Nasabah telah menyerahkan pelis asuransi
dengan banker™s clause untuk kepentingan

Bank

T L ST

- Anggota yang disetujui untuk memperoleh
pembiayaan di cover asuransi jiwa dengan

banker™s clause untuk kepentingan Bank

- Tidak dalam masa péﬁgawasan kepala unit
kerjanya (mendépat surat teguran/SP).

f. Setelah rembayar biaya administrasi
peuwbiavaan dan biaya-biaya lainnya yang
timbul dari transaksi ini.

2.SYARAT-SYARAT LAIN

a. Menyalurkan aktivitas keuangan di Bank

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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i {sehubungan dengan fasilitas

pembiayaan yang diterima} dan bersedia
dimonitoring perkembangannya setiap 3 (tiga)
bulan clea Bank

b. Mengijinkan PT.BANK atau

- . pihak yang ditunjuk untuk melakukan

- e e m = e - = R T D
- Ae A NMT N L e e aadlies w -

Tia I a
N

4
tH
t
{ls
i
fu
J
"
(1]

1
9]

Banic _ berhak
mennlak/mengurangi permchonan jika menurut
Bank dianggap tidak layak, meskipun sudah
direkomendasi oleh Kepala Uait Kerﬁa dan
Koperasi.,

d. Apabila terjadi perubahan pengurus wajib
dilaporkan kepada Bank '
maksimal 10 (sepuluh) hari setelah
terbentuk.

e. Apabila terjadi sesuatu terhadap kelancaran
salah satu anggota penéfima pémbiayaén maka
Koperasi _ - 1 wajib membayar

kewéjiban:tersébut. |

f. Lain-lain sesual dengan ketentuvan yang
berlaku dan akan ditetapkan kemudian oleh
PT.Bank

3.JANGKA WAKTU PENARIKAN :

- Jangka waktu-penarikan ﬁaksimal 6 (enam)} bulan
seﬁelah ditandatanganinya akad ini.

4 .CARA PENCAIRAN

- Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh ™

12
- Cara pencairan diberilkan sesuai dengan

kebutuhan anggota Koperasi ° a.

- Mehyerahkan kepé&a BENK Permohonan Realisasi
Pembiayaan yang berisi rincian Bérang yvang akan
dibiayvai dengan fasilitas Pembiayvaan, serta l
tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus
dilakukan. Surat Permohonan tersebut tharus sudah

diterima oleh BANK selambat—lambapnya 5 (lima)

hari kerja Bank dari saat pencairan harus
dilaksanakan. . . 1
- Menyerahkan kepada BANK szluruh dokumen NASARAH,
termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen
jaminan yang berkaitan dengen Akad ini.

- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau ‘hak lain

atas barané jaminan, serta akta-akta pengikatan

jaminannya.

Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan
menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uahgﬁya,
dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat,
dokumén, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau
akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK
berkewajiban untﬁk menerbitkan dan menyerxahkan
Tanda Bukti Penerimaénnya kepada WASABRH.

Pasal S

SESEPAKATAN BRGI HASTL

- NASABAH daﬂ BANK sepraxat, dan dengan ini

mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa
Tinjauan yuridis -.., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009 i
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Nisbah dari masing-masing pihak adalah sesuai

Proyeksi keuangan yang ditanda tangani NASABAH
vyang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
terlampir yang merupakan satu kesatuan yang
tidak bisa dipisahkan dari Akad Pembiayaan ini.
- NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini
saling mengikat diri satu terhadap yﬁng iain,
-bzhwa pelaksanaan Bagi Hasil (Syirkah) dan
pembayaran pokok akan dilakukan pada tiap-tiap

bulan sesuai dengan angsuran dari anggota

Koperasi. seperti yang
texrnyate dalam Surat Pernyataan yang ditanda
tangani NASABAH yang aslinya dilekatkanlpada
minuta akta ini dan merupakan satu kesatuan yang
tidak bisa dipisahkan dari Akad Pembiayaan.

- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri
untuk menanggung kerugian yang timbul dalam
phlaksanaan Akad ini, kescuall apabila kerugian

-tersebut terjadi karena ketidakjujuraﬁ dan/atau
kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang <ilakukan
NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur
dalam pasal 12 aAkad ini.

- BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya
kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima
dan menilai keﬁbali segala perhitungan yang
dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, -

dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya

tersebut secara tertulis kepada NASABRH.

' Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



14
- NASABAH berjanji dan dergan ini mengikatkan

diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang
dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan
Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan,
selambat-lambatnya pada hari ke 7 {(tujuh) bulan
berikutnya. |

~ BANX berjanji dan dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan penilaian kembali atas
perhitungan usaha yang aiajukan oleh NASABAH,
selambat-lambatnya pada hari ke S (lima) sesudah
BANK menefima perhitungan usaha tersebut yang
disertai data dan bukti-bukti lengkap dari
NASABAH.

- Apabila sampai hari ke 5 (lima), BANK tidak
menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut
kepada NASABAH, maka BANK dian@ggp‘secara.sah
telah menerima dan mengakui pgkhitﬁngan_yang
dibuat oleh NASABAH. |

- NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling
mengikatkan diri satu terhadap.yang lain, bahwa
BANK hanya akan menénggung seggla kerugian,
maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan
kepada NASABAH tersebut pada pésal 2.

Pasal &

éEMBAYARAN KEMBATLT

~-NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri

untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah

Pembiayaan pokok dan bagian cendapatan/keuntungan

yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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Nisbah sebagaimana ditetapkan pada pasal S Akad

ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana
ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan

karenanya menjadi satu kesatuan yang tak

terpisahkan dari Akad ini.

-fetiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada

BANK atas Pembiayaan yang diberikan oleh BANK

dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang

ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening
vang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK,.

- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui
rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini
NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat
berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan
dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata képada BANK, untuk mendebet rekening
NASABAH guna inembayar/melunasi kewajiban
lNASABAH kepéda BANK;‘N )

- Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi
pembiayaan yang diberikan oleh BANK lebih awal
dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak
berarti pembayaran tersebut ékan menghapuskan
atau mengurangi bagian dari
pendapatan/keuntungan wvang menjadi hak BANK

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad

ini.
Pasal 7

BIAYA POTONGAN DAN PAJAK

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatlian diri

untuk menanggung segala biaya yang diperlukan
berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk
jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu
diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum
ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH
menyatakan persetujuannya.

- Setiap pembayaran kembali/pelﬁpasan NASABAH
sehubungan dengaﬁ Aka§ ini dan Akad lainnya yang
mengikat NASAEAH dan BANK, dilakulan olzh
NASABAH kepinda BANK ténpa potongan,-pungdtan,
pajak dan/atau biaya-biaya ld‘nnya, kecuali jiks
potongan tersebut diharuskan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- NASAB#H berjanji dan dengan ini mengikat diri,
bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan
oleh perundang-undangan yang berlaku, akan
dilakukan pembayarannya oleh NASABAR melalui
BANK.

Pasal 8

JAMINAN

Unﬁuk menjaﬁin tertibnya pembayaran

kéﬁbali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan

Ijﬁm}éh yang telah disepakati kédua belah pihak

berdasarkan Akad.ini, mqka NASABAﬁ berjaznji dan

dengan ini .mengikatkan diri untuk menyerahkan
jaminan dan membuat pengikatarn jaminan kepada BAN
sesuai dengaﬁ peraturan perundang-undancan yang

berlaku, yang merupakan bagian yang tidak
Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan

yang diserahkan adalah berupa

1. Surat pernyataan avalist dari Koperasi

Surat Pernyataan, Kuasa Pemotongan Gaji dan
Hak lainnya yang berisikan

- Kuasa Potong Gaji dari anggota yang

‘ mengambil pembiayaan untuk menyetorkan

langsung ke rekening Koperasi

di Bank ! .
- Pernyataan dari anggota koperasi untuk
menyerahxa.l secara sukarela atas jaminan yang
diberikan kepada koperasi untuk, apabila
terjadi wan rrestasi maka secara otomatis hak
keutamaan (prefence) beralih ke Bank Syariah
Mandiri.
- Pernyataan dari anggota koperasi untuk
menyerahkan Tunjangan Hari Tua dan FPesangon
untuk-pélunasan kewaijiban apabila terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja.
Surat Pernyataan dari penhgurus Koperasi

vang diwakili oleh Ketua

dan Bendahara Koperasi .
yang menjamin kelancaran pembayaran a2ngsuran
hinggs lunas.
Surat Pernyataan dari anggota koperasi untuk
henyerahkan secara sukarela atas jaminan yang

diberikan kepada Koperasi, apabila terjadi wan

‘TnﬁauanyquB."fKﬂsﬁank)Soemannko,PPSJM,ZOOQ
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prestasi maka secara otomatis hak keutamaan

(preference) beralih ke Bank

5. Sertifikat penjamin dari Lembaga Penjamin
lainnya atau asuransi jiwa -(Nasabah/end user/
anggota koperasi wajib menjadi peserta

5 ' asuransi jiwa yang mengcover pembayaran

| kembali apabila Nasabah meninggal dunia).

Pasal 9

KEWAJIBAN NASABAH _
.Sehubungan dengan penyedia;n oleh BANK herdasarkan
Akad ini NASABRH berjanji dan dengah ini
mengikatkan diri untuk : -
1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan
; : berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK
sesuai aengan Nisbah pada saat jatuh tempo
sebagai mana ditekapkan ﬁada Lampiran yang
- ~ dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada BANK
dalam hal terjadinya perubahan'ynng menyangkut
NASABAH maupun usahanya.
3. Melakukan pembayarén atas semua tagihan dari
Pihak Ketiga dan dengan setiap penerimaan
tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui
rekening NASABAH di BANK.
4. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik
NASABAH dari beban penjaminhan terhadap pihak
lain,'kecuali penjaminan bagi kepentingan BAN)
berdasarkan Akad‘ini.
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5. HMengelola dan menyelenggarakan pembukuan
Pembiayaan secara jujur dan benar dengan
iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.

5.

Menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya
secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya

berdasarkan Akad ini, selambat-lambatnya

Langgal duapuluh lima (25} bulan berikutnya.

7. Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen,
bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan
yang diminta BANK kepada NASABAH.

B. Menjalankan usahanya mrnurut
ketentuan-ketentuan, ataun tidak menyih@ang
atau hertentangan dengan prigsip—prinéip
Syari'ah. .

Pasal 10

PERNYATABN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini wmenyatakan pengakuan dengan
sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya
mengikatkan diri kepada BANK, bahwa

- NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha vyvang
tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;

- Pada saat ditandatanganinya aAkad ini, NASABAH
tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa,
gugat-menggugat di muka atau diluar lembaga
peradilén atau arbitrase, berutang kepada pihak

lain, diselidili atau dituntut oleh pihak yang

DEXW
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A
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sazat ini ataupun dalzam masa
penundaan, yang dapat wmempengaruvhi asset,

*
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keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya

usaha NASABAH;

- NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku -
untuk menjalankan usahanya; -

- Orang-orang yang bertindak untuk dan atas naima
serta mewakili dan/atau yang diberikan kuasa
oleh NASABAH adalah sah dan berwewenang serta
tidak dalam tekanan_ atau paksaan dari pihak
manapun; f

~ NASABAH mengijinkan BANK pada saat ini dan untuk
masa-masa selama berlangsungnya‘nkad, untuk
memasuki tempat usaha den tempat-tempat lainnya
yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadékan
pemeriksaan terhadép pembukuan, catatan-catatan,
transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang
berkaitan dengén usaha bg;dasarkan Akad ini,
baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 131

CEDERAZ JANJI

~-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 3 2%kad ini.
BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dar:
NASABAH dan/atau siapapun juga yang memperoleh ha)
darinya, ataslsebagian atau seluruh jumlah
kewéjiban NASABAH kepada BANK berdasarkan ikad
ini, untuk dibayar déngan seketika dan sekaligus,
tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, sura
teguran atau surat lainnya apabila terjadi salah
satu hal atau ﬁeristiwa'tersebut dibawah ini-

a. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas
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kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat

vang ditetzpkan dalam pasal 5 dan/atau pasal 2
Akad ini;

b. Dokumen, surat-surat kepemilikan atau hak
lainnya atau barang-barang yang dijadikan,
dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana
tersebut pada pasal 10 Rkad ini ternyata palsu
atau tidak benar isinva, dan/atau NASABAH
melakukan perbuatan yang melanggar ataun
bertentangan dengan salah satu hal yang
ditentukan dalam pasal 2 dan/atau pasal 12
Akad ini; F

c. Sebahagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH
disita oleh pengadilan atau pihak yang
berwajib;

4. NASABAH berkelakuan sebagai pemboros,'pemabuk,
ditaruh dibawah pengampuan, dalam keadaan
insolvensi, dinyatakan pailit, atau -
dilikuidasi;

Pasal 12

PELANGGARAN

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-sgyarat

nkad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah

satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai

berikut

-a. Menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK
"diluvar tujuan atau rencana kerja yang telah
mendapatkan pefsetujhan tertulis dari-BANK;

b. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara
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apapun, termasuk dan tidak tebatas pada

melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau

akuisisi denganr pihak lain.

Menjatankan usahanya ctidak sesuai dengan

ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK;

Melakukan pendaftaran untuk memochon dinyatakan

pailit oleh'pengaéilan;

e. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap
piﬁak lain;

f. Menolak atau menghalang-halangi BANX-dalam
melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan

sebagaimana diatur dalam pasal 13 Akad ini.

Pagal 13

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Atas kesepakatan kedua pihak, BANK atéu Kuasanya
dapat untuk melakgkan pengawasan dan pemeriksqan
ataé pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang
m?ndépat fasilitas pembiayaaﬁ dari BANK
bérdasarkan 2akad ini, serta hal-hal lain yang
berkaitan langsung‘étau tidak langsung dengannya,
termasuk dan tidak terbatas pada mewbuat photo
copynya.

Pasal i4

ASURANSI

NASABAH bexrjanji dan dengan ini mengikatkan diri

untuk menutup asuransi berdasarkan Syari‘'ah atas

bebannya texh

[\
9]
in
o
i
i
P

uruh barang yang menjadi
jawinan atas Femblayaan terdasarkan Akad ini, pada

perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK,
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dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak

~yang berhak menerima pembayaran claim asuransi
tersebut (bankers claus).
Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISTHAN
-Rpabila terjadi perbedaan peﬁdapat dalam memah#mi
atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau
terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian
ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk
menyeiesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
-Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pepdapat
atau perselisihan melalui musyawérah untué mufakat
tidak menghasilkan keputusan yang digépakati oleh
kadua belah pihak, maka dengan‘ini NASABAH dan
BANK-sepakat untuk menuhjuk dan menetapkan serta
memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH
NASIONAL (BASYARNAS} untuk memberikan putusannya,
menurut tata cara danlprosedur berarbitrase yang
ditetapkan 8leh dan berlaku di Badan tersebut.
-Putusan BADAN AﬁBITRASE SYARIAH NASIONALl
(BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.
Fasal 16
LAIN LAIN
Aicad Pembiayaap al Murabahah ini merupakan satu
kesatuan- yang tidak dapat diﬁisahkan dengan surat
Penegasan Persetujuan Pembiafaan (Induk) tanggal
duapuluh sembilan Juli duaribu empat {29-07-2004)
nomor 6/085/SP3/005 ‘

Pasal 17

TnﬁauanyquB.",Kﬂsﬁank)Soemannko,PPSJM,ZOOQ

h
-

B T v I —
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PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan

dengan akad ini dianggap telah disampikan secara
baik dan sah, apabila dikirim dengan surat
tercatat atau disampaikan secara pribadi dengén
tanda terima kealamat dibawah iri

MASABAIT : KOPERAST

ALAMAT : Fatmawati Mas Blok I kav.l116-117

Jalan RS.Fatmawati, Cilaidak Barat,

Cilandak, Jakarta Selatan.

TELP :

BANK : PT.BANK

ALAMAT : jalan A.Yani Blok A 5/6-7,
Bekasi.

Pasal_ 18

PENU%UP

-Apabila ada hal hal yang belum diatu- atau belum

cukup diatur dalam akad ini, waka NASABAH dan BANK

akan mengaturrya bersama sama secara musyawarah

untuk mufakat dalam suatu Addendum.

-Tiap Addendum dari akad ini merupakan suatu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
DEMIKIANLAH AKTA INI

~-Dibuat dan dilangsungkan di Bekasi padathari dan

tanggal tersebut diaﬁas dengan dihadiri oleh:

Nona . | .— “dan Nona :

karyawan kantor notaris dan bertemgat tinggal.

Bekasi, Kedua-duanya sebagai saksi saksi.
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-Seg=ra setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap dan saksi saksi, maka

ditandatangani}ah akta ini olzh para penghadap,

saksi saksi dan saya, notaris.
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BISHILLAKIRRAHHAANTRRAHIH

\
HKAD PENBIAYAAN HAWALAH
¥

1

(PE?BIQYQRH PENGALTHAN UTaNG)

Nomor © &.-

~Pada hari ini, Senin, tanggal 04-06-2007 {empat Juni

duariby tujuh); ——-mmmmmmm e e e

-Pukul 1i.10 (seﬁglas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia -

-Berhadapan denganh saya, marjana Hukum, --—-
Magister KenotariLtan, NS dengan dihadiri —-

oleh saksi-saksi }ang saya, Notaris kenal dan identitas— --—~

ﬂﬁwﬁgﬁi@m@disebutkan pada bagian akhir akta ini : —-

-

I.-——Tu_an‘”lahir di Bandung pada tanggal -~---— -
27—.\.1-15;79 (d}v-apuluh tujub November seribu sembilanratus
tujuhpuluh sefbilan), Warga Hegara Indonesia, Direktur. ~
Utama dari perseroan 'terbat-_tas yang akan disebut, —~_»—-—---.
bertempat tingfgal di Propinsi Jawa Barat, Jalan Pungkur -
NomoIr 264, Rul;un Tetangga 008, RuKun Warga 001, ---~—-— ~

Kelurahan Punc_}kur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, ----— -

SRR SRS r vy Tanda Penduduk nomor : 1050122711790002; —

-Untuk sementara berada di Jakarta; ~----~----v-mmme-o -

~Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas-—
dan oleh karenarya sah mewakili Direksi Perseroan, ~----- -

!

sehingga berhak ‘bertindak untuk dan atas naaa persaeroan —-—

terbatas berkedudukan di Bandung —

yvang pendirian d;an anggaran dasarnya sebagaimana ternyata—-.
daltam Akta terta{rlggal 14-10-2003 {(empatbelas OKktober ----—
dvaribu tiga), N.!Jmor_’: 27 yang dibuat dihadapan LEONTINE — . =--
ANGGﬂSﬁRm, Sarj%ma Hukum, Notaris di Bandung dan telah -—

meidapat pengesahan dari Henteri Kehakiman Dan Hak Asasi —
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———— e

“MM untuk melakukan tindakan hukem dalam akta ini

m)mmpat persetujuan dari :

- —— .

Hanuysia Republik Indonasia sehagaimana ternyata cialam

Surat Keputusannya tertanggal 2l (h% {‘d‘J&pd% -
T IATLIR Y
i . AN T
April duaribu empat)y NOMQI jap _gzﬂp;,,a@,gh%ﬂ}m
G ANRET

-akta dan surat kKeputusan mana yang salinan resminya

telah diperlihatkan kepada saya, Notarig; ~----=--=~~-——co

-Mepurut Keterangan penghadap, swdah tidak ada lagi -~ —--—-

akta-akta, danfatau sural kepulnsan-surat kepubtusan - —----

e i v e = = et e = e ——— s

lainnya selain tersebut diatas;

, telah-

e m e e mrh L T R e e e e im e e ke AP A e e ———

a.~Komigaris Perseroan, yaitu : - -

1.-Tua
WWWWM (duapuluh sembilan Oktober seribu
[

—— e — e ok

sembilanratus limapuluh satu), Wargas Hegara
*Indonesia, Komisariz Utama Perseroan, bectempat -=--
tinggal di Propinsi Jawa Barat, Jalan_ Pungk.ur_hlcmor-
26A, Rukun Telkangoa 008, Rukun_uarga 001, Ke]ur.'.a han-

Pungkur, Kecamatan fiegol, Kota Bandung, pemegang ---

Kartu Tanda PenduduX nomor : 1050122910510001; —=——-

lahir di Bandung pada -

2.-Nyonya
tanggal 24~08-1952 [duapuluh empat sgustus seribu --

sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara -—=-—-~-~

Indonesia, Komisaris Perseroan, bectempat tinggal di

‘pPropinsi Jawa Barat, Jalan Pungkur Homor 26A, Rukup~

MERHFURECT NI, Rukun Warga 001, Kelurahan Pungkur , ~-

¥ecamatan Regol, Xota Bandung, pemegang Rartu Tanda-

Penduduk nopor : 1050126408520001; --=—--~~- -

3_-Hona EHMHY NaHARA, lahir d1 Bandung pada tanggal ---~

24-05-1978 (duapulub empal Hel seribu sembilanratus-

At s
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[ S

Komisaris Perserocan, bertempat tinggal di Propinsi -

Jawa.Barat, Jalan Pungkur Homor 26A, Rukun Tetangga-
008, Rukun Warga 001, Kelurahan Pungkur, Kecamatan -

Regol, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor : 1050126405780002;

] A = e o

-tuntuk sementara kesemuvanya berada di Jakarta vang tur ut
hadir dalam jlabatannya masing-masing tersebut diatas dan

menandatangar{i Akad inl dihadapan saya, Notaris dengan -

dihediri sakai—saks; __________

o

yang sama, sebagai tanda

persetuj uannyi; L~ ~ R — - e —~— — -~ —— ~

-

b.-Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana ternyata dari

Notulen Rapat'Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para

— e

Pem;egang Saham perseroan terbatas —~-.———--
+
PEEEE Scrkddudukan di Bandung tertanggal 07-06-2007 —

{tujuh Juni dtfaribu tujuh) vang dibvat dibawah tangan —--

dan bermaterai-! cukup vang aslinya dilekatkan pada minuta

akta. saya, Not%ris tertanggal hari Akad ini, Nemor : 2 —

dan fotocopy sésuai aslinya dilekatkan pada minuta akad—

ini ; e o A e k. o o A L A L W o A A et A B T ot e o A A o e —
v

v

-uUntuk selanjutdya perseroan terbatas m—-'—
P {giliiiiewt ersebut; akan disebut “NASABAH" . ——~-—eme - -

IT.-Tuan Mahir di Jakarta, pada tanggal —

: ] _ o
01-12-1945 (satu Desember seribu sembilanratus enampuluh—

lima), Harga Hegéra Indonesia, KJ{nENNNNRINEE
: tas PY. SYARIAH HANDI -
(merseroan terbatas PY. BANK SYARIAH HANDIRI yang
akan disebut, beftempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota—
Jakarta, Jalan Télaud Nomor &, Rukun Tetangga 001, Rukun-
Warga 04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya -~

-

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ~-—--

09.5001.011265.00R3; ~-~=--=-wmsmooooosm o omesm oo

|
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-Henurut keterangannyin o dam hal ind Lot bimdak ----= —ooos
berdasarkan Surat Kuasa yaug dibeat dibawah tangan dan --

bermeterai cukup, Letlanggal 04-046-2007 (empat Junl —---—-

_ dua.r'i“bup_}:ujuh) vany azlinya dilekatkan pada minvta akta -

saya, Notaris tertanggal hari akad ini, Nomer : 2 dap ---
fotocopy sasual azlinya dilekatkan pads minuta nkad —~---
ini selaku kuasa dart Tuan YUSLAaM FADZL1 dalam ~o-=ee e o
kedudukannya sebagai Direkbur Utama perseroan terbaktas --
PT. BANR SYARTAH HANDIRT, vang akan disebul, oleh -————-«
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan ---
terbatas PT. BAHK SYARIAH MANDIRI, berledudukan di =——w--
Jakarta yvang pendirian dap anggaran dasar berikut ~—— ————
perubahan-perubahannya telah diumumkan danfatay --~-——~e-
sebagaimana termaEx@Plam : ~--—-m———mmmem—mm L
~-Berita Negara Republik Indonesia tangpal 13-07-1976 -—-
(tigabelés Juli sepibu sembilanratus tujuhpuluh enam), -
NHomor :- 5&, Tambahan Homor @ 534; -——re—mme—om e -
--Berita Hegara Republik Indopesia tanggal 26-02-1982 --~-
- {dvapvluh enam Febrﬁari seribu sembilanratus ------ ———~
delapanpul uh c;ua}, Nomor- : 17, Tambahan Nomor : 244 ; ~--
~-Berita Negara ReghyY®@® Indonesia Lanagal L1-11-198& ~--
W)ﬁwﬁ seribu sembilanratus delai)anpulluh ———
enam), Nomor : 90, Tambahan Nomor : 1364; —;-~--mw——eu-
--Berita Hegara Republik Indonesia tanggal 11-01-1994 ---
[sebelasﬁanuan‘ﬁﬂ'l sembilanratus sembilanpulub --=
empat), Homor : 3, Tambahan Homer : 181l; ~----omem——wo
--Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-02-1998 -~--
{duapuluh tujuh Februari seribu sembilanratus ---—~-—~--- -

sembilanpuluh delapan), Momor : 17, Tambahan Momar : -~
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1

-—Berit1 Negara Republik Indonesia tanggal 31-10-2000 ~--

{tigapuluh satu Oktober duaribu), Nomor : 87, Tambahan-
NOROP 7 65863 == === oo o e

~-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-10-2000 —--

{tigapyluh saty Oktober duaribu), Nomor : 87, Tambahan-
Nomor ' 85B7; ~w-mrermm o e e e e

--Berita ﬂegara Republik indonesia tanggal 31-10-2000 - —-

{tigapuluh satu Oktober duaribu), Nomor : B7, Tambahan-
Nomor 1 6588; ~—r-—mr— o e e

--Berita ﬁégara Republik Indonesia tanggal 31-10~2000 -—~

(tigapulith satu Oktober duaribu), Nomor : 87, Tambahan-
Nomor : é589; ************************************* -

-~pkta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -~-—~

pgrseroan terbatas P7. BANK SYARIAH HANDIRY, tertanggal
17-05-2006 (tujuhbelas Hei duaribu enam), Nomor

: 56 -—
vang dibuat oleh IHAS FATINAH, Sarjana Hukum, Notaris -
o di JakElRFa: T T a R T T T e~ - -

~~Berita Nzgara Republik Indoresia tqnégal 15-09-2006 --—

{Yimabelas  September duaribu enam), Nomor : 74,
Tambahan MOMOr 1 9605 ~==s=mmwwm s e

ot n i A

~Sedangkan su

Iunan Direksi perseroan 'vang terakhir
sebagaimana t

rnvata dalam akta Pe&nyétaan Keputusan ~--~

Pemegang ‘Sahal) persercan terbatas PT. BANK SYARIAH
.

HMANDIRY, tertarggal 21-12-2005 {duapuluh saty Desember —-%
duaribuy 1lima),

" :

Nomer : 11 yang dibuat dihadapan
RADARUSYAMST,

R

%arjana'Hukum, Notaris di Jakarta; ~------ -

-Berita negara-berita negara serta salinan resmi akta -~--

mana telah dipeflihatkan kepada saya, MNotaris; -
H

T e e e e

-Henurut keterangan Qenghadap sudah tidak ada lagi berita
negara-berita ndgara, akta-akta atau surat keputusan ---—
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selain yang tersebul dialas. -----rmes mmmmemm e
-Untuk selanjutnya persercan terbatas PT BANK SYARIAH —----
MANDIRI, tersebut akan disebut “BAMK™. --=m----sooomn ———e.
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Hotaris darj e
identitasnya masing-masing. ---~---=----mmmm L
~-para penghadap masing-masing bertindak dilam Kedudukan nya, -~
tersebut diatas menerangkan terlebih dahuluy : -----wmm—oo
A.-Bahwa NASABAH telah mengajukan permohoran pembiayaan ---—-
kepada BANK sebagainmana ternyata dari cural vang ----+—oc-
dikeluarkan NASABAH tertanggal 26-03-2007 (dvapuluh enam-—
Haret duaribu tujuh), Momor : 9/1/2007 dan ;elanjutnya --
BANK telah menyetujui membefikan fasilftas Pembiayaan ---—
Line Facility kepada NASABAM dalam jenis pembiayaan ——---
Hawalah, Qardh, wal Hurabahah-sebagaiman£ ternyata daiamL
Surat Pepegasan Persétujﬁan Pembiayaaﬁ ter tanggal ———w==-w
31-05-2007 (tigapuluh satu Mei dvaribu tujuh), Nomor = --
9/021-3//DPB1 yang aslinya diperlihatk;n kepada saya, ---
Notaris dan fotocopy sesuai aslinya dilakatkan pada--————
minuta Akad inil; ~~-——m—m— e e
~Bahwa selanjutnya antara BANK dan HASABAH telah ikt
menandatangani Akad Komitmen Limit Fésilitas Pembiavaan ~
(Line Facility), tertanggal hari Akad ini, Nemor : 2 yang
dibuat dihadapan saya, Noltaris.{selanjutnya nkad Komi tmen
Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) tersebut =-~—-- -
berikut dengan segsla perubahan, penambahan dan/atau —----
penggantiannya yang mungkin ada cukup disebut "Line —~---
Facility™). wmmmmmsommmm o m oo e e
B.-Bahwa sebagal satu kesatuan dengan Line Facﬁlity tersebut
diatas, maka NASABAH mengajukan permohonan pencalran —--—-
pembiayaan kepada BANX sebagaimana ternyata dalam surat -
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yang diterbitén NASABAH tertanggal 04-06-2007 {delapan --

Juni duaribu Fujuh) Nomor : O8/VI/SK/2007 dan terkait - —-
i .

dengan hal tersebut maka BANK telah setuju memberikan - ~-

!
fasilitas Pem?iayaan Hawalah, Qardh wal Hurabahah

-y

——— s~

kapada NRSQBQ& sebagaimana ternyata dalam Surat
Persetujuan Péncairan Pembiayaan tertanggal 04-06-2007 —~
(empat Juni dyaribu tujuh) Nomor : 9/030~3/SP/DPB1L ~~--—-
-yang dibuat dlbawah tangan dan bermaterai cukup yang ---—-
aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan

-t e g

fatacopy sesufi aélinya dilekatkan pada minuta Akad ini;-
-Bahwa selanjutinya terkait persetujuan pencairan ~-----~— ~
pembiayaan ter%ebut, BANK dan NASABAH telah ---~--vmvven -
menandatanganiinkad Qardh, tertanggal hari Akad ipi, --—-
Nomor : 5 yang;dibuat dihadapan saya, Notarig —----v~=-— ~
{selanjutnya c;kup disebut "Qardh"). -—-wmommmmemm e
-Selanjutnya terKait dengan Line Facility dan pemberian ----—
_fagilifas pémbiayéan Ha@alah, Qardh wal Hurabahah -----~--~ -
sebagaimana dimaksud, maka sebagéi satu kesatuan defrigan ~~——
Qardh, BANK dan NASABAM telah sepakat untuk nanandatangapi —
pkad Pembiayaan Hﬁwalah (Pembiayaan-Pengalihan Utang) =--~— -
sebagaimana yang hendak dinyatkan dalam Akad imi dengan ----—
syarat-syarat seria ketentuan;keténtuan sebagal berikut - -—

————————————————————————— Pasal 1 ---~—--mmemmmme e e

e I - i B I - B -

-Hawalah : Akad pemindahan utang NASABAH kepada BANK

‘atas pemindahan utang tersebut, BANK —--—
:memperoleh imbalan /atau Fee /fatau Ujrah-—

‘vang besarnya ditentukan sesvai =--=-—--—. . =

'
Fesepakatan antara BaNX dan NASABAH. ---—

-Fee Jatau Ujrah :'§ejum1;h uvang sebagal imbalan jasa BANK.-—

TnﬂauanyquB.",Kﬂ¥ﬁank)80emanﬁko,PPS4M,2009



-Svariah : Hukum Tzlam vang bersuwber dari al Qu’ran

dan al Hadist (sunnah) vang mengatur —---
segala hal yang mancakup bidang ibadah --

- mahdRah dan ibadah muamalah. =--=--- o

-Utang : Kewajiban MASABAH Kopada perseroan —— ----

terbatas PT. Bank Nusantara Parahyangan, -

Terbuka, berkedudukan di Bandung, --------

~Pembiayaan = Pagu atan plafond dana yang disediakan --

~Surat PengaKuan - Surat HASABAH mengenaj pengakuan NASABAH-

menpunya i ufang kepada BANK yang dituat ~
dan ditandatangani MnSaBAH dan diterima -
serta Jdiakui oleh BANK sehingga karenanya
berlaku dan bernilai sehagai bukti sah --
tentang adanya kewajiban pembayaran dari-
NASABAH kepada BAHY sebasar yang -———~—--—
terutang. Surat Pengakuan uktang tidaﬁ -
terbatas pada wesel, promes danfatay —---

instrumen lainnya. ————-me—-—commmm o — e

~Hari kerja BAMNK "z Hari kerja Bank Indonesia. -~—-—~-————-~ -~

1.

—————————————————————— Pasal 2 -------—- - —

NASABAH mengikatkan diri untuk mengalihkan Utang-nya —---
kepada BAHK berupa utang Kepada perseroan, terbatas ~-—---
PT. BanK_Nusantara Parabyangan, Terbuka, berkedudukan di-
Bandung. -—----mTmToomoes oo oo oo oo e
BANK dengan hal ini telab setuju untuk mengambil alih --~
Utang tersebut dengan cara melunasinya dsngan limit atau-
plafond Pembiayaan sebesar Rp. 35.860.000.000,~ ~=---—-—---

(tigapuluh lima milyar dzlopanratus enampuluh juta --—---
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rupiah). Atas pengalihan tersebut BANX akan menggantikan-
kedudukan NASABAR sebagai tertagih dengan segala hal-hal -

!
yang melekat pada Utang tersebut.

. Dleh karena itu, NASABAH dengan ini mengaku telah ~-----— -~

berutang kepadﬁ BANK sejumlah uang dengan XKetentwan- ---— -

sebagal berikut & —v-- o -

--Limit Pembiataan sebesar Rp. 35.860.000.000,- -~--~--— -
(tigapuluh lima milyar delapanratus enampuluh juta ----—
rupiah} sesu%i dengan nilai outstanding NASABAH di ----—
perseroan te;batas PT. Bank Musantara Parahyangan, ----—
Terbuka, teréebut vang juga sesuai dengan nilai -----~ -
bangunan Hali Indonesia International Trade Center. ~--—
--Fee fatau quah dan/atau Hargin kepéda BANK terkait ---—
dengan Akad %ni dan/atau Qardh danfataﬁ akad Pembiayaan
Al Hurabahahéyang telah dan/atau akan dibvat antara --—
NASABAH dan BANK yang menjadi satu kesatuan dengan Akad
fnt adalah s%besar Rp. 22.077.474.095,24 {duapuluh dua—
milyar tujuhﬁuluh tujuh juta empatratus tujuhpuluh -~-—
empat ribu séﬁbilanpuluh Iima koma dua empat rupiah}. —
-~Sehingaa total Pembidyaan yang diangsur oleh NASAEAH ahdes
kepada BANK adalah sehesar Rp. 57.937.474.095,24 ~-----—

{(limapuluh tujgh milvar sembilanratqs.tigapuluh tujup --

juta empatratus tujuhpuluh empat ribu sembilanpuluh lima

Koma dua empatl rupiah). —-—=-=—=-mmmsmcemmomemmer—aeooo -
mmm e mmm e m e e —e— s~ JAHGKA WAKTYU ---memmmmm e -
~Fasilitas Hawalahiini b;rlaku untuk jangka waktu 5 {lima) -
tahun terhitung seiak Pencairan Pembiayaan periama_kali ~—-- ..
termasuK grace ﬁerjud untuk angsuran pokok pembiayaan selama

1 {satu) tahun dengan ketentuan bahwa setiap penerimaan --—--

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



NASABAKH dari hasil ponjualian alav =ewsr albas #all lodonesig -
International Trade Center (IITC) di Jalan K.H Wahid Hasyim-

{Kopo), Kelurahan Cirangrany, Kecamatan Babakan Ciparay, ---

. Kota -Bandung harus disalurkan melalui rekening NESABAH of --

BANK yahg harus digunakan untuk mewbayar s2luruh kewajiban -
NASABAR Kepada BAMK, sehingya jangka waktu pembiayaan dapat-
lebih cepat dari 5 {(lima) tahun atau dapat dilakukan -~——----

percepatan pelunasan. ----=-r--=-- ST T T T T T T T s s e

~Dengan tetap memperhatikan dan mentaati Kaztentuan-ketentuan
tentang pembatasan penyediaan dana vang ditetapkan olelh yang
berwenang, BaAMK berjanji dan denéan ini mengikatkan dirﬁ ———
untuk mengizinkan HASABAH menarlk Pembiayaan secara ———~—~e—
sekaligus atau bertahap sesuai besarnya Utang atay --——————=
outstanding MASABAH di perseroan terbatas PT. Bank Nusantara
Parahyandan, Terbuka tersebul yang jumlabnva berdasarkan —-—--—
surat keterangan atau dokwnen resmi laionya dart perseroan -

terbatas PT. Bank Nusantara Parahyangan, Terbuka, tersebut -

‘yang dapat diterima dan telah diverifikasi oleh BANK dengan-

jumlah maksimum pembiayaan sebagaimana dimakzud daiam ——————
Pasal 2 akad iﬂi dan apabila ada kekurangan, maka hal --—---
tarsebut harus dipenuhi danfatau dibayar oleﬁ NASABAY == m~———
sendiri, kesemuanya setelah HASABAH memenuhi persyaratan ---
sebagai berikut ettt
a) HASABAH telah menyerahkan Surat Peﬁegasan.ber;etujUEin -
Pémbiayaan (5P32) yang telah ditandatangéni 0lgh -—w -
penQU(ds MNASABAH dan bermgterai CUKMp; ———r=smrmmmm e

b) ﬂﬂSRBﬁH telah membuka rekening di BANK; ~——-c-—nceww——nc

¢) NASABAH telah menyetor dana pada rekening HASABAH di --

TnﬂauényquB.",Kﬂsﬁank)Soe&a&nko,PPS4M,2009
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BANK untuk pencadangan pembayaran segala biaya yang -—-
timbul dari persetuyjuan pembiavaan, termasuk namun -~-
tidak terbatas pada biaya administrasi, biaya jasa --—-
notaris, biaya materai, dan premi asuransi terkait -—-
fasilitas pembiayaan yang diterima NASABAH dari BANK;~
d} NASABAHK atau pihak ketiga pemilik jaminan telah -~--- -
menyérahkah kepada BANK berupa seluruh Dokumen -----—-
Jaminan untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada —-
instansi berwenang dan hasilnya harus positif agar -—~
dapat dijadikan jaminan atas pembiayaan; -----~----—- -

e) NASABAH telah menyerahkan surat kuasa kepada BANK ~---—

untuk.melakukan pendebetan dana di rekening NQSRERH —-—
di BAHK untuk pembayaran angsuran pembiayaan tiap -~--
bulannya, biaya keterlambatan, blaya administrasi, --—
biaya jasa nFtaris, premi asuransi, dan bi;ya lainnya— .
yvang timbul Ban menjadi Kewajiban NASABAH dalam --—-—- -

Kaitannya depgan fasilitas pembiayaan dari BANK kepada

NASABAH; —redmsa—mmmeemomome oo e e oS e -

R vAlt

) HASABAH telaé mgnyediakan dana sinking fund sebesar 1~
{satu} kali gngsuran yang harus sudah ada pada ;-5———7
rekening NASABAH di BANK sebagai saldo ninimum; ~—-~--

4) MASABAR télah menyerahkan kepada BANK berupa rekening=
koraﬁ yang mebjelaskan tentang mutasi (penerimaan -——-

utang dan pem?ayarannya)_pinjaman NASABAH kepada pihak

E ketiga, kesemﬁanya agar dapat dilakukan verifikasi ~---
? -oleh BANK atas utang yang akan dilunasi (take over) —-
% dengan dana pempiayaan dari BANK; ~~—=-c-—m—mmo e o
g h} NASABAH telah Qenyerahkan kepada BANK berupa semva -—-

T

~ legalitas NnSApAH sebagai badan hukum dan legqalitas -~

usaha serta copy atas bukti identitas pengurus NASABAH

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009
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serta melakokan perpanjangannya apabila sudah jatuh -~

i) NASABAH telah melunazi seluruk biaya yang timbul dan -

menjadi kewajiban MASABAH sehubungan dengan pembiavaan

o A e B At m A m e i e R e P o ok . A = 2t A At

j) MNASABAH talah menyerahkan kepada BANK berupa Surat

Permchonan Realisasi Pembiavaan (SPRP) disertai dengan
surat pengakuan utang (promes) dan/atau Tanda Terima -
Uang Nasabah {1TUN), kesemuvanyia diatas materaj ——--——-

Rp.6.000,~ (enamribu rupiah);

e e

k) NasaBAH telah mepandatangani akad pembiayaan

yang menjadi satu kesatuan dengan akad ini dan akta

pengikatan jaminan secara sempurni; =--~----=~-ce—m——wo
1} Untuk permohonan pencairan pembiavaan yang Re;ua dan -
selanjutnya, maka HASABAM harus telah nenverahkan -—-~-
képada BAHK berupa bukti pénggunaaan dana pembiayaan -
yang telah dita}ik sebelumnya; ~—-------emmmmee - -
n) NASABAH telah menyeralkan kepada BAHK berupa

——

Feasibility Study dari konsultan indeﬂenden yaﬁg —————
menjadi rekanan 8ANKX dan apabila ternyata hasilnya -——
negatif maka pembiavaan vang diméksud dalaa Akad ini -
dapat dibatalkan; —--=—---=m=—mmmm e ~

--Selain syarat-syarat tersebut diatas, maka selama masa —~—-

pembiayaan, MASABAH juga.harus mementhi selurvh —-=~-wo—-— -

ketentuan-Ketentuan lainnya, yaitu ; ~--~-—=mmmwmmor e -

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009 |
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Kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay,

e

Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang terdaftar atas

T

: nama Tuan CFNG CENG NAHARA L dan Hyonya MILAN SARI -—-
' NAMARA H EepSebUf; ----=~=-===-m~==mnmoomcooeeo -

e

d) Setiap penerimaan NASABAH dari hasil penjualan atau —-
penyewaan Mall Indonesia International Trade Center -~

: {11TC) terse?ut harus disalurkan melalui rekeping ~~~~—
y : i

i
NASABAH di BANK dan harus digunakan untuk ~=--—v-nm-- -

pembayaran seluruh kKewajiban NASABAR kepada BANK; -~-—
ef Mengumumkan pendirian dan anggaran dasarnya dalam ---—

Berita Negara Republik Indonesia; ——-=2=~-rm-—m—mrvvmaeo -

f) Helakukan konversi atas utang NASABAH kepéda para ~~~——

IR AT el iden e
\_._J2=“‘I:_,M_ R FUNET LTV T Wimde

WL

pemegang sahamnya menjadi tambahan modal disetor oleh-

e

para pemegang sahap tersebut ke dalam perseroan; ---—-

g)_Hemperkenankan BANK untuk sewaktu-waktu menugaskan ---
Koﬁsu]tan dan atau akuntan publik dan atau pihak-pihak
'laiﬁ yntuk ﬁe]akukan hal-hal yéng dianggap perlu oleh-
BANK antara lain melakukan pengawasan dan membuat ---—-
laporan penggunaan pembiayaan. Apabila dianggap perlu-

disebabkan atag suatu pertimbangan resike yvang

e At e

dipikul, BaNK iuga berhak untuk : ——-—=~~---memmommen e
-~ menjual baranpg jaminan dan menerima hasilaya gﬁna -
pelunasan seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK; --
-- mengoperasikgn dan mengambil alih pengelolaan ~----—
NASABAH baik oleh BANK sendiri ataupun pihak lain -
Yang ditunju& oleh BANK; -————vcmvmm e -
k) Pgmbayaran angséran kepada BANK adalah prioritas ~—~--
p?rtama NASABAH_éébelum pembayafan kewajiban kqgng'f~

pihak lain; ~-—e=mommm e e

i) Hempertahankan status atau legalitas NASABAH sebagai -

TnﬂauanyquB.",Kﬂ;ﬁank)Soemannko,PPS4M,2009
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suatu perseroan terbalbas cella per ifinan usahd, T
termasuk untuk mamperbaharuvioya Jika akan berakhir ---

masa barlakunya; ==---==-wr oo smoes s mm e

- 3¥ Merawat dan memdlihara juminnﬂ denaan sobaik-baiknya;-
k) Selalu terbuka dan kooparatif dengén BARK, memberi kan-
i)in dan kemudalian bagi petugas BANK atau pihak yvang -
ditunjuk untuk melakukarn peninjauvan jaminan ataupun --
melakukarn pemeriksaan Lerhadap segala hal yang ~—- ~w--
berkailtan dengan fazi!ilas pembiayaan; ------=-~=~———__
------------------------ e PABA] 5 e e m e
—————————————————— UTANG YAHG DIALTHKAH --------o o
~NASABAH menjamin dan dengan int wengikatkan diri bahwa ---
Utang yang dialihkan adalah Utang vang timbul dan ----~—w~--
memenuhi persyaratan dari svalbu transaksi yang sah, tid?ik-—
bertentangan dengan peraluran perundnngnn'serta Lidak -~—-=~-

tersangkut dalam suaty perkara. -----w--=-- R LT

-NASABAH mengikatkan dir) untbuk me]ahsanahan’ﬁndorsemen1: -~
{pengesahan} atas asli setiap dokumen-dokumen yang -——-——--
berkenaan dengan pengalihah Utang sebagaimana dimaksud —---

dalam Akad ini. —=—~—~7--=—=-"=———--———o o e it bt

--------------------- CARA PEHBAYARAN =+v—--~c— b e
1. NASABAY dengan ini berjanji vntuk membavar anrgsuran atas
Pokok Pembiayaan dan Fee fatau Ujrah dan/atau Hargif{ -
terkait dengan Akad ini danfatau Qardh danfataw akad ---
Pembiayaan Al Murabahah yang telah danfatau akan dibuat-
antara NASABAH dan BAMK yang menjadi satu Kesatuan - ——--

“dengan Akad ini pada saat jatuh tempo per bulanpya —-—---
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dengan ketenthan sebagai berikut : ====-m-eoocmmomoaas -
}

a.-qngsuran bplan ke-1 (pertama} sampai dengan bulan ~—-
ke-12 (kedu;belas) adalah sebesar Ap.463.191.6467,67 ~-
(empatratus enampuluh tiga juta seratus sembilanpuluh-—
satu ribu eramratus enampulub tujuh Koma enam tujuh - -
rupiah); —~-mememmm e e -
b.-Angsuran lean ke-12 (keduabelas) sampai dengan bulan
ke-60 (keenaﬁpuluh) adalah sebesar Rp.1.091.232.794,65
(saty milyar.sémbilanpuluh satu juta duaratus ------- -

tigapuluh du% ribu tujuhratus sembilanpuluh empat Koma

5 0o )
enam lima rupiah); ---———-------—omomme e -

3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh HASABAH—

kepada BANK, mBka NASABAH berjanji dan dengan ini ----- -
mengikatkan difi untuk membayar biaya administrasi ~——--—
kepada BaANK sebesar 0,0006%9 (enampuluh sembilan ——-—----—
perseratus ribé) dari angsuran perhari untuk tiap-tiap -
hart keteriamb;tan terhitung sejak saat kewajibap ------
pembavaran teréebut jatuh tempo sampai dengan .tanggal ---

dilaksanakannya pembayaran kembali, Kesemuanya ------——-

berdasarkan catétan pembukuan BAMK. -~—===--c-—-moumeen

. Setiap pembayar%n kembali /fatau Qelﬁnasan Utang vang -=--

timbul berdasarkan akad ini, oleh NASABAH kepada BANK --
dilakukan di Kaﬁtor BANK atau tempat lain vang ditunjuk-
BANK atau dilakukan melalul rekening yang dibuka oleh -~
dan atas nama NASABAH di BANK. —~---—v—m-mo—msmmomom oo
Dalam hal pembayafan ditakukan melalui ;ekening NASABAH-

di BANK, maka dépgan ini NaSABAH memberikan kuasa pepubh-

kepada BANK untuk mendebet rekenimg NASABAH yang ada --- =~

pada BANK. Xuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak ----
. . =]

berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal -
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1813, 1814, 181¢ Kilab Undang Undang Hukem Perdata -— -
Republik Indopesia serta merunakan bagian yang tidak ---
terpisahkan dari akad Ini, =w---rwemoommemommo -
&. Dalam hal pembayaran kembali /atau ;elpnasan Utang -—---
bertepatan dengan hari libur, MASABAH berjanji dan -—---
dengan 1ni mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran -
pada hari kerja berifiubnya. ----------—-------oeomen L
———————————————————————— Pasal 8 ~~--mm—mm e L
T BIAYA, POTONGAH DAN PRIAK -----~--- oo
-HASABAH berjanji dan dengan ini mengikalbKan diri untuk —--
menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan ----—--—---
dengan pelaksanraan Akad ini, termazuk namun tidak terbakbas-
pada bilayva jasa notarig, asuransi dan Lota! biaya ----——~-=
admipistrasi dari seluruh lasiditas pembiavaan Line --—-—--
racility yang diterima oleh HASABAH dari BANK sebesar 1% -
darl Plafond pembiayaan Line Facility, sepanjang hal ity --
diberitahukan BAMK kepada HASABAH sebelum -~-~---—~—————;-——
ditandafanganinya Akad ini dan HASABAH menyatakan --~---—--
persetujuannya. ———---r v mem e e it
~$etiap pembayaran kembali /atauv palunasan utang seliubungan
dengan fikad iﬁi dan/atau akad-akad pembiayaan-lainnya vyang-
menjadi satu kesatuan dengan nAkad ini, dilakukan oleh --—--
NASABAH Kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak- --
dan/atau biaya—biaya lainnya, kecvali jika potongan ----—--
tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang- ---—--
undangan yang berlaky., -—-------mmomom e
-NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatKan diri bahwa —--
terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan ——-~
perundanqundangan yvang berlaku akan dilakuksp -~~-~-——--—--

pembayarannya oleh MASABAH melalul BANK, —--~---——-omm——w

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009 .
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-Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali fatau -~----—--
pelunasan atas utang pokok pembiayaan, Fee /fatau Ujrah serta
biaya-biaya lainnya yang timbul dari pembiayaan tepat pada -
wakty yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan --
pkad ini dan/atlau akad turunannya danfatace catatan pembukuan
BANK, berikut dengan segala perubahan, penambahan dan ---—-~-

penggéntian yang kiranya akan dibuat dikemudian hari -«-~~—- '
antara NASABAH %ian BANK yang merupakan satu kesatuan dengan-

akad ini, maka t{gﬂShBAH berjanji dan dengan ini mengikatkan -’
diri untuk menyqrahkan- jaminan dan membuat pengikatan ----—- '
jaminan képada BANK sesuai dengan peraturan perundang- fo——-

undangan yang berlaku, yaitu berupa : & .

a.-30 (tigapuluh) bidang tanah berikut segala sesvaty -~—--—-

=

yang menjadi _ttrutannya termasuk bangunan Hall Indonesia -~

{-nternationa]

rade Center yang berada diatasnya maupun —-
segala sesuvatu -f,yang akan ada dikemudian hari yang mepurut -
sifat dan perur;'tukannya merupakan satu-kesatuan dengan —-——
blidang-bidan,g t‘lanah tersebut yéng terletak di Propinsi -——-— ‘
Jauwa Barat, Kot.&a_ Bandung, Kecamatan Babakan Ciparay, Desa—
C.irangrang, den%an bukti kepemilikan berupa 30 (tigapuluh)
Sértipikat Hak Hilik, berturut=-turut Nomor : ==-=-—c~mem=—-—
15)0/Cirangrang, 452/Cirangrang, i51i/Cirangrang, ----—~- -
1512/Cirangrang,' i1513/cirangrang, 15i4/Cirangrang, -~-~--- -
1528/Cirangrang,: 1529%/Cirangrang, 475/Cirangrang, ~—---~-- -
00582/6i'rangrang§, 00583/Cirangrang, 00584/Cirangrang, —-———
00585/(::1rangrang,'!oosaéfcirangrang, 00587/Cirangrang,~ —=— ... »

00588/Cirangrang; 00559/Cirangrang, 00590/Ciranarang, -=-—=
1

005%1/Ci rangrangi 481/¢Cirangrang, 01537/Cirangrang, -~--- -
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230/Cirangrang, 231/Cirangrang. 232/Cirangranyg.

233/Cirangrang, 234/Cirangrang, lé&43/Hairgahayu,

1717/Cirangrang, 1591/Cilrangranyg, Jan Nomor - =---=--—___

-

0153&/Cirangrang; -—-=----—-=----- oo R .

~Bidang-bidang tanah mana yang akan dibetani dengan Halk ---
Tanggungan peringkat I (pertama) untuk lepentingan BANX --
dengan total nilail penjamipan sebesar Rp.120.000.000.000,~
{seratus duapuluh milyar rupiah). ===~ mmomme e
h.-Pembarian jJaminan secara kepercayﬁan (fidusia} atas —~-—-
semua dan setiap hak, wewenang, tagihan atau piviang — ~---
dagang serta klaim vang seKarang lelah danfatau yang - ~---
dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh serta dapat ——--
dijalankan oleh NASABAH kepada para pihak Ketiga Lerkait -
dengan ﬁenjualan dan penyewaan Geduny Indonesia --—-————---
International Trade Cenetér tersebut dengan -----—~————-—n--
nilai'penjaminan pntuk kepentingan BANK sebesar -—=—wm e
Rp. 6.000.000.000,- (‘enam milyar rupiah), ~-=-=c=mm-cmmme
sebagaimana ternyata dari baftar Tagihan yang diterbitkan-
NASABAH tertanggal) 04-06-2007 fempalt .Juni duaribu tujuby) -
yany dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup vang --—----
aslinya diiekatkan pada minuta Akad ini, beriku£ dengan --
segala dan setiap peruvbahan, pepambahan danfatay --~---~~-~=
penggantiannya yang mungkin ada dikemudian hari; --~-—-—~--
c.~Jaminan Pribadi (Personal Guarantee} dari Tuan CEMG CENG-
MAHARA L Lersebut) —rw-———vm— e m oo s e
-Bahwa atas seluruh obyek jaminan tersebut dalam pasa]l ini -
akan dilakukan pengikatan jaminan ftersendiri antara BANK ---
dan HASABAYH /‘a‘tau pihak Ketiga pemilik jaminan; ~-~-----———-
-Bahwa atas seluruh objek jaminan dimaksud dalam pasal ini -
juga akan menjadi jaminan bagi seluruh fasilitas pembjayaan-

Tinjauan yuridis ..., Kristianto Soedjatmiko, PPs-Ul, 2009



ke AT, i A

W

R 7 KSR

-

QUG EEOF Lot

b g

ek nta
LR BEN-1 A

K

Y

b
.yang merupakan turunan dari Line Facility, kesemuanya -~--— -
berikut dengan segala akad perubahan, penambahan dan atau —-

penggantiannya vang -mungkin ada dikemudian hari (Cross ---—-

Collateral). —~--mmcmmm oo -

N e et e

Pasal 10 ~--=--mommomo e ~
------------------------ CEDERA JANJI ~-~—vmmommmmm e
~Menyimpang dari- ketentuan dalam Pasal 3 dan 7 sKkad ini, -~-
BANK berhak untuk mepuntut /fatau menagih pembayaran dari ~~-—
NASABAH atau siapa pun juga vang mempefolah hak darinya, ~=~
atas sebagian /atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada -~-—~
BAN@ berdasarkan hkad ini beserta akad-akad pembiayaan -----—
dan/atau perjanjién lainnya vang menjadi satu Kesatuap -~~-—
dengan dengan Akad ini (berikut dengan segala perubahan, ~--—
penambahan dan/atqu penggantian yang kiranya akan dibuat --—
dikenudian hari aJtara NASABAH dan BANK), untuk dibayar ——-~
denqen seketika qin sekaligus tanpa diperlukan adanya surat—
pembgritghuan, su;Ft teguran fatau surat lainnya, ~——~-v--- -
keseﬁuanya apabilagterjadi salah saty hal J/atau peristiwa -—
tersebut dibawah i%i {"Event Of Default”) : ~—---=--m——euue -
1.-NASABAH gidak mélaksanakan kewajiban pembayaran /atau —--—
pelunasan tepat ﬁada waktu yang diperjanjikan sesuai ~---~-
dengan tanggal ju vh tempo dan/atau NASABAH tidak memenuhi
Kewéjiban—kewafib n Yainnya sebagaimana ditetapkan dalam -
akad ini-dan/atauiakad lainnya yang menjadi turunan

——

dan saty kesatuan.dengan Akad ini, termasuk namun

- e

tidak terbatas paéa kewajiban pembgyaran angsuran atas —--

utang pokok pembiayaan dan Hargin danfatau Fee atau Ujrah;
2_-Dokumen, pernyaté%n,lygngakuan, laporan atas Keterangan-— -

yang diserahkan /a&au diberikan MASABAH kepada BahK

— e -

adalah palsu, tidak sah fatau tidak benar; -—~—---r——veow-o
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- 9.-Apabila pihak vang mewakili HASABANL da]nm‘nkad ini

3.-HASABAH dinyatakan dalam Keadaan pailit, dirarub dibawah-

pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atouv dilikuvidasi; -

4.-NASABAH atau pihak ketiga telald semohoen pailil NASABAH --

kepadg instansli vaung bErwenanyg;

S.-NASABAH terlibat dzlam syatu perkara didepan pergadilan -

atau lembaga atau instansi lainnya; —-—-—=-r-=me-evm—co

6.-NASABAH tidak dapat memenuhi dan/atau aelanggar sebagian-
atau selurub syarat atau katentuan vang tersebut dalam -~--
Akad ini dan/atau Swrat Penegasan Persetujuan Pembiayaan -
danfatau Surat Persetujuan fencairan yang akan disebut ---

yang dibuat atav mungkin Jibuat antara para pihak

vang menjadl satu Resatuan dengan Akad ini danfatau

——

wmelanggar ketentuan dalam :

e LR R e )

--akad Komitmen Limit Fasilitas Pambiayaan (i_ine

kit

-

Facility), Nomor : 2;

-—fikad Qardh, Homor : 5;

e e e s e e e e

keduanya tertanggal hari Akad ini;

~-Akad Pembiayaan Al Hurabahah-yang skan dibuat oleh para-

pihak setelah Akad ini;

~kesemuanya berikut dengan segals dan setiap perubahan, --

penambahan dan/atau penggantian yang mungkin dibuat

P e ]

dikemudian hari.

o e e o e = e i = v

7.-Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yvang ---

berlake atau kemudian berlaku, HASABAH tidak dapat /atau -

Lidak berhak menjadi NASABAH;

B.—ﬁpabila karena sesuatu sebab akad ini dan/atau akad

turunannya danfatau sebagian atau selurub nkta

——

Jaminan ternyata dinyatakan bata) berdasarkan Putusan —---

Pengadilan atav Badan Arbitrase; ~--~--~-r---cmcnmmemn o —n

——
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v

menjadi pembcﬁes, pemabuk, atau dihukum berdasar Putusap -
SRR S A R atald «lhu rda tusan - _

- e i

Pengadilan yaﬁg telah berkekvatan tetap dan pasti
(in kracht van gewijsde) karena perbuatan kejahatan yang -

dilakukannya vang diancam dengan hukuman penjara atau ~-—-

Kurungan 1 {satu) tahup atau lebih; R ettt

10.-NASABAH tercdntum dalam daftar kredit macet Bank

Indonesia; !

o o o o Y b v o a2 o S = o ot i . —
'

o ot e o o o o e o

Pasal 11

o e et o g

g A o o o o e o oy o —

AKIBAT CEDERA JANJI —----=—cvmmemmeee ~
1. -Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran -----~---— -
seketika dan sekaliqus dan/atau karena terjadi suatu hal -
atau peristiwa tersebut dalam Pasal 10 Akad ini, maka --~
BANK -berhak menari¥X seluruh pembiayaan yang telah —---—-- -
diberikan kepada NASABAH dan NHASABAH wajib melunasi -————
secara sekaligus dan seketika atas utang pokok pembiavaan
berikut Fee ataq_ujrah danfatau kewajiban finansial --———
fainnya kepada BANK, kegemuanya sesvai dengan caf&tan -
penbukuan BANK; - I W e e —
.—hpabila dalam jangka-waktu tertentue atas suatu ~——--—-- -
pertimbangan resiko BANK-terkait dengan keadaan diatas,-—
maka BANK berhak menjual barang jaminan dan uang hasil --—
penjualan baran& jaminan tersebut digunakan BANK untuk --

membayar fatauv melunasi utang atau sisa utang NASABAH —--

i Kepada BANK. —==t=nmmmmmmmmmm o mmm s mm o

é 2. -Apaéila penjualln barang jaminan dilakukan BANK —~--—-—=-~

% melalui pélelang%n dimuka umum, maka HASABAH dap -----—--

é BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk ---—-~-

B menerima narga yaﬁg terjadi setelah djkurangi biaya— -—--

. biaya sebagai har%a jual barang jamipan. ------eemmemae—-
3.

——

-fpabila penjuala% barang jaminan dilakukan dibawah
}
i
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tangan maka HASABAN dan BANK szepalkat, harga penjualarn ---

barang jaminan ditetapkan oleb BANK denjan harga yang ---
wajar menuruf harga pasar kKetiks barang jaminan dijual. -

~-Jika. hasil penjualan-barang jaminad tidak mencukupi

untuk membayar utang MASABAF kepada BANK, maka NASABSH --
berjanji dan dengan ini mepgikatkan diri untuk tetap ~—~--

bertanagung jawab melunasi sisa urangnys yang belum

dibayar seswal dengan pembuKuan BaMX saapal dengan lunas-
dan sebaliKnya apabila‘hasil penjualan barang jaminan ~--
melebihi jumlah utang atsu sisa utang HESABAY Xepada ——--

BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini maznoikatkan -—---

diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut Kepada NASABAH.
s e =ittt — — ~ — Pagal 12 -=---m-mmmmmme e
------------------ PEMGAKUNAM DAN JAMIHAN

-NasSABAH dengan iai menyalakan menankui kbpada UﬁHK:

sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan HﬁSﬁBQR Syl

tersebut, bahwa :

e e o kR e e e = o p M A

—_——— -

b. HASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang —--
telah ditandatangani oteh HASABAH herkaitan dengan Ak ad-~
ini, .keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan —--
dengan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar-
NASABAH yang berlaku, sehingga sah, berkekuatan --------

hukuin serta mengikat_ﬂnsnﬁnn dalam menjolankan Akad ini-

dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi

pelaksanaannya.

g Oy

c. NASABAH menjamin bahwa pada saat penandatangan akad inmi,
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%
N i
para pemeganh saham, Direksi serta Komisaris perseroan

NASABAH telah mengetahui dan memberikan persetujuannya

terhadap ﬂkaé ini, dan demikian pula NASABAH mepjamin ~-

dan karenanyd membebaskan BANK dari segala tuntutan atauy
i

gugatan yang:diajukan oleh pihak ketiga terhadap

o e e e o At T et e ot A o . o A o S At A B

NASABAH. ---—Y

d. NASABAH tidak|sedang terlibat sengketa atau perkara yang

sedang dihadaéi atay persoalan hukum yang masih harus —-
diselesaikan ?an dapat menimbulkan akibat Kurang baik —-
terhadap keadéan keuangan NASABAH. -—~-——--~———momroroe— o
o. NASABAH berjaiji dan dengan ini mengikafkan diri apabila
diminta oleh BéHK untuk dari waktu ke waktu menyerahkén—~
kepada_BhN§ jaminan tampbahan yang dinilai cukup oleh ~~~—
BANK selama kewajiban membayar utang atau sisa utang --—
kepada BANK bejum lunas. -—-—s==-s--mmos—~ezoomooee—o ——
f. NRSRBAHﬁﬁerjan i sekarang dan dikemudian hari untuk ~--—
meranggung segdla sebab dan biaya apabila terjadi cost —
over run atas {asilitas pembiayaan ini. - -
g. NasSABAH berianji untuk menanggung ségala biaya yang ---——
éimbul dari selyrub transaksi yang timbul berdasarkan ~-
R : ! i

ékad pembiayaan.ini.

o o e ko W o e o R o o T o A oy e o e B . e R = W

h. NASABAH menjamid bahwa semua dan setiap informasi,
keterangan, laporan, data danfatauy doKumen yang ~----~-~--
‘diserahkan NASABAH kepada BANK adalah yang

-y i N g

sebenarnva;

k- e o ot o ot W e o S et ek Bkt o o g i o e o A e e ot e A e e

el =T ) B F R
—————————— PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAH NASABAH --=—v~---nc~
-NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa ---

selama masa berjalannya fkad ini, berikut dengan segala dan—

setiap akad turunannya, kecuall setelah mendapatkan

——— o .
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persetujuan tertulis daci BANK, HASABAH tidak aksn n2lakukan
sebagian atau selurulnya dari perbuatan-pe-buatan sebagai --

berikut ("Negative Conwanant™) : ---=--v--immeonooooo

“1.-Hengadakan Rapat Umun F:émegang Saham .a't_.w mekanisme 1ain-
yang mempunyail keKuatan yang sama dengan Rapat Umum --—---
Pemegang Saham dengan aganda dan Keputuzannya antara lainp
adalah untuk mengubsh status, anggaran dasar, susunan ---
modal dap pengurus danfatau untuk membubarkarn HASABAH: --
2.-Hembagikan deviden kepada para pemggang saham NASABAH: --
3. -Helakukan pembayaran vtang jangka panjang Kepada parg -~--
pemegang saham NASABAN; ~--c-----m--rmmm o e
4.—Hengeiuarkan pernyataaﬁ berutang dalam bentuk pinjamari, -
penyewaan atal garansi Kepada pihak lain; —-=—-~---moeno
5.-Meminta pembiayaan baru atas tambahan dari bank atay —-—--
lembaga pembiayaan laiunya nntuk provek yang sama yang --
telah diblayal BAHK; ~—---—=r-—mmmmmm o e e
6.-Helakukan merger /atéu-penggabungun dengan perusahaan —--
lain atau mengakuisisi fatau pengambilalihan perusahaan -
lain /atan menohon patlit kepada instnsi yang —r—~---vtm—n
bErWanaNng, —— == e e e e e e e e e
7.-Melakukan penjualan dan/atau mentransfer danfataw —--——-~

menjaminkan dan/atau membebani dengan Kewajiban atas ——-~-

sebagian atav seluruh kekayaan {(ascet) NASAZAH vang telah

ada atau yang akan ada dikemudian hart atau asset —--~——--
Ipihak ketiga yang telah dijaminkan Kepada BANK; ~--~-—~=--
———————————— it el o 1T B I B e
————————————————————————— ABURANG [ = m = mm v s e e m e

-NASABAH berjanji dan dengan 1ni mencikatkan dird vntuk ——~-

menutup asuransi berdasarkan ketentuan 3yari’ah atas ~--=-—-~

2 beban NQSQBAH terhadap seluruh jaminan bagi pazmbiayaan -—-—--
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._ .. berdasar Akad inl dan/atau akad lainnya yang menjadi --~--— ~

turunan danfatau satu Kesatuan dengan Akad ini, kesemuanya -

e ——

pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan --—-

kKlasula all risk ban bersifat roll over dan dengan menunjuk —

dan menetapkan BAHK sebagai pihak yang berhak menerima ~--—-
pent-ayaran klaim'%suransi tersebut (banker’s clause BANK). -
et {mmeme- Pasal 1§ —w-wemsmsmmmm oo -
----------------- 4=~ PENBAWASAN ~=--=-~=~m=oosoocooooos

-NASABAH berjanji‘dan dengan ini mengikatkan diri untuk ----

e et et s s

memberikan izin ké ada BANK atau pihak /atau petugas yang -—.

ditunjugnya untuk gelakukan hal-hal sebagai berikut : -----—

1. Melaksanakan pengawasan /atau pemeriksaan terhadap barang
mauvpur barang j'minan, serta pembukuan dan catatan pada —

setiap saat selgma berlangsungnya Akad ini, dan kepada -—
wakil BANK tersébut diberi hak -untuk membuat fotocopy -—--
dari pembukuan |an catatan yang bersangkutan; ---------—— —-

2. Henugaskan Kansdltan danfatau akuntan publik dan/atau -

pihak-pihak laiJ untuk melakukan hal~hal yang dianggap -—

R (W L

~perlu oleh BANK,; antara lain melakukan pengawasap dan ~——

o,

Bha L Al

membyat laporan pepggunaan pembiavaan;

A e e ke kg o e o

3. Apabila dianggap%per]u disebabkan suatu pertimbangan ----—

el s

resika yang dipi?ul, BANK berhak untuk melakukan tindakan
lain yang dianggﬁp perly dengan pemberitahuan terlebih -~

dahule kepada Hﬂ?ﬁBAH B v — e e e e e e e

-Untuk hal-hal ters%but diatas, maka MASABAH dengan ini ----
memberikan kuasa daA wewenang khusus kepada BANK untuk ---—-
melakukan negosiasi /atau perundingan dengan pihak-pihak —--
vang dianggap perluﬁ';ermasuk menetapkan biayanya vang

P Lo .
menjadi beban NASABAH, —--~r——-=——mmm s e e e

- ——

Y
N
s

ta
4

I
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mm e o UASH - em e e e s
~Oengan ditandatanganinya akad ini oleh rara pihak sajak ---
zaat ini dan untuk waktu-waktu selanjutnya bilamana saja ---

-

““diperlukzn, Akad ini berlaku sebagai pemberian kuvasa Xhusug-

dari HASABAH Kkepadia BAHX yang Lidak dapal ditarik Kewbal i --
danfatau berakhir karena ssbab-sebai yang ditentukan dal ap -
pasal 1813, 1814, 181& Kirab Undang-Undang Hukum Perdata .

Republik Indonesia, untuk aelakukan segala fiondakan hukim --

apapun tanpa ada yang dikecuwalikan, quna tmenjalapkan hak -hak
vang terbit Karena fastliltas peabiayaan ini dan pemberian --

jaminan.

—-— - -_ - = B P

————————————————— PENYELESAIAN PERSELISIHAM

-Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau —~---
menafsirkan bagian-bagian dari isi Akad ini atau terjadi ---
perselisihan dalam melaksanakan akad ini, saka HASABAH dan -

BANK akan berusaha untuk mehyelesaikan secara musyawarah dan

mufakat.

-Apabila wsaha menyelesaikan perbedaan pendapzt atau

———— ety

perselisihan melalui nusyawarah wotuk mufakat tidzak

menghasj]kan keputusan yang Jdisepakati olel: kedva Lelah ——--~
pihak, maxa dengan ini HASARAH dan BANK sepakat untuk —-—---
menunjuk dan menetapkan certa memberi kua;a kepada aﬁbﬁN —-—
ARBITRASE SYARIAH HASIOHAL (BASYARNAS) untuk memberikan —---
putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbﬁtrase yang

ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut yang bersi Fat-

fina)l dan mengikatk.

e kA e

————————————————————————— LATH-LAIH ~—=memmmem e e
1.-Selama syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 3
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g
_ dan/atau ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini dan.atau . _
akad /atau perjanjian lainnya yang menjadi satu-kesatuzm p-~

dengan Akad ini {(berikut dengan segala perubahan,

L S

|
'.
l.
]
\ penambahan dan/atav penggantianya yang mungkin dibuat ——-
\, dikemudian hari) belum dilaksanakan, terjadi suatu

perubahan kebijakan pambiayaan di B8AMK yang disebabkan —-~

adanya perubahan regulasi pemerintah ataupun perubahan ~-
N “peraturan pembiayaan internal BANK yang tidak terbatas —~-

pada pengatuvran pendanaan atau likuviditas sehingga

menyebabkan pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana —-

dimaksud dalam AKad ini harus ditinjau ﬁlang, maka BANK -

: - berhak menunda atau membatalkan fasilitas pembiayaan —-——
dan NASABAH befsedia dengan ini membebaskan BANK dari -—-
tuntutan ganti:rugi apapun atas pembatalan tersebut. --—-

2. =Perubahan ﬂkaq ini banya dapat dilakukan secara tertulis
dan ditandatanéani eleh BANK dan NASABAH. —»—v----e-—mew -

3. Jgka& inl merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :—

--$urat Penegasan Persetujuvan Pembiayaan, tertanggal ---—

31-05-2007 (ftigapuluh satu HMel dvaribu tejuh) Nomor @ —
9/021-3/0PB1 r e~ L~~~ - e~~~ ==~ -

!
--3urat Persetujuan Pencairan tertanggal 04—06-2007 e e

-~
! _ {empat Juni d?aribu tujuh) Nomor : 9/030-3/5P/DPR4; —~-

.-f=,:'.

~yang kedua aslinya diperlihatkan kepada sava, No@aris—

dan fotocopy sesuai éslinya dilekatkan pada minuta Akadd

T vt
1 AR

--Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan {Line -----~- -

PN 125

Facility), tertanggal hari akad ini, Homor : 2; =~-—-—=—
--akad Qardh, tertanggal hari Akad ini, MNomor - 5; ~~=-—=-—
4 ~yang keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris; —-=-----

—-pikad Pembiayaan Al Hurabahah vang akan dibuat oleh para
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pihak setelah nkad iuai; -

-Kesenmuanya berikut dengan segala dan cetiap perubahan, -

penambahan dan/atan penggantiannya yang mungkin dibuat --

dikemudian hari; ---=

T e T T T e e T T

4, -Kelalaian atan keber lamisatan GANK dadam mengyunakan  hak-

kekuasaannya sesnai dengan isi Akad inl tidak herarti --

sebagai pelepasan hiak. == ommrm o

-Lain-lain sesuai dengan Kekbentuan yanyg berlaku pada BaHK

dan atau akan ditetapkan kKenmudian oleh SANA-

-y N

KOHUNIKASIT

e e A e o

-Setiap pemberitahuan dan Komunikasi sehubungan deangan
akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah,

apabila dikirim dengan surat tercatatb atau Jisampaikan

secara pribadi dengan tanda Lerims ke alamat dibawah ini

T v

HASAEARH

e A i e = g _ . — — i —

Nama  : PT. HILAN JAYA PRATAHA; -=----=-~-- g

Alamat  : Jalan Pungkur Nomor 264, kelurahan Puhgkur,

o o i R o =

Hama 2 (DY _

e e r e e e s - ——

Alamit -

—— oy —
e A Ay kot o Ak o S ok

L e = e - —— At —

-Apabila ada nal-hal yang belum diatur atau belum cukup —~--
diatur dalam Akad ini, maka HASAGAM dan BAHK akan ~--—---——-
mengaturnva betsama sccara musyawarah untuk mufakatb melal ui-

surat menyurat atau dalam svatu Addendum teesendivi yang ——~

merupakan satu Xesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari —=--
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-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenarap

identitas masing-masing sesuai tanda pengenal yang

disampaikan Kepada saya, Notaris dan menyatakan bertanggung-
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para --—--
pihak juga menmyatakan telah mengerti serta memahami isi --~-

akad ini.
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e e DEMIKIAN AKTR INI ~r-—cmmmommcmmmen

-pibuat dan dilahgsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -

sebagaimana tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ~

1.-Tuan w}(aryawan BANK, lahir di Jakarta pada—
tanggal 14-4-1578 {empatbelas April seribu sembilanrafus ~
tujuhpuluh delapan}, Warga Negara Indonesia, bertempat ———
tinggal di Jakarta, Tanjung Has Raya Blok C-2/S, Rukup -=-—
Tetangga 002, ﬁékun Warga 001, Kelwurahan Tanjung Barat, -—
Kecamqtan'aﬁgakéfsa, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang —
Kartu Tanda pen'df:,uduk : 09.5307.140478.7012 yang telah —---—

dikena! oleh say?, Motaris dari identitaspya; ~-—-—=-----—- -

2.-Tuam, Sarjana Hukum, Netaris, lahir df -————

ﬁadiﬁn,‘pada tanégal duapuluh lima Hei seribu ———---cveme-
sembilanratus enaméuluh dua (25-5-1962), bertempat tinggal
di Jakarta, tubang Buaya, Rukun Teténgga 009, Rukun Warga-
€02, Kelurahan Luéang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta -

Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ~——-==-=we-—-
i

09%.540%.250562.0566, Warga Hegara Indonesia; --~-=-r-vv——-

3.-Hyonya WSarjana Hukum, Hagister ~—--
S

Kenotariatan, Karyxwan Kantor Notaris lahir di Pangkalan -.

L

Brandan pada tanggal empat belas Juli seribu sembilanratus

enampul uh delapan t14—7-1968), Warga Hegara Indenesia, -—-
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bertempat tinggal 4] Jakarste, Jalan arun X111 Homor @ &, -
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Ujung —----
Menteng, Kecamaltan Cakunyg, Jakarta Timur, pemegang Karty -

Tanda Penduduk namor : 09.5403.540768.0131, Warga MNegara -

[ndonesia; ~——=rmmmm s e e S e e
~keduanya paoawnl Kankor HoLaris, =rv-se- - ees oL
--kesemuanya sebagal sakzl-2aksi; -~-vm—emmommsm oo

-Segera setelah saya, Hotaris membacakan akta ini kepada ---
para) penghadap dan saksi-saksi, maka ;kta int ditandatanmgani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan gaya, Notaris. --~— -——-~
-pilangsungkan dengan & {Lign) perubalan, yaibtu Karepa 3. —--
(satu) coi!ﬂﬂiﬁﬁgggéﬁ%aantian dan 2 (dua} coretan, =——=-wew-
-as)i aKktz ini telah ditandatangani dengan sempﬁrnn- e e
-bIKELURRKﬂN SEBAGAI SALIHAM YANG SHMA BUNYINYA, ~-~==-— ————
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